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REAKTUALISASI 
PERAN DAN FUNGSI 
PARTAI POLITIK
Sepucuk Rindu Sampai ke Syurga
Untuk alm. Nurmagfirah dan Putri Suci Purnama
Terbit akan tenggelam, Pagi Akan malam. Waktu kan terus berjalan tanpa 
bertanya Dan perduli kita tertinggal atau Bahkan terseok mengikuti, Semua akan 
berlalu menjadi cerita yang tak dapat diputar kembali saat rindu membuncah 
hanya mengadu kepada sang pemilik waktu semoga setiap yang telah terlewati 
di ampuni ketika berisi khilaf dan diridhoi ketika berisi Manfaat.
Sahabat kami Alm. Putri dan Alm. Firah, yang kami cintai. Bukan 
kematianmu yang kami tangisi atau waktu yang seolah tak perduli dengan segala 
asa yang tengah kita rajut bersama, tapi kenangan dan kebersamaan yang seolah 
tak perduli dan begitu sering datang menyergap ingatan mengingat segala hal 
yang pernah kita keluhkan bahkan kagumi bersama, tugas menulis sampai turun 
lapangan dengan setumpuk kertas ditangan semua masih segar diingatkan, berjalan 
beriringan saling merangkul ketika bersua sangat hangat dan tak terbayangkan 
bagaimana jika kelak  perpisahan menuntut hak hingga ketika kabar kepergian 
kalian menghentak segala lamunan dan harapan masa depan kita, Sungguh 
kedukaan yang teramat dalam.
Dua tahun merajut cita bersama, melalui Banyak moment sebagai saudara 
tak sedarah, menyandang satu nama Angkatan Gold Generation di 2016 silang, 
kalian abadi dalam ingatan Kami Almarhumah Nurmagfirah Dan Almarhumah 
Putri Purnama Suci. Segala khilaf telah kami maafkan dengan harapan semogapun 
kalian lapang memaafkan segala khilaf dan lupa kami yang sempat tersampaikan 
baik atas nama bercanda ataupun berbalut nasehat yang mungkin penyampaiannya 
pernah tak sesuai dengan maksudnya yang demi kebaikan bersama.
Berbahagialah sahabat kami. Kehidupan dunia kalian yang kami tangisi 
sejatinya hanyalah fana karna yang abadi telah kalian arungi kini, peraduan 
yang sama-sama akan dituju  dan jika telah tiba masa semua akan bersandar 
jua, lebih dari duka dan kehilangan pelajaran akan hikmah perjalanan sementara 
ini jauh lebih besar dan utama semoga kelak saat nafas kamipun sampai hati 
terpaut paling dekat  dan iman berada pada titik paling tinggi Kepada Sang Rab, 
Husnul Khatimahh..
Sepucuk rindu ini adalah pengantar sebuah cendramata keabadian, karya 
bersama yang kehadirannya sama-sama kita nantikan, tepat semester 3 ditahun 
2017  lalu dengan semangat besar kita agendakan untuk menerbitkan buku 
bersama, kini telah tercapai  kawan dan nama kalian abadi didalam lembarannya, 
terimalah dari kami semua semoga ini menjadi bagian yang akan memberi sumber 
kemudahan kalian di alam sana sebagai pertanggung jawaban dari segenap ilmu 
yang pernah dianugerahkan.
Karya ini, Kami Persembahkan Untukmu
Almarhumah Nurmagfirah (Wafat Ahad pagi, 20 Desember 2018)
Almarhumah Purti Purnama Suci (Wafat Jumat malam,  11 Januari 2019)
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Sejak kejatuhan Orde Baru pada bulan Mei 1998, sistem politik dan sistem kepartaian mengalami reposisi yang signifikan dalam rangka mengikuti tuntutan reformasi. Pergantian 
Soeharto ke BJ. Habibie menandai fase politik baru Indonesia 
dengan hadirnya kebebasan berkumpul dan mneyatakan pendapat 
secara terbuka, bahkan perubahan itu memproduksi tata kehidupan 
politik baru yang terbuka dan bebas. Blok politik dan blok gerakan 
sosial muncul bak jamur di musim hujan, sebagian diinisiasi oleh 
aktivis mahasiswa, sebagian lagi merupakan hasil kolaborasi 
berbagai kekuatan yang telah eksis, munculnya gerakan mahasiswa 
baru yang menyertai perubahan politik tersebut merupakan 
keniscayaan dan menjadi babak baru politik Indonesia.
Kekuatan politik selama rejim Orde Baru hanya memberi ruang 
kepada dua kekuatan politik yakni Partai Persatuan Pembangunan 
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(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan 
Karya (Golkar), diluar tiga kekuatan politik ini tidak diijinkan ada 
kekuatan politik lain, praktis partai politik yang hendak didirikan 
sulit untuk terwujud, karena adanya pembatasan partai politik. 
Begitu Orde Baru jatuh, partai politik bermunculan secara massif, 
menjelang pemilu 1999 telah terbentuk sekitar 184 partai politik 
yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh nasional, baik yang berbasis 
agama maupun nasionalis, dari 184 partai politik tersebut terdapat 
148 partai yang terdaftar pada Kementerian Kehakiman. Jumlah 
partai yang begitu banyak kontras dengan jumlah partai pada era 
sebelumnya, dari 148 partai politik yang terdaftar di Kementerian 
Kehakiman, terdapat 48 partai politik yang dinyatakan lolos 
sebagai peserta pemilu 1999. 
Pasang Surut Partai Politik 1999-2019
Pergeseran kepartaian merupakan manifestasi dari keragaman 
sosial, budaya, agama dan politik. Sebanyak 48 partai politik yang 
dinyatakan lolos pada pemilu 1999 mencerminkan keragaman itu, 
meski jumlah itu pada pemilu berikutnya mengalami penciutan 
sejalan dengan regulasi kepartaian dan dinamika politik bangsa. 
Hasil pemilu 1999 mengantarkan enam partai politik yang 
memenuhi ambang batas pemilu (electoral threshold) dua persen 
berdasarkan UU No. 3/1999 yakni Partai demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
PPP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). 
Komposisi keterwakilan politik pada pemilu 1999 mencerminkan 
masih kuat dukungan partai agama bila dibandingkan dengan 
pemilu-pemilu setelahnya, mulai pemilu 2004, pemilu 2009 dan 
pemilu 2014, dukungan partai agama mengalami kemunduran, 
sementara partai-partai nasionalis makin eksis dan bahkan terus 
bertambah dari pemilu ke pemilu. Kalau mencermati partai politik 
yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan mengikuti 
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verifikasi pada pemilu 2004,  ditetapkan hanya ada 24 partai politik 
yang berhak mengikuti pemilu dan berhasil menyaring 16 partai 
yang berhasil mendudukkan wakilnya di parlemen, dari sejumlah 
16 partai tersebut tinggal tujuh partai yang lolos ambang batas 
pemilu, ketujuh partai tersebut adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – partai ini pada pemilu 1999 hanya 
menempati posisi nomor tujuh  dengan jumlah suara 1,8 persen, 
PAN, PKB dan Partai Demokrat (PD), partai terakhir ini merupakan 
partai baru yang berhasil mencapai ambang batas pemilu bersama 
dengan PKS yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) 
yang mengikuti pemilu tahun 1999. Baik pemilu 1999 maupun 
pemilu 2004, tidak ada partai politik yang memperoleh suara 
mayoritas di parlemen. 
Pada pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilu, 
pada pemilu 2004 jumlah itu mengalami penciutan menjadi 24 
partai, suatu penurunan yang signifikan, meski terjadi pengurangan 
jumlah partai yang mengikuti pemilu, tapi jumlah partai yang 
masuk parlemen bertambah satu, jumlah partai mengalami 
peningkatan kembali pada pemilu 2009 yakni menjadi 38 partai 
politik termasuk partai lokal Naggroe Aceh Darussalam (NAD). 
Ambang batas yang ditetapkan pada pemilu 2009 naik menjadi 2, 
5 persen, terjadi kenaikan ambang batas bila dibandingkan dengan 
pemilu 1999 dan 2004 yang hanya 2 persen. makin meningkatnya 
jumlah ambang batas tidak berarti jumlah partai yang masuk 
parlemen berkurang, melainkan bertambah.
Pada pemilu 2009 jumlah partai politik yang masuk parlemen 
juga mengalami peningkatan menjadi Sembilan partai politik 
termasuk partai baru yakni Partai Gerindra dan partai Hati 
Nurani rakyat (Hanura). Dua partai terakhir ini dimotori oleh 
purnawirawan TNI, Gerindra dimotori oleh Prabowo Subianto 
dan Hanura dimotori oleh Wiranto. Keduanya purnawirawan ini 
pada pemilihan presiden 2004 mengikuti konvensi Partai Golkar, 
konvensi tersebut yang dimenangkan oleh Wiranto. Konvensi 
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merupakan tradisi baru dalam politik Indonesia, namun tidak ada 
partai politik lain yang mengikuti rintisan Partai Golkar tersebut, 
bahkan Golkar sendiri tidak melakukan lagi pada Pilpres 2009 
dan 2014
Antara tahun 1999 sampai tahun 2009 terjadi proses Tarik 
menarik politik antar pengurus partai politik, konflik internal partai 
melanda hampir semua partai, mulai dari yang eskalasinya besar 
hingga konflik internal seperti proses pemecatan keanggotaan dan 
penarikan sebagian kader di parlemen. Konflik atau pertentangan 
kepentingan politik para elitenya sangat kuat muncul dalam 
tubuh partai Golkar, partai ini setidaknya menghasilkan beberapa 
partai politik baru yang ikut membesar, misalnya munculnya 
Partai Demokrat yang diinisiiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono 
dianggap oleh sebagian kalangan sebagai gagalnya SBY maju 
sebagai Wakil Presiden pada pemilihan Wapres tahun 2001. Secara 
genealogis, SBY besar dalam “kultur” Golkar selama Orde Baru, 
bahkan sebagian anggota DPR dari Golkar berasal dari militer. 
Selain PD, internal Golkar kembali bergolak pasca kalah 
dalam pilpres 2004. Pada Munas Golkar akhir 2004 berhasil 
memilih Muh. Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai Wakil 
Presiden mendampingi SBY yang terpilih pada pilpres 2004, 
otomatis Partai Golkar menjadi partai penguasa, kelompok yang 
mendukung Wiranto memprakarsai berdirinya Hanura, pada sisi 
lain, sementara Prabowo (peserta konvensi Golkar 2004) juga 
mendeklarasikan Partai Gerindra, kedua partai ini berhasil lolos 
ambang batas 2,5 persen, sementara partai lama lainnya gagal 
masuk parlemen. Pergolakan di internal Golkar belum berakhir, 
pasca Munas 2009 yang berhasil memilih Abu Rizal Bakri sebagai 
Ketua Umum PG dan mengalahkan Suryo Paloh, kelompok yang 
kalah semula mendirikan ormas Nasional Demokrat (Nasdem), 
ormas ini berkembang dan bermetamorfosis menjadi Partai Nasdem 
dan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum, pada pemilu 2014 partai 
ini berhasil masuk parlemen. 
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Partai lain juga bergolak, dalam tubuh PDIP terdapat kelompok 
yang tidak puas dengan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 
kemudian mendirikan partai sendiri, misalnya Prof. Dr. Dimyati 
Hartono mendirikan Partai Indonesia Tanah Air (PITA), Eros 
Djarot mendirikan PNBK, Laksamana Sukardi mendirikan Partai 
Demokrasi Pembaharuan (PDP), belum lagi partai yang dipimpin 
oleh putra Bung Karno ikut mewarnia dinamika internal PDIP. 
Pada partai Islam, PPP juga bergolak dengan berdirinya Partai 
Bintang Reformasi (PBR) oleh KH. Zainuddin MZ, PKB pecah 
dengan berdirinya Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang dimotori 
oleh Chairul Anam dan sejumlah kyai, PAN juga berpecah dengan 
berdirinya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang dimotori oleh Imam 
Addaruqutni, belum lagi konflik internal partai secara keseluruhan, 
baik terkait soal ideologi, kekuasaan, ekonomi dan persoalan 
perebutan posisi lainnya. Konflik partai lebih banyak dipicu oleh 
persoalan ekonomi politik, bukanlah soal ideologi dan bagaimana 
formulasi kebijakan ekonomi politik bangsa. 
Perpecahan partai politiki tidak dapat bisa dipahami dalam 
konteks perebutan kekuasaan semata, tetapi perlu dilihat dalam 
perspektif demokrasi, munculnya partai baru, pindahnya aktor 
politik ke partai lain atau bergabung ke partai baru merupakan 
dinamika politik, tidak sepenuhnya dapat dibaca melalui perspektif 
ekonomi politik (kekuasaan), karena ada fenomena kekuasaan 
partai yang dengan sengaja meminggirkan lawan-lawan politiknya 
di dalam partainya sendiri, mereka yang tersingkir atau disingkirkan 
akan mencari jalan untuk tetap bisa eksis dan maju kembali sebagai 
calon legislatif. Menjelang pemilu serentak 2019, perpindahan 
partai aktor-aktor politik, baik nasional maupun lokal berlangsung 
secara massif, banyak kader Partai Golkar yang pindah partai, 
misalnya pindah ke Partai Nasdem atau bergabung dengan Partai 
Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto), ada 
pula yang bergabung ke partai lainnya, demikian pula kader PKS 
banyak yang pindah partai akibat konflik internal yang cukup 
xmengganggu menjelang pemilu 2019. 
Tarik menarik politik tersebut terus berlanjut, meski sudah 
banyak partai yang harus tersingkir dalam beberapa pemilu 
antara 1999 sampai 2014, tetapi masih ada sejumlah elite yang 
dengan keyakinan tinggi mendirikan partai politik baru untuk ikut 
berkontestasi pada pemilu serentak 2019, misalnya muncul Partai 
Perindo yang diprakrsai oleh Hary Tanoe Soedibyo dan Ahmad 
Rofiq, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dimotori oleh Grace 
Natalie dan Raja Juli Antoni, Partai Berkarya dimotori oleh Tomy 
Soeharto, Partai Garuda, juga Rhoma Irama mendirikan Partai 
Idaman yang gagal lolos verifikasi factual KPU, ditambah dengan 
partai lama. Tingginya minat elite politik mendirikan partai baru 
bertolak belakang dengan tingkat kepercayaan publik terhadap 
partai politik yang makin rendah akibat banyaknya kasus korupsi 
yang melibatkan elite partai, selain rendahnya peran mereka dalam 
memperjuangkan aspirasi rakyat. 
Antara Ekspektasi Elite dan Kinerja Partai 
Elite politik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap eksistensinya, 
karena ekspektasi itu mereka mendirikan partai politik, terlepas 
bagaimana respons masyarakat terhadap eksistensi partai yang 
makin hari makin redup. Penerapan sistem multipartai merupakan 
pilihan rasional dalam konteks perubahan politik dan juga merawat 
harapan publik.  Sorotan yang paling penting dialami partai politik 
pasca Orde Baru atau dalam tiga kali pemilu terakhir yang terkadang 
inkompatibilitas dengan sistem pemerintahan presidensial. 
Persoalan partai politik yang paling penting adalah rendahnya 
kinerja partai politik, padahal parpol merupakan pilar demokrasi, 
parpol merupakan manifestasi dari kehendak umum warga. 
Dalam laporan hasil survey Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) pada tahun 2012 bahwa parpol 
adalah institusi yang kinerjanya dianggap paling rendah disbanding 
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institusi demokrasi yang lain (48,3 persen), sementara pada tingkat 
kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, partai politik 
hanya di percaya oleh 23,4 persen warga masyarakat yang percaya 
terhadap integritasnya (P2P LIPI, 2012). Banyak survey yang 
dilakukan pada periode awal reformasi terhadap eksistensi parpol, 
umumnya warga tidak terlalu akan kemampuan parpol baru 
dalam memecahkan masalah bangsa. Kepercayaan publik terhadap 
institusi partai politik seharusnya menjadi pertimbangan elite 
politik untuk memikirkan ulang kalau mendirikan partai politik, 
karena eksistensi parpol masih menjadi rendah kontribusinya dalam 
menghasilkan produk legislasi. Sementara sisi lain, bertambahnya 
jumlah partai politik yang masuk parlemen bukan mencerminkan 
penyebaran suara partai yang merata, tetapi justru memperpanjang 
proses pengambilan kebijakan, karena suara partai menyebar 
secara merata ke hampir semua partai yang masuk parlemen. Elite 
parpol lebih mementingkan kepentingan jangka pendek mereka 
dibandingkan dengan kepentingan publik yang luas.   
Apabila membuka kembali literature politik, dengan jelas 
disebutkan mengenai fungsi partai politik; pertama, sosialisasi 
politik. Partai politik seharusnya menjadi instrumen untuk 
melakukan proses pengenalan sistem politik pada seseorang, 
kelompok atau masyarakat serta respons yang mereka berikan 
terhadap gejala-gejala politik yang akan mereka hadapi. Fungsi 
ini menjadi penting dilakukakn partai politik untuk membentuk 
sikap dan orientasi politik warga negara terhadap kehidupan 
politik. Sikap dan orientasi anggota masyarakat dihasilkan dari 
sosialisasi politik ini pada gilirannya memberikan pengaruh 
kuat terhadap tingkat patisipasi politik, rekruitmen politik dan 
komunikasi politik seseorang dalam aktivitasnya. Sebagian kecil 
partai menjalankan fungsi, itupun ketika momen politik, baik 
pemilihan legislatif, pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala 
daerah, sementara diluar itu nyaris tidak ada aktivitas yang secara 
langsung bersentuhan dengan masyarakat luas. 
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Kedua, partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan 
kegiatan warga yang bertujuan memengaruhi pengambilan 
kebijakan oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak  dalam proses 
pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. Pada momen 
pemilihan, partai politik aktif dan pro-aktif mempengaruhi 
masyarakat untuk memberikan pilihan politiknya, hanya aktivitas 
ini tidak diorientasikan pada upaya untuk memperkuat peran 
serta warga dalam kehidupan politik, khususnya dalam proses 
pengambilan kebijakan. 
Ketiga, partai politik memiliki fungsi penting lain yakni 
rekruitmen politik, fungsi untuk melakukan eleksi dan pengangkatan 
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah 
pada khususnya. Proses penempatan individu-individu pada 
suatu jabatan politik atau jabatan administratif melalui seleksi 
politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara 
formal seperti pemilihan umum maupun secara informal seperti 
penunjukkan. Fungsi ini sangat strategis bagi p[artai politik, selain 
sebagai regenerasi kekuasaan, juga sebagai bagian dari proses 
pembangunan politik bangsa.
Keempat, fungsi utama lain dari partai politik adalah 
Komunikasi Politik. Peran partai sangat menentukan proses 
politik, fungsi komunikasi politik sebagai suatu proses dimana 
informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem 
politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial 
dengan sistem-sistem politik. Sistem politik dipandang efektif 
apabila komunikasi politik berlangsung dinamis, dalam hal ini 
komunikasi politik mencakup pesan-pesan yang disampaikan 
oleh sumber atau elite politik kepada penerima pesan atau warga 
masyarakat dan terjadi dialog atau umpan balik. Sumber informasi 
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adalah seorang calon dalam pemilu untuk perebutan suatu jabatan 
politik, maka pesannya akan merupakan serangkaian usul politik 
melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti televise, radio, surat 
kabar dan media sosial, rakyat yang mendengarkan dengan baik, 
membacanya dan menyimaknya dan atau mungkin rakyat hanya 
sepintas lalu saja memperhatikan informasi yang disampaikan itu, 
setelah itu barulah terjadi respons atau umpan balik dalam berbagai 
bentuk termasuk penerimaan ataupun penolakan. 
Kelima, fungsi lain adalah artikulasi Kepentingan. Partai 
politik untuk memperoleh dukungan mengadakan berbagai 
kegiatan termasuk pertemuan dengan kelompok ekonomi, regional 
dan lokal agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah/
penguasa. Pertemuan nasional dan sejenisnya dapat menjadi sarana 
untuk memperjuangkan kepentingan politik partai. Kelompok 
kepentingan diluar partai harus menyalurkan aspirasinya melalui 
partai agar dapat diformulasi dalm kebijakan pemerintah 
berkuasaan. Setiap warga negara yang memiliki aspirasi politik 
untuk disalurkan secara formal dalam formulasi kebijakan negara 
harus melalui pintu partai politik, fungsi ini sangat strategis bagi 
upaya untuk memperkuat sistem kepartaian. 
Keenam, fungsi partai politik yang lain adalah agregasi 
Kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaiaman 
tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok 
yang berbeda digabungkan menjdi alternatif kebijakan pemerintah. 
Dalam sistem demokratik, partai merumuskan program politik 
dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, pada calon-
calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan dengan 
menawarkan pemenuhan kebutuhan mereka apabila calon itu 
mau didukung. 
Ketujuh, Pembuatan Kebijaksanaan. Kebijakan yang dibuat 
parlemen dan pemerintah secara umum merupakan kebijakan yang 
telah dirumuskan pada level partai politik, mereka yang menduduki 
posisi di parlemen merupakan wakil-wakil partai politik, sementara 
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mereka yang menduduki jabatan politik pemerintahan juga 
merupakan representasi dari partai politik yang berkuasa. Praktis 
kebijakan pemerintah yang merupakan hasil konsultasi dengan 
parlemen merupakan produk yang dihasilkan dari partai politik. 
Pada beberapa negara, fungsi partai politik sangat penting, di Uni 
Soviet, Parlemen hanya berfungsi sebagai pengesah keputusan yang 
telah dibuat oleh partai politik. Menteri dan unsur birokrasi lainnya 
hanya pelaksana kebijakan partai. Di Inggris – aparat birokrasi 
level atas memiliki otoritas penting dalam pembuatan kebijakan. Di 
Indonesia, partai dan parlemen memiliki relasi, sebagian kebijakan 
parlemen lahir dari partai atau fraksi, aparat birokrasi (menteri dan 
eselon atas) memiliki wewenang membuat kebijakan. 
Fungsi partai politik tersebut perlu dimaksimalkan agar 
eksistensi partai politik sebagai wadah untuk memperkuat 
demokrasi dan pengatur konflik sosial dapat berjalan efektif. 
Demokrasi mengharuskan adanya partai politik sebagai pilarnya, 
partai politik tidak hanya sekedar hadir secara simbolik saja, 
melainkan harus hadir secara substansi untuk menghasilkan sistem 
politik yang kuat dan kepemimpinan yang berorientasi pada 
kepentingan rakyat. 
Masa Depan Partai Politik 
Partai politik menjadi sumber utama untuk menghasilkan 
kepemimpinan nasional, apabila partai memiliki infrastruktur yang 
kuat, kaderisasi yang kontinyu dan regenerasi kepemimpinan yang 
berjalan efektif, maka partai politik bisa menjadi tumpuan harapan 
masa depan bangsa. Partai sebagai pilar demokrasi sangat penting 
keberadaannya untuk menyapaikan pendapat dan aspirasi warga, 
suatu negara dapat disebut demokrasinya baik apabila mampu 
menjalankan fungsinya dengan proporsional dan tersedia ruang 
kompetisi yang adil antar partai politik.
Merujuk pada fungsi partai politik sebagaimana telah 
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disebutkan sebelumnya, bahwa partai sebagai sebagai instrumen 
untuk transformasi demokrasi dan kepemimpinan, partai juga 
memiliki fungsi untuk mengatur konflik, partai dapat menjadi 
penghubung antara warga negara dengan pemerintah. L Palombara 
dan Weiner menyebut partai politik ideal itu mencakup; pertama, 
partai politik yang memiliki basis masa memadai dan hubungan 
atau jaringan luas di berbagai daerah atau berakar kuat pada 
masyarakat; kedua, partai politik tersebut melakukan kegiatan 
yang berkesinambungan, baik untuk mengontrol kekuasaan, 
menyuarakan aspirasi politik masyarakat, maupun dalam 
mengusulkan suatu kebijakan. Kegiatan tersebut tidak terhenti 
meskipun pemilu telah berakhir dan tidak terpengaruh oleh 
pergantian kepengurusan partai; ketiga, berupaya memperoleh 
dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai 
bagian utama dari upaya mewujudkan tujuan dan kepentingannya; 
keempat, partai politik tersebut ikut serta dalam pemilu untuk 
menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan dan jabatan 
publik (Surbakti, 1992: 114-115).
Proses politik dan dinamika partai politik menjadi dua hal 
yang sulit dipisahkan, kalau institsu partai politik sudah mengalami 
reformasi dan perbaikan, maka proses politik dalam menentukan 
regulasi dan memproduksi kebijakan sudajh dapat berjalan dengan 
baik. Masalahnya adalah partai politik belum sepenuhnya menjadi 
institusi politik yang menjadi titik tumpu proses politik bangsa, 
dalam soal kaderisasi, partai politik masih sangat lemah, bahkan 
kaderisasi tidak berjalan efektif. Penentuan calon legislatif tidak 
didasarkan pada proses kaderisasi partai, tetapi ditentukan oleh 
popularitas sang aktor dan kemampuan finansialnya, orientasi 
partai pada suara bukan pada bangunan institusi partai yang kuat 
dan sehat.
Wallahu a’lam bi shawab.
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Prolog:
Agregasi dan Konsolidasi 
Kepentingan dalam 
Internal Partai Politik di 
Pilpres 2019
F a u z i  H a d i  L u k i t a
Salah satu usaha paling awal untuk meneliti internal partai dilakukan oleh Mosei Ostrogorski dalam karyanya Democracy and the Organization of Political Parties (1902), yang 
berargumen bahwa keterwakilan kepentingan-kepentingan individu 
telah hilang oleh semakin meningkatnya pengaruh dari mesin partai 
dan control yang diberikan oleh sebuah kaukus dari tokoh-tokoh 
senior partai. Pandangan ini sangat terkenal diekspresikan oleh 
Robert Michels dalam karyanya Political Parties (1962), dalam 
bentuk hukum besi oligarki, atau sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Michels, siapa yang berbicara tentang organisasi berarti 
berbicara tentang oligarki. Michels (1876-1936), seorang teoretikus 
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elit terkemuka, hendak menganalisis struktur kekuasaan dari partai 
SPD Jerman, di mengatakan bahwa, meskipun partai tersebut 
secara formal merupakan organisasi demokratis, kekuasaan tetap 
terpusat pada tangan-tangan pimpinan partai.1 
Kontestasi politik di Indonesia telah menjadi salah satu proses 
reformasi yang berwujud “kebebasan” yang tidak dijumpai 
pada era orde baru sekaligus sebagai awal spirit demokrasi di 
tanah air tercinta ini. Demokrasi yang terorganisir dan teratur 
ini telah menjadi amanat dari konstitusi (UUD) yang diberikan 
langsung kepada komisi pemilihan umum (KPU) sebagai “wasit” 
dalam kontestasi pilkada, pileg maupun pilpres. Kontestasi yang 
dilaksanakan lima tahun sekali ini telah membuktikan bahwa 
Indonesia adalah negara bangsa (nation state). Yang menganut 
sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang 
demokratis.
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.2
Berbicara kontestasi dan pemilihan umum tentunya tidak 
sempurna tanpa naungan partai politik. Partai politik menjadi 
sebuah keniscayaan dalam sebuah kontestasi perebutan kekuasaan. 
Peran partai politik dalam kegiatan pemilu menjadi “bumbu” dari 
sebuah kontestasi. Ibarat sebuah masakan, masakan itu tidak akan 
sempurna tanpa sebuah garam. Begitulah perumpamaan partai 
politik dalam sebuah pesta demokrasi di Indonesia. Keharusan 
1 Andrew Heywood, Politik Edisi keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014, hlm. 426
2 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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partai politik untuk ikut serta dalam kontestasi berdasar legitimasi 
undang-undang dasar untuk menjadi salah satu pengusung 
kandidat di dalam pemilihan presiden.
Jika kita cermati dari proses pencalonan presiden dan wakil 
presiden dalam beberapa kali proses penyelengaraan pemilu 
presiden, akan kita dapati mencoloknya peran segelintir orang 
yang disebut sebagai elite politik di dalamnya. Peran mereka amat 
signifikan, baik sebagai inisiator, mediator, maupun eksekutor 
dalam menentukan peta koalisi. Termasuk siapa yang akhirnya 
diputuskan untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil 
presiden. Suzanne Keller,3dalam Syarifuddin misalnya mengatakan 
bahwa kepemimpinan sosial adalah salah satu kekuatan yang 
menyangga masyarakat yang teratur. Oleh karenanya pertimbangan 
elite partai dalam konsolidasi tidak bersifat pragmatis semata, 
karena dibalik keputusan yang diambil agar berbuah kebijakan 
yang berdampak langsung pada masyarakat. 
Namun, salah satu masalah yang menghinggapi partai-partai 
di Indonesia adalah karakter oligarkis mereka yang nyata maupun 
sebatas dugaan. Partai-partai dipandang sebagai mesin-mesin 
politik birokratis, yang para anggota akar rumputnya tidak aktif, 
atau teribat dalam tugas-tugas yang “lugu” dan rutin. Citra dari 
partai-partai semakin buruk oleh hubungan-hubungan mereka 
dengan pemerintahan dan para politisi professional. Sebagaimana 
para insider politik. Partai-partai dinodai oleh kekuasaan, ambisi, 
dan korupsi yang sering terjadi di badan lembaga Negara. Dengan 
kata lain, partai-partai tidak dipandang oleh rakyat  karena terlalu 
sering tenggelam dalam pertarungan politik pragmatis.
 Misalnya, saja bentuk pragmatisme itu biasa hadir dalam 
konteks Indonesia kekinian. Terutama di pesta akbar demokrasi 
yang selalu menjadi saksi atas segala bentuk pragmatisme elite 
partai politik. Dikarenakan selalu menyimpan sebuah cerita suka 
3 Syarifuddin Jurdi, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, 
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 22.
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bagi pemenang dan duka bagi kandidat yang kalah. Namun hal itu 
adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh para kandidat. 
Hal lain yang selalu menjadi perbincangan menarik dalam pesta 
lima tahunan ini adalah adanya konsolidasi antar kandidat, parpol, 
dengan bertujuan untuk mengamankan basis suara masing-masing 
kandidat. Salah satu contoh konsolidasi yang bagi penulis harus 
dicatat di dalam sejarah perpolitikan di Indonesia yakni penentuan 
pendamping Jokowi dalam menuju pilpres tahun 2019 mendatang. 
Di dalam konsolidasi tersebut, terdapat sekurangnya sepuluh 
nama kandidat cawapres yang berasal dari partai politik, organisasi 
Islam, akademisi, dan ulama. Sepanjang konsolidasi berlangsung 
akhirnya tercuatlah seorang nama yang sangat fenomenal di 
negara ini. Dialah Mahfud MD seorang mantan ketua Mahkamah 
Konstitusi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pernah 
juga menjadi legislator dan menteri pertahanan serta kehakiman 
di era Abdurrahman Wahid. Pengalaman di tiga lembaga negara 
Indonesia yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadikan 
Mahfud MD sebagai kandidat terkuat mendampingi Jokowi 
di pilpres 2019. Segalanya telah dipersiapakan hingga Mahfud 
telah berada di belakang panggung pengumuman deklarasi 
petahana. Namun seketika konsolidasi pun berubah menjadi 
sangat “pragmatis” dengan dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai wakil 
presiden Jokowi di pilpres 2019. Bagi penulis di dalam politik hal 
tersebut sudah terlihat biasa, akan tetapi proses konsolidasi tersebut 
sangat menghina moralitas publik. Karena tidak mencerminkan 
etika politik yang seharusnya diutamakan oleh seorang kepala 
negara dalam menentukan pendampingnya secara independen. 
Walaupun kita tahu bahwa campur tangan elit partai koalisi sangat 
berpengaruh bagi jalannya konsolidasi. 
Agregasi kepentingan  begitu alot terjadi di internal parpol 
hingga pada penentuan calon presiden. Tarik ulur kepentingan 
begitu kencang terasa di dalam konstelasi nasional yang akhirnya 
melupakan kebijakan-kebijakan konstruktif dalam meningkatkan 
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kesejahteraan rakyat. Namun inilah keniscayaan dari sebuah 
konsolidasi dalam pemilihan umum. Namun, walaupun realitasnya 
demikian hal tersebut tidak dapat dicontoh sebagai proses  pemilu 
yang berintegritas. Oleh karenanya, partai politik boleh saja 
berkonsolidasi akan tetapi harus pula menjaga integritas dan 
menjunjung asas moralitas publik. 
Buku yang ada ditangan pembaca ini adalah karya kecil dari 
mahasiswa ilmu politik UIN Alauddin  Makassar angkatan 2016. 
Hadirnya karya sederhana ini dilandasi atas tanggung jawab 
sebagai seorang mahasiswa yang berintelektual progresif yang 
peka akan situasi atau kondisi perpolitikan di negeri ini yang 
hari ini agak tidak “kondusif”. Hadirnya karya ini berangkat 
dari mata kuliah kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang 
dibimbing langsung oleh Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si sewaktu masih 
menjabat ketua jurusan ilmu politik. Karya sederhana ini sedikitnya 
menggambarkan kepada kita tentang suatu sistem pemilu dan 
sistem kepartaian di Indonesia yang instrumennya berasal dari 
konstitusi (UUD) dan Undang-Undang  Negara Republik Indonesia. 
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Koalisi Partai Politik dalam 
Sistem Pemerintahan 
Presidensil di Indonesia
O l e h :  F i t r i a h  N u r  F a t w a h
A. Pendahuluan
Partai politikmerupakan unsur lain yang penting dalam 
keberadaan sistem demokrasi. Partai pilitik memiliki peran yang 
strategis terhadap proses demokrasi. Selainsebagai struktur 
kelembagaan yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan 
dan kedudukan dalam dunia perpolitikan. Partai politik juga adalah 
wadah bagi masyarakat untuk menampung berbagai pendapat 
pemikiran atau aspirasi rakyat.  Melalui partai-partai politik,itulah 
segala aspirasi rakyat yang beranekaragam dapat disalurkan secara 
konstitusional.
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting 
karena untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu 
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itu pilpres adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh 
para elit partai politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan 
segenap warga negara Indonesia.1 Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No.2 Tahun 2008 tentang  Pengertian Partai Politik,yang 
berbunyi “partai politik di indonesia adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuankan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem politik di Indonesia,berubah drastis selama lebih dari 
tiga dekade rezim orde baru di bawah pimpinan soeharto,bangsa 
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem 
politik otoriter. Namun,pada saat ini,sistem politik yang ada di 
Indonesia lebih terbuka dan demokrasi. Terkait sistem politik yang 
berlaku dalam partai politik di Indonesia adalah sistem kepartaian 
yang berbeda pada negara-negara lain,yang dimana terdapat : ada 
sistem satu partai (one party system),sistem dwipartai (two party 
system),dan banyak partai (multiparty system).
B. Sistem Pemerintahan Presidensial
Setiap sistem politik demokratis pada dasarnya memiliki 
beberapa elemen pokok,yaitu sistem pemerintah,sistem 
kepartaian,sistem perwakilan,dan sistem pemilu. Sesuai amanat 
konstitusi hasil amandemen,sistem pemerintahan yang kini berlaku 
di Indonesia adalah sistem demokrasi presidensial. 
Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan 
yang dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada 
badan perwakilan rakyat,dengan kata lain kekuasaan eksekutif 
berada diluar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem 
1 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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presidensial,Indonesia menganut sistem multipartai sebagaimana 
yang juga dipraktikkan oleh negara Amerika selatan,Fhilipina dan 
Korea Selatan di Asia,berbeda dengan negara Amerika Serikat 
yang menganut sistem duapartai. Di mana, Sistem Multipartai 
adalah ‘’sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik 
yang berlaga dalam pemilihan umum,dan semuanya memiliki hak 
untuk memegang kendali atas tugas-tugas kepemerintahan,baik 
secara terpisah ataupun dalam koalisi’’. Dalam sistem ini,presiden 
memiliki kekuasaan yang tinggi dan kuat,karena selain menjadi 
kepala negaraia juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai 
kabinet (dewan Menteri).
Dalam posisi presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif 
kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Namun,masih ada mekanisme 
untuk mengontrol presiden,jikapresiden melakukan pelanggaran 
kostituasi,penghianatan terhadap negara,dan terlibat masalah 
kriminal,posisi presidenya bisa dijatuhkan. Bila presiden dijatuhkan 
karena pelanggaran-pelanggaran tersebut,maka ia dapat digantikan 
oleh wakil presidennya untuk menduduki posisi kepresidenan.
Menurut Jimly Asshiddqie, Setidaknya ada beberapa 
karakteristik sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut; 
Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dan legislatif; Presiden merupakan eksekutif 
tunggal,kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada 
hanya presiden dan wakil presiden; Kepala pemerintahan adalah 
sekaligus kepala negara atau sebaliknya yaitu kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan; Presiden mengangkat para menteri 
sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab 
kepadanya; Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa 
parlemen; Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan 
eksekutif dan begitupula sebaliknya; Eksekutif bertanggungjawab 
langsung kepada rakyat yang berdaulat.
Adapun karakteristik  sistem pemerintahan presidensial di 
Indonesia,ada beberapa yaitu; 1). Legitimasi presiden berasal dari 
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rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung. 2). Presiden 
bertanggung jawab langsung kepada rakyat,sehingga presiden tidak 
dapat dimakzulkan secara politis oleh parlemen melalui Mahkama 
Konstitusi. 3). Relasi presiden dan parlemen bersifat mandiri dan 
setara,hal ini melalui pelembagaan mekanisme cheks and balances. 
4). Kekuasaan pemerintah tidak terbagi. 5). Jabatan presiden dan 
wakilnya merupakan institusi tunggal sebagai konsekuensi dari 
perlembagaan sistem. 6). Hak proregatif presiden membentuk 
kabinet dilembagakan,konsekuensi posisi politikpresiden sebagai 
pimpinan tertinggi eksekutif yang bersifat independen dan mandiri 
dari parlemen.
C.  Koalisi Partai Politik Indonesia dalam Sistem 
Presidensial
D a l a m  d i n a m i k a  p o l i t i k , K o a l i s i  m e r u p a k a n 
persekutuan,gabungan dua partai atau lebih,atau aliansi beberapa 
unsur,dimana dalam kerjasamanya,masing-masing memiliki 
kepentingan sendiri-sendiri. Koalisi merupakan sebuah keniscayaan 
yang tidak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa yang 
menganut sistem politik multipartai. Koalisi juga bisa merujuk 
pada sekelompok orang atau warganegara yang bergabung karena 
tujuan yang serupa. Ada banyak alasan bagi partai politik untuk 
melakukan koalisi,apalagi jika sistem kepartaian terjadi dalam 
sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem 
kepartaian yang multipartai. Koalisi pada dasarnya di bentuk untuk 
memperkuat barisan dalam menjalankan program-program kerja 
yang telah disusun,koalisi ini merupakan gabungan dari berbagai 
elemen untuk melaksanakan program yang dimaksud. Koalisi 
dalam pemerintahan  adalah sebuah pemerintahan yang tersusun 
dari koalisi beberapa partai.
Menurut Bambang Cipto,koalisi adalah suatu keharusan 
untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakekat dari 
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koalisi itu sendiri adalah membentuk sebuah pemerintahan yang 
kuat,mandiri,dan tahan lama. Bahkan, ia juga menegaskan bahwa 
‘’partai politik untuk memahami makna pemerintahan koalisi 
sebagai persyaratan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar dari 
sistem muitipartai’’. Koalisi-koalisi parpol dalam rekruitmen dan 
dukungan pasangan-pasangan calon presiden dan wakil presiden 
adalah pragmatis politik ,yaknih prolehan suara dalam pemilu 
legislatif yang dianggap akan berjalan linear terhadap pemilihan 
presiden dan wakil presiden.Dengan demikian, rekruitmen dan 
dukungan tersebut bukan dilakukan karena alasan-alasan yang 
bersifat ideologis,tetapi karena alasan-alasan pragmatis.
Perpaduan presidensial dan multipartai pragmatis di Indonesia 
memiliki implikasi politik terhadap konfiqurasi dan pola koalisi 
di lembaga eksekutif dan legislatif. Jumlah partai politik  peserta 
pemilihan umum yang cukup banyak menghasilkan partai yang 
banyak pula. Perubahan partai politik yang berimbas terhadap 
perubahan kekuatan politik pada lembaga eksekutif dan legislatif 
dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. 
Indonesia merupakan negara yang menempatkan koalisi 
sebagai bagian kekuatan partai politikdalam pertarungan merebut 
kekuasaan baik pada pemilihanpresiden,gubernur,bupati/walikota. 
Koalisi yang tercipta antara partai politik di Indonesia tidak kaku 
atau cenderung liquid/cair,dikarenakan koalisi lebih mengutamakan 
pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan. 
Kekuatan koalisi yang dibangun oleh partai politik pada pemilihan 
presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan parlemen. 
Koalisi partai dalam pemilihan presiden bukanlah suatu hal yang 
mustahil untuk dilakukan. Bahkan, beberapa pihak mengganggap 
hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan mengingat kecilnya 
peluang bagi seorang calong presiden dan kepala daerah dari 
sebuah partai mendapat suara mutlak dalam pemilu dan pilkada. 
Koalisi membantu mengurangi ketidakpastian siapa yang akan 
menang dalam pemilihan presiden nanti. Koalisi juga biasanya 
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dilakukan atas dasar adanya pertimbangan dari berbagai pihak 
bahwa dukungan terhadap partai politik sering terkait erat dengan 
dukungan terhadap calon presiden dan kepala daerah dari partai 
yang bersangkutan.
Adapun koalisi yang dibangun dalam pemilu presiden bukan 
hanya kepentingan sesaat dalam pergelaran pemilu presiden namun 
koalisi akan dikembangkan dalam merebut kekuasaan.
Namun,terkadang dalam hal ini kebanyakan partai-partai 
yang berkoalisi hanya sekedar pernyataan belaka atau hanya 
merupakan iming-iming omong kosong dari partai-partai politik. 
Sedangkan,melalui tindakan partai-partai yang berkoalisi masih 
lebih banyak mementingkan kepentingan partai mereka masing-
masing. Rapuhnya koalisi partai menyebabkan partai mitra 
koalisi pemerintahan cenderung menggunakan politik pragmatis 
dalam menyikapi pemerintahan. Sehingga,hal ini membuat koalisi 
yang dilakukan partai menjadi tidak efektik,karena bukannya 
mereka melakukan kerja sama dalam mewujudkan program kerja 
sama,tetapi,yang mereka lakukan hanyalah sekedar sibuk saling 
beradu pendapat dan argumen dalam koalisi.
Sejak pemilihan umum pertama dilangsungkan di era 
reformasi,koalisi partai politik sebagian besar power sharing sudah 
terbentuk dengan segala dinamika kepentingannya. Pada pemilu 
tahun 1999 terbentuk koalisi poros tengah yang mengusung dan 
berhasil menempatkan Abdurahman Wahid sebagai Presiden dan 
Amin Rais sebagai MPR l RI. Koalisi poros tengah yang terdiri 
atas partai politik islam ini menunjukkan atau berdasarkan atas 
kesamaan identitas. Koalisi poros tengah terdiri atas Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP),Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai 
Amanat Nasional (PAN),Partai Keadilas (PK),dll. Kemanangan 
Abdurahman Wahid merupakan hasil dari solidaritas koalisi dan 
ditambah oleh dukungan partai golkar,setelah kehilangan calon 
presiden yang diusungnya. Koalisi ini sejatinya menjadi kekuatan 
di parlemen untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang 
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stabil. Apalagi dengan terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai 
Wakil presiden,keanggotaan koalisi semakin meluas,bahkan nyaris 
tidak tersisa menggabungkan identitas politik.  Hal ini terlihat 
di dalam susunan kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid-
Megawati Soekarno Putri. Begitupun dimasa Megawati Soekarno 
Putri menjadi presiden,keterlibatan banyak partai menjadi simbol 
koalisi besar (grand coallition) bagi pemerintahan.
Perkembangan koalisi besar yang ada pada pemerintahan 
Abdurrahman Wahid maupun Megawati  Soekarno Putri tidak 
menunjukkan ikatan yang kuat sebagaimana layaknya koalisi. 
Koalisi hanya terformat dalam bentuk distribusi kursi kekuasaan 
tanpa loyalitas pada visi dan misi bersama untuk membangun 
pemerintahan yang kuat dan solid. Hal ini terbukti dengan adanya 
beberapa gejolak politik yang digerakkan oleh partai politik 
pendukung pemerintahan. 
Selanjutnya pada sangat pemilu tahun 2004 telah menghasilkan 
proses politik yang dinamis bagi efektivitas sistem pemerintahan 
presidensial Indonesia. Pemilihan langsung Presiden dan wakil 
presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudoyono 
dan Muhammad Yusuf Kalla. Dimana kedua pasangan ini mulanya 
hanya didukung oleh empat partai kecil dan menengah yaitu 
Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang,Partai Kedaulatan Bangsa 
Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan kursi minoritas 
di DPR (113 kursi atau 20,5 persen dari keseluruhan kursi).
Proses politik pada pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa 
tidak ada satupun kekuatan politik di DPR dengan angka 
mayoritas tanpa melakukan proses koalisi.Angka maksimal yang 
dicapai fraksi partai Golkar sebagai fraksi terbesar di DPR hanya 
mencapai 23% dari seluruh anggota DPR. Angka tersebut tidak 
mencapai seperempat dari seluruh kegiatan DPR. Koalisi tersebut 
berdampak pada sulitnya partai politik atau fraksi untuk mencapai 
suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan di DPR 
tanpa adanya koalisi partai politik. Melihat berdasarkan beberapa 
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fenomena perubahan konfigurasi dan peta koalisi partai politik 
dalam sistem presidensial di Indonesia tersebut. Dibangun di atas 
pondasi- pondasi kepentingan-kepentingan paragmatise politik 
kekuasaan,bukan koalisi yang berdasarkan kedekatan ideologi 
atau persamaan platfom.  
D. Implikasi Koalisi Parpol dalam Membentuk 
Pemerintahan yang Efektif
Dalam kaitan antara partai politik dan sistem kepartaian yang 
diterapkan di Indonesia,menimbulkan banyak permasalahan  yang 
khususnya terkait dengan sistem multipartai yang diterapkan di 
Indonesia dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem 
presidensial. Hal tersebut terkait dengan kelemahan sistem 
pemerintahan presidensial dalam mengambil kebijakan dan 
mewujudkan sistem presidensial yang efektif. Implikasi utama 
yang akan terjadi dengan sistem presidensial dengan sistem 
multipartai adalah tingkat kelembagaan partai yang rendah dan 
tingkat perlembagaan kepartaian rendah dan kekuatan politik di 
parlemen cenderung berubah oleh berbagai kepentingan. Idealnya 
untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik 
presidensial,partai Presidensial haruslah partai mayoritas,yaitu 
partai yang didukung suara mayoritas di parlementer.  Kekuatan 
mayoritas ini diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan 
terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan politik dari 
parlemen. 
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Problematika Partai Politik 
di Indonesia
O l e h :  A b d .  A z i z
A. Pendahuluan 
Berjalannya suatu Negara pasti tak lepas dari sebuah system 
politik. Karena pasti sistem politik-lah yang menjadi tolak 
ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat 
dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata dengan baik. 
Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme 
dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada 
suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan 
pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.
Pasca kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia segera 
melakukan konsolidasi, baik kekuatan nasionalis kebangsaan 
maupun kekuatan Islam untuk mengisi kemerdekaan dan 
merealisasikan kehidupan demokrasi sebagaimana cita-cita 
pendiri bangsa.2Pada masa singkat ini, terjadi berbagai peristiwa 
2 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kepentingan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 125.
13Dinamika dan Problematika Partai Politik di Indonesia
penting, seperti pergeseran sistem pemerintahan, dari presidensil 
ke parlementer, perubahan fungsi dan peran KNIP menjadi 
lembaga legislatif dan ikut menentukan Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Sampai pada konfrensi meja bundar (KMB) yang berbuah 
pada perubahan RI menjadi republik Indonesia serikat (RIS) hingga 
pengakuan Belanda atas kedaulatan RIS.3
Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah 
satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik dalam 
hubungannya dengan system social politik ini memainkan berbagai 
fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik 
menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen 
politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa 
sajakah sebenarnya masalah-masalah Partai politik, apabila melihat 
keadaan sekarang dimana partai politik telah dipandang sebelah 
mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi 
membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya 
dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum 
tertentu untuk menggapai  jabatan-jabatan publik di Indonesia.
B. Problematika Partai Politik di Indonesia
Masalah (bahasa Inggris: problem) didefinisikan sebagai 
suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan 
yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan 
antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang 
membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu 
keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari 
"ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi 
tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Dalam beberapa 
literatur riset, masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu 
yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah 
3 Ibid., 
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atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan 
kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang paling kecil 
risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi 
jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang 
berkaitan dengan masalah bersangkutan.
Menurut Mark N. Hugopain, partai politik adalah organisasi 
yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan 
publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis 
tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi 
rakyat dalam pemilihan.Dengan demikian, Basis sosiologis setiap 
partai politik adalah adanya ideologi tertentusebagai dasar 
perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh 
kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. 
Dengan kata lain, partai politik merupakan organisasi politik yang 
beriorentasi pada upaya untuk merebut dan mempertahankan 
serta menjalankan kekuasaan dalam bentuk kebijakan umum. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok 
ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 
kedudukan politik untuk melaksanakan program-programnya. 
Demikian yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dalam 
bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Jadi partai politik merupakan sebuah organisasi politik 
yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 
politik yang dicanangkan bersama oleh para anggota yang 
membentuknya. Problematika partai politik dapat kita tinjau 
karena tidak berfungsinya partai politik sesuai dengan seharusnya, 
yang kemudian menimbulkan masalah-masalah baru dalam 
pemerintahan suatu negara seperti Indonesia. Berkenaan dengan 
beragamnya fungsi partai politik, Miriam Budiardjo (1998: 
163) misalnya menuturkan bahwa ada perbedaan fungsi partai 
politik dalam negara demokratis dan negara berkembang, yakni: 
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partai politik dalam negara Demokratis menyelenggarakan 
beberapa fungsi: sebagai sarana politik komunikasi politik, partai 
sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana 
rekrutmen politik, partai sebagai sarana pengatur konflik (conflict 
management).
Adapun fungsi partai politik untuk negara berkembang, 
memiliki tiga fungsi pokok yakni menyediakan; Dukungan basis 
massa yang stabil, Sarana integrasi dan mobilisasi, memelihara 
kelangsungan kehidupan politik. Di Indonesia fungsi-fungsi 
parpol diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 
tentang Partai Politik. Secara gamblang UU itu mengatakan, parpol 
memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat; 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa; penyerap, penghimpun, 
dan penyalur aspirasi masyarakat; partisipasi politik warga negara; 
dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik.
C. Sarana Komunikasi Politik
Di negara yang menetapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, 
partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara 
maupun aspirasi masyarakat supaya sampai pada pemerintah. 
Pendapat yang telah ditampung selanjutnya akan dipertimbangkan 
dengan segala aspek untuk mencapai tujuan yang akan disepakati. 
Kemudian aspirasi tersebut dituangkan dalam berbagai macam 
kegiatan-kegiatan partai politik. Selain itu partai politik juga 
berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-
kebijakan pemerintah. Dalam hal ini fungsi partai politik berperan 
sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jika 
partai politik tidak dapat berfungsi demikian, maka akan terjadi 
ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan 
kelompok maupun golongan.
16 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
D. Sarana Sosialisasi Politik
Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di 
dalam ilmu poltik, Sosialisasi Politik diartikan sebagai proses dimana 
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena 
politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia 
berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur 
dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik dapat 
membentuk budaya politik suatu negara. Pendidikan Politik adalah 
proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal 
dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol 
politik negaranya. Hal ini bisa kita lakukan melalui contoh 
kegiatan-kegiatan organisasi yang ada disekolah dan organisasi 
yang ada di perguruan tinggi, dan contoh nyata dari sosialisasi 
politik adalah mengadakan pelatihan-pelatihan khusus kader, 
pengarahan-pengarahan mengenai penyelenggaraan pemilihan 
umum, dan lain-lain.
Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang 
para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna. Kondisi ini 
menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauhmana 
orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten 
dan terus-menerus
Seyogianya kiprah partai politik di Indonesia bisa menampilkan 
diri sebagai agen pencerahan. Sebab partai politik mengemban 
peran dan fungsinya yang kalau saja dijalankan secara konsisten 
akan membawa perubahan pada peningkatan kesadaran 
politik masyarakat. Tetapi pada kenyataan partai politik hanya 
mementingkan dirinya sendiri dalam arti bahwa partai politik 
hanya memberikan pendidikan politik untuk mereka yangmenjadi 
generasi partainya saja, tanpa memperdulikan fungsi yang 
sebenarnya, yaitu memberikan pencerahan politik terhadap 
masyarakat.
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E. Sarana Rekruitmen Politik
Partai politik juga berperan sebagai wadah untuk menampung 
dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan 
meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan 
tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka 
kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi 
politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan 
kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam 
persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut 
anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan 
kader-kader muda.
Dalam konteks tersebut partai lebih mengutamakan faktor 
popularitas ketimbang kadernya untuk bisa maju sebagai calon 
presiden dan calon legislatif. Sehingga hampir setiap partai politik 
mengusung artis untuk menjadi calon legislatif dari partainya. Oleh 
karena itu, Fungsi partai politik tidak berjalan seperti sosialisasi 
politik, kaderisasi dan agregasi kepentingan masyarakat.
Masalahnya, ketika terpilih menjadi anggota dewan di parlemen 
tidak bisa mengerjakan tugasnya sebagai mestinya tugas anggota 
parlemen. Sehingga dengan ketikmampuannya dalam mengurusi 
semua kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dia atas 
segalanya. Maka tidak sedikit yang melakukan tindakan korupsi 
seperti Agelina Shondakh. Selain itu, terabaikannya fungsi-fungsi 
sebagai anggota dewan yang mementingkan kepentingan rakyat 
seperti, fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran tidak akan 
berjalan malah cenderung kacau balau. Karena mereka tidak 
tahu bagaimana cara menangani tugas legislasi, pengawasan dan 
penganggaran
F.	 Sarana	Pengatur	Konflik
Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan 
pendapat tentunya menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai 
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perbedaan suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya 
tidak jarang menimbulkan  berbagai permasalahan yang dapat 
mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai  politik dituntut 
untuk dapat mengatasi masalah-masalha tersebut, minimal dapat 
meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 
Perbedaan dan persaingan selalu menjadi hal yang harus ditangani 
partai politik sebagai pewujud perdamaian politik suatu negara. 
Partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis 
diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-
persaingan sehat dalam mencapai tujuan.
Di Indonesia fungsi partai sebagai pengatur konflik tidak 
berjalan dengan optimal, hal itu banyak faktor yang mempengaruhi, 
mulai dari internal dan eksternal partai politik. Faktor internal 
adalah keinginan-keinginan prakmatis yang menginginkan partai 
politik hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan 
golongan, tidak memikirkan tentang keseluruhan masyarakat. 
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul akibat adanya 
antipasti masyarakat terhadap peran dan fungsi partai politik, 
sehingga keberadaan peran dan fungsi partai politik kurang begitu 
optimal.
G. Sarana Kontrol Politik
Dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebjakan-
kebijakan terkadang terjadi kealahan maupun kekeliruan yang 
tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini 
partai politik berperan untuk mengingatkan dan meluruskan 
kebijakan-kebijakan pemerintah. Kontrol kebijakan dilakukan 
untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat 
merugikan rakyat. partai politik juga bertugas untuk melakukan 
pengawasan serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya 
pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana 
mestinya. Dalam melakukan kontrol politik, partai politik juga 
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melibatkan masyarakat dalam memberikan aspirasi yang dapat 
mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Namun yang terjadi 
adalah belum optimalnya fungsi partai sebagai kontrol pengawas 
politik pemerintah yang sedang berkuasa. Para elit partai politik 
karena telah teikat kerja sama danmempunyai hubungan emosional 
dengan pemerintah yang berkuasa sehingga membuat para elit 
politik enggan untuk mengkritik pemerintah atau membuka 
masalah penyimpangan pemerintah
H. Sarana Partisipasi Politik
Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-
kebijakn pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik 
menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan nasional. Sehingga partai politik 
tetap pada fungsinya. Negara dengan sistem demokrasi tentunya 
membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara 
masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya 
partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn 
yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak 
sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini 
peran partai politik sangat penting.
Namun sayangnya, masih menurut Prof Budiardjo, fungsi-
fungsi partai politik tersebut sering kali tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Sebagai contoh adalah fungsi komunikasi 
politik yang sering disalahgunakan sebagai propaganda politik 
untuk mencapai kepentingan partai tersebut. Atau bahkan 
partai politik lebih sering terlibat dalam konflik politik daripada 
meminimalisir konflik yang terjadi. Intinya fungsi partai yang tidak 
berjalan tersebut diindikasikan sebagai ketidakmampuan partai 
politik untuk menjalankan perannya sebagai pengawal aspirasi 
rakyat. Keadaan tersebut jamak terjadi pada partai-partai politik 
di Indonesia.
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Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab 
gagalnya partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. 
Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak 
jaman Kemerdekaan mengadopsi sistem multi partai dengan segala 
variannya sebagai perwujudan kemajemukan Indonesia. Secara 
spesifik, pada negara berkembang partai politik yang ada akan 
membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya 
jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan 
yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk 
terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan 
partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan 
sosialisasi politik di masyarakat.
Kemudian kita juga melihat budaya elitisme sebagai alasan 
kedua mengapa partai politik d Indonesia kurang dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi 
politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok (faksi) tertentu. 
Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya 
dikuasai oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang 
menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin 
menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi 
dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekruitmen partai 
politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa menjadi preseden 
bruk dalam pendidikan politik di masyarakat.
Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai 
politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. 
Pada dasarnya ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi 
oleh jalur-jalur agama, kelas dan kebangsaan. Secara khusus kajian 
tentang partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya politik 
aliran, yaitu beberapa aliran ideologis yang berkembang dan 
mempengaruhi kehidupan politik Indonesia (Ratnawati, 2006 : 27). 
Namun pada dewasa ini, idealisme partai seakan dikalahkan oleh 
budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia 
lebih berpikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja 
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daripada mempertahankan idealisme semata. Dikhawatirkan 
keadaan tersebut akan menyebabkan partai politik melupakan 
tugasnya sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan.
Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah 
suatu hal yang jarang terjadi di negara berkembang seperti 
Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa 
sistem politik untuk mencapai sistem yang stabil. Namun apabila 
partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka 
masa transisi tersebut hanya akan diwarnai oleh ketidakstabilan 
di bidang politik yang kemudian berimbas pada bidang sosial dan 
ekonomi.  
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Partai Politik di  Indonesia 
dan Permasalahan yang 
Dihadapinya
O l e h :  A r b i n n  S y a f a r
A. Pendahuluan
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskanUUD. Negara 
Indonesia sangatlah menghargai pendapat ataupun aspirasi 
darirakyatnya. Oleh karena itu UUD telah mengatur dan menjamin 
sebagaimana rakyat Indonesia, bebas untuk berkumpul ataupun 
berorganisasi. Sehingga setiap rakyat pun terdorong untuk 
membentuk suatu organisasi. Sejak diadakannya pemilihan 
umum secara langsung melalui voting (pemungutan suara 
terbanyak). Pemilihan umum di Indonesia sejak masa kemerdekaan 
RepublikIndonesia, sudah dilengkapi dengan berbagai macam 
partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 
dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kepentingan bersama. Adanya partai politik 
membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses 
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penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui 
partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengkajian 
tentang partai politik memang merupakan suatu perkara yang 
senantiasa harus diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan 
atas kondisi partai politik saat ini, khususnya di Indonesia. Terdapat 
banyak kejadian-kejadian yang berupa "penyimpangan" dan 
"penipuan" serta "korupsipolitik" dalam praktik-praktik politik 
yang dilakukan oleh elite politik terhadap partai politik. Sebagai 
sebuah kendaraan politik, maka partai politik dipergunakan oleh 
para individu-individu untuk meraih kekuasaan. Memang benar, 
bahwa partaipolitik adalahmesinpolitik untuk dapat berpartsipasi 
dan meraih kekuasaan dalam proses pengelolaan negara. Namun, 
ambisi meraih kekuasaan yang berasal dari kader-kader tertentu 
dalam sebuah partai politik telah mereduksi arti penting dari partai 
politik di Indonesia.
Keadaan partai politik yang pada awalnya menjadi tumpuan 
untuk motor penggerak ide dangagasan baru untuk sampai pada 
kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egoisitas 
individu untuk berkuasa. Partai politik yang pada awalnya 
menjadi harapan besar lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang 
berkualitas telah berubah menjadi arena "oportunis" kalangan 
eksternal untuk menunggu dipinang serta dicalonkan untuk 
menjadi legislatif ataupun eksekutif.
A. Defenisi Partai Politik
Partai politik sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai 
suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dibutuhkan 
persamaan visi bagi seluruh pengurus partai agar partainya dapat 
berjalan dengan baik. Friksi dalam internal partai akan dengan 
mudah terjadi apabila didalamnya terdapat ketidaksamaan tujuan 
dan kepentingan. Partai politik membutuhkan stabilitas di dalam 
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internal partainya itu terlebih dahulu sebelum dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Fungsi partai politik terbagi lagi menjadi 
tiga bagian yaitu fungsi partai politik dalam negara demokrasi, 
fungsi partai politik dalam negara otoriter, dan fungsi partai politik 
dalam negara berkembang.
B. Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Parpol 
Indonesia
Sebagaimana definisi tentang partai politik yang dikemukakan 
sebelumnya, maka kita memperoleh informasi mengenai eksistensi 
dari partai politik sebagai sebuah instrument politik untuk 
memperoleh kekuasaan. Perkembangan partai pada era reformasi 
menjadi salah satu penanda meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam politik. Namun, meningkatnya jumlah partai pada era 
reformasi ini memiliki tantangannya sendiri. Masalahnya, partai-
partai mengusung visi dan misi serupa meskipun tidak persis 
sama, pembeda yang jelas antarpartai yang ada tidak tampak. 
Pengelolaan partai secara profesional menjadi prasyarat penting. 
Karena partai harus bisa meyakinkan publik untuk mendapat 
dukungan.Partai tidak bisa lagi hanya terpaku pada satu tokoh 
sentralnya saja, atau partai juga tidak bisa lagi menjual ideologi 
dan latarbelakang sejarah pendiriannya saja. Praktik demokrasi 
partisipatoris membuat masyarakat relatif lebih teliti dalam 
memilih partai. Seluruh kemasan partai menjadi daya tarik bagi 
masyarakat dalam menentukan partai politik pilihannya. Partai 
yang kadernya terlibat kasus korupsi akan mengurangi citra partai 
dan menurunkan kredibilitasnya.Oleh karena itu, partai politik 
harus memiliki sistem pengelolaan yang modern agar bisa bertahan 
di tengah munculnya partai-partai baru dalam iklim demokrasi 
langsung ini. Partai juga harus dijadikan rumah bagi persamaian 
para kader. Mereka inilah yang nantinya menjadi pemimpin, baik 
di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.Permasalahan Partai 
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Partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang 
cukup serius. Masalah pelembagaan partaipolitik menjadi isu 
serius dalamkonteks pemilu anggota legislatif dan pilpres tetapi 
permasalahan kemudian muncul ketika individu-individu yang 
terdapat dalam partai politik hanya berorientasi pada sebagaimana 
cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut, sehingga kekuasaan 
menjadi muara akhir dari kontestasi politik yang dikejar oleh partai 
politik. Sehingga makna luhur dari aktvitas politik yang lebih 
menekankan aspek fungsional dari politik menjadi terbangkalai, 
yakni melakukan pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai 
macam urusan umat. aktvitas partaipolitik hanya berhenti pada 
level bagaimana cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya 
tidak demikian, namum harus dilengkapi pula dengan bagaimana 
kekuasaan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi demikian mengakibatkan 
"syahwat" politik untuk berkuasa yang dominan, bukan semangat 
"pengabdian" terhadap masyarakat. Di sisi lain terjadi sebuah 
alienasi partai politik terhadap masyarakat sehingga berakibat 
pada pada timbulnya jarak dan kesenjangan antara partai politik 
dan masyarakat. Jarak yang besar ini mulai membuat masyarakat 
berfikir bahwa mereka bisa hidup tanpa partai politik. yang 
paling menyedihkan adalah kekecewaan begitu mendalam di 
masyarakat kerna mereka merasa tdak pernah diperhatikan dan 
diurusi oleh partai politik. Hal ini jelas akan menurunkan angka 
partsipasi politik masyarakat, yang nantinya akan tercermin dari 
meningkatnya jumlah Golput.
Selain aktor hanya mementingkan orientasi kekuasaan dan 
terjadinya alienasi partai politik terhadap masyarakat, permasalahan 
yang juga dihadapi oleh partai politik adalah “korupsi”. Sejak 
1999, ”tradisi korupsi” menjelang pemilu merupakan sebuah hal 
yang akan cukup mengemuka. Pada1999, kasus korupsi BLBI naik 
kepermukaan, dilanjutkan dengan pemilu 2004 dengan kasus suap 
pemilihan Gubernur BI Miranda Gultom kepada kepada anggota 
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DPR untuk pemenangannya. Pada 2009, kasus Bank Century 
mengguncang publik dengan segala dramanya. Badan Anggaran 
DPR juga lekat dengan kasus korupsi untuk kepentingan parpol. 
Penyaluran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 
(DPID) juga diduga sarat korupsi yang berakhir pada pendanaan 
parpol, kasus Wisma Atlet, dan juga Hambalang. Serta masih 
banyak kasus korupsi lainnya disinyalir memiliki keterkaitan 
dengan parpol.
Partai politik umumnya enggan ketika dimintai laporan 
keuangan. Sebagian besar tidak berkenan memberikan dengan dalih 
pendanaan parpol bukan konsumsi publik, atau memberi laporan 
yang tidak lengkap, bahkan ada parpol yang  tidak punya laporan 
keuangan. Partai politik merupakan saluran organisasi yang dapat 
dipergunakan untuk mempeoleh kekuasaan baik di level legislatif 
maupun eksekutif dan itua dalah amanat konstitusi dalam konteks 
Indonesia moralitas dan mentalitas merupakan aktor dominan 
yang menjadikan banyak diantara anggota parlemen terlibat 
korupsi banyaknya orang baik yang menjadi jahat setelah menjadi 
anggota legislatif adalah sebuah petunjuk untuk mengungkap tabir 
ini. Pengakuan dari sejumlah narapidana korupsi bahwa mereka 
korupsi karena harus setor uang ke partai politik adalah petunjuk 
lainnya. Jadi, ini sebenarnya menyangkut sistem. Maksudnya, 
sistem politik dan kepartaian di Indonesia memang mendorong 
anggota legislatif dan pejabat eksekutif untuk melakukan tindakan 
korupsi. Ada banyak yang tertangkap, tapi lebih banyak yang 
sukses karena berhasil mengakali peraturan. Sistem politik 
Indonesia memang menciptakan biaya tinggi. Biaya tinggi ini harus 
ditanggung partai politik, anggota legislatif dan pejabat eksekutif. 
Biaya politik yang demikian tinggi itulah yang harus ditanggung 
partai politik dan kader–kadernya yang duduk dilegislatif maupun 
eksekutif. Pertama, mereka harus mengumpulkan uang untuk 
membayar utang pemilu yang lalu. Kedua, mereka juga harus 
mengumpulkan uang untuk persiapan pemilu yang akan datang. 
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Darimana mereka mendapatkan uang jika tidak memanfaatkan 
jabatan yang didudukinya. 
C. Kesimpulan
Berdasarkan pada pemaparan yang telah ditulis sebelumnya, 
maka permasalahan–permasalahan yang menimpa partai politik 
dinegeri ini disebabkan oleh aktor sistem yang berakibat langsung 
terhadap berbagai macam tindakan korupsi politik yang dilakukan 
oleh kader–kader partai, mungkin memang ada benarnya bahwa 
secara individu tidak semua anggota partai politik yang masuk 
kedalam sistem itu adalah orang jahat, diantara mereka masih 
ada orang–orang baik yang punya keikhlasan untuk berjuang 
memikirkan nasib dan permasalahan bangsa, walaupun mungkin 
itu jumlahnya sangat “jarang” diantara mereka, tetapi yang menjadi 
permasalahan adalah sejauhmana mereka dapat terus bertahan 
dalam kondisi seperti itu, jika tidak terpental karena kuatnya ikatan 
idealisme yang dipegangnya serta harus terus makan hati, maka ada 
kecenderungan mereka dapat berubah menjadi individu–individu 
yang pragmatis dalam aktivitas politik yang dilakukannya dalam 
parlemen.
Selainitu, pola kaderisasi dalam tubuh partai politik juga 
harus diperbaiki, jangan sampai lahir kader-kader karbitan yang 
bergabung dengan partai politik hanya karena aktor popularitas 
dan dana yang dimilikinya sehingga dengan bermodal itu diyakini 
mereka akan menang dan dapat menyokong partai. Untuk itu 
partai politik harus kembali menata dirinya, dilengkapi juga 
dengan perombakan total terhada psistem politik dan kepartaian di 
Indonesia, serta perangkat aturan yang kuat untuk memonitoring 
dan membuka pendanaan parpol agar tdak terjadi perselingkuhan 
antara politisi dan pengusaha sebagai imbas dari kontrak politik 
yang mereka bangun. Serta yang tak kalah pentingnya adalah 
aktor komunikasi dan positoning dari ideologi partai politik yang 
28 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
harus mereka pegang utuh agar tidak terjerembab kedalam sikap 
pragmatisme politik yang menyebabkannya mau berkompromi 
dengan situasi-situasi politik yang berkembang, sehingga mereka 
meninggalkan akar filosofis yang sangat mendasar yang menjiwai 
munculnya partai politik tersebut. Mungkin masih banyak lagi 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh parpol Indonesia 
dalam konteks kekinian.
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Identitas dan Kekuasaan 
Dalam Partai Politik
O l e h :  I k h s a n  I n d r a w a n
A. Pendahuluan
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.1Perbincangan mengenai negara dan kekuasaan 
dalam ilmu politik , bahkan dalam kehidupan umat manusia 
merupakan perbincangan yang teramat tua dilakukan oleh para 
ilmuwan, politisi dan agamawan.2
Partai politik ditiap-tiap daerah sekitar memiliki kekuatan dan 
kekuasaan dari segi perlawanan yang kuat dalam hal suatu daerah 
1 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
2 Syarifuddin Jurdi, Negara dan Kekuasaan Pemikiran Politik Ali Syariati, 
(Gowa: Laboratorium UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm.49.
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yang dimilikinya, suatu partai yang kuat, serta dapat mempengaruhi 
tingkatan-tingkatan pemimpin antara lain; kepala desa / suku dan 
adat istiadat serta orang elit yang berkuasa di daerah tersebut. Dapat 
di ketahui bahwa, pengaruh yang ditimbulkan itu dapat dengan 
mudah mempengaruhi dalam segi berbicara atas keluhan warga, 
hingga cara-cara apapun itu memudahkan untuk mempengaruhi 
mendapatkan suara secara negatif atau licik, walaupun hanya 
perkataan saja jarang ditepati hingga menutup mata atau lupa “lupa 
ingatan” itu kata yang pantas. Itu semua tergantung dari individu 
masing-masing seseorang, kadang kebaikan itu muncul dari 
orang-orang yang pernah merasakan rasanya kehidupan miskin, 
itu yang tergolong dari orang peduli akan hidup seseorang, agar 
tidak terjadi sama dengan kehidupannya dulu. Semua itu terdapat 
dalam suara  masyarakat yang menentukan mana baik dan buruk, 
itulah terjadi pada musim-musim pemilu dalam kampanye yang 
berperan penting. Partai yang sebagai tombak untuk calon yang 
maju, berbagai cara untuk itu sering terjadi dalam hal rapat-rapat 
dalam masyarakat, hingga mempengaruhi masyarakat dengan 
cara itu, partai turun ke masyarakat bersosialisasi serta mendengar 
keluhan masyarakat di daerah terpencil, hingga  kadang partai 
hanya sebagai ajang perkelahi antara kubu lain. Partai sangat 
membantu untuk dalam hal suara dan uang sekitar Rp 1 M bagian 
dari partai untuk calonnya, untuk itu istilah partai mencari sesuap 
nasi “suara” yang sebagai inti dari keberhasilan.
Partai sering menjadi bahan pembincangan dalam kalangan 
orang-orang dalam masyarakat, di karenakan dalam pembicaraannya 
sering membahas salah satu orang yang berpengaruh dalam partai 
tersebut, salah satunya elit yang berkuasa. Di mana terdapat 
pada anggota atau pemimpin “ ketua” yang berkuasa diberbagai 
daerah dan kota, dikarenakan masih kental adat suku / khas yang 
di miliki oleh leluhur /nenek moyang terdahulu. Partai bisa juga 
terjadi perselisihan diantara anggota, dikarenakan dari perbedaan 
pendapat/pikiran atau sifat seseorang dalam partai tersebut, hingga 
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memicu perselisihan dalam baku adu mulut, dalam hal itu harus 
saling menghargai pendapat orang lain dan berpikir dengan tenang 
dalam masalah. Simulasi untuk memajukan partai tersebut perlu 
ada kerja sama antara partai lain, untuk itu aktor dan pemeran 
dalam partai tersebut bekerja sama dengan partai lain, untuk 
mempengaruhi tokoh-tokoh yang berpengaruh di berbagai daerah 
dalam masyarakat sekitar.  
Partai-partai yang ada di Indonesia, semua mulai berkembang 
dalam masa sekarang serta pengaruh itu terdapat diberbagai 
kalangan misalnya; media sosial “internet”, surat kabar, tv, radio 
dan lain-lainnya. Partai sangatlah penting dikarenakan tempat 
orang belajar serta mengenal dunia perpolitikan yang ada di sekitar 
sekeliling saat ini. 
B. Keterkaitan dalam Partai
Keterkaitan yang muncul dari parpol “partai politik” yang 
sangat erat itu terdapat berbagai pandangan tentang orang elit 
yang sangat berpengaruh dari partai tersebut cuma itu strategi 
dan cara membuat dan menyakini kepada masyarakat dengan cara 
sosialisasi dan kerja bakti serta sembako.  Hal itu yang berpengaruh 
sangat kuat dan tradisi yang semakin di percayai dan di yakini 
hingga saat ini, walau itu hanya tipu muslihat yang semata-mata 
kepentingan sendiri “individu”,seseorang belum paham tentang 
politik dan terkadang membuat perpecahan antara pihak yang 
baku saling berhubungan; teman,kerabat,tetangga dan keluarga 
sendiri, kemunculan itu membuat banyak keterlibatan di balik 
itupun tersimpan berbagai kebaikan hanya sesaat saat pemilu saja.
Partai politik bermunculan dari berbagai pengaruh dan 
perubahan demi perubahan untuk terlaksananya suatu kerja sama 
dan munculnya elit-elit yang berkuasa, dalam hal itu sebab semua 
mempunyai tujuan masing-masing individu dan kelompok dalam 
menuju kesuksesan suatu partai yang ingin di kendalikan dan di 
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manfaatkan sedemikian rupa agar terlaksananya kekuatan ingin 
mencari ketenaran,  kepopuleran, kekuasaan dan lainnya. Semua 
itu hanya kepentingan sendiri dan partai untuk saling menjatuhkan 
satu sama lain untuk berkuasa diatas langit yang hanya sesaat 
sedemikian istimewa dan lupa akan penciptannya yang telah 
membuat dia. Semua ini tidak terlepas dari penguasa ( Ketua ) 
yang memimpin dan menjalankan partai tersebut, untuk mencari 
dan memperoleh ketenaran semata-mata hanya ingin menjadi elit 
dan membangun wilayah masing-masing daerah dan kota tempat 
mereka berada. 
Partai politik sebenarnya sangat berpengaruh dan berperan 
penting dalam sebuah pemilu, serta membangun berbagai cara 
untuk memenangkan suatu pemilu untuk banyak yang tertarik 
untuk masuk ke partai tersebut, adapun yang dapat di ketahui 
bahwa partai sebenarnya itu saling membantu dalam sumbangan 
uang untuk anggotanya yang ingin masuk dalam pemilu, hanya saja 
tidak mencari jabatan tapi hanya ketenaran dan kepopuleran suatu 
partai yang naik dan kerja sama dalam suatu tim. Dalam partai 
juga memiliki tim sukses yang hanya terdapat di tiap-tiap daerah 
yang berkuasa dan memiliki wilayah yang dapat di percaya dalam 
suatu wilayah kekuasaannya “Pemimpin”  yaitu Elit.
C. Orang Kuat Lokal dan Elit dalam Partai Politik 
Elit merupakan suatu individu atau kelompok semacamnya 
yang berkuasa ditiap-tiap daerah sekitar lingkungan yang terdapat 
dari keturunan yang dihormati oleh masyarakat sekitar, yang 
memiliki kebijakan atau orang dihormati dalam pandangan akan 
kekuasaan serta ditakuti dalam wilayah tersebuat. Di dalam sebuah 
partai itu pasti perbeda suku dan bahasa yang terdapat pada 
“Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu 
dalam daerah masing-masing, untuk itu cara menyatukan semua 
dalam suatu organisasi, yaitu partai yang ingin berkuasa. Semua itu 
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memiliki pikiran perpolitikan masing-masing dalam strategi kerja 
keras untuk saling menjatuhkan untuk berkuasa, disuatu partai 
dan memiliki kepercayaan penuh dalam memimpin partai tersebut 
untuk kemajuan bangsa. Elite sangat berperan penting dalam partai 
untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lain, untuk 
membentuk dalam segi strategi, karena suatu pendukung dalam 
mengembangkan partai agar berjaya dan berkuasa di wilayah 
tersebut, perlu pendekatan dari warga untuk memperkenalkan 
partai tersebut, agar berkembang di masyarakat tersebut dan 
lain-lainnya. Semakin banyak warga mengetahui identitas partai 
tersebut maka, makin banyak pula orang-orang terpengaruh dan 
ingin masuk ke partai tersebut, semua pasti ingin membuat dirinya 
itu popular atau terkenal dalam suatu partai yang sangat berperan 
penting dalam sosial politik dan pemilu. 
Elit sebenarnya itu tidak terlalu berperan penting dalam 
masalah perpolitikan, tetapi elit sangat berperan penting  di suatu 
wilayah kekuasaannya itu dimasyarakat yang di percaya dan 
dihargai dalam segi keturunan atau suku adat istiadat yang sangat 
berperan penting sebagai tokoh masyarakat paling kuat. Perilaku 
dan displin dalam cara berbicara untuk menyampaikan pendapat 
untuk orang lain dalam permasalahan.
Partai di dalamnya sebenarnya yang berkuasa dan berperan 
penting sekali untuk menjalankan suatu kegiatan “Pemilu” yaitu 
“Orang Kuat Lokal” yang berkuasa dalam segi ekonomi “kekayaan” 
dan memiliki berbagai macam perusahan yang ada di setiap kota, 
hingga berpengaruh hanya di wilayah saja, sehingga orang kuat 
lokal sangat perlu bantunya kepada elit yang sangat berpengaruh 
dan tokoh dalam masyarakat. Untuk itulah orang kuat lokal tidak 
dapat mempengaruh tradisi adat istiadat yang ada di masyarakat, 
yang berperan penting dalam masyarakat itu tokohnya “Elit”. 
Orang Kuat Lokal “Bos Lokal” adalah tokoh-tokoh lokal yang 
memainkan politik dinasti hingga nyaris berkuasa mutlak di tengah 
politik electoral yang seolah-olah demokratis. Lebih lagi setelah 
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proyek desentralisasi di jalankan. Mereka akan berkuasa penuh di 
daerah dan perkotaan, menjadi raja lokal yang kekuasaannya tak 
bisa diganggu gugat. Oleh peraturan negara sekalipun. Perlawanan 
orang kuat lokal sebenarnya terkait dari identitas dari keturunan 
dalam hal kedisplinan dan kesopanan terdapat wilayah kekuasaan 
yang dapat memperkuat ketahanan benteng yang kuat, semua 
itu tergantung dari individualnya yang memiliki kelompok yaitu 
keluarga yang mendidik dengan cara yang baik. karena seorang anak 
akan mengikuti perilaku orang tuanya, kalau orang tua tidak baik 
dia akan ikut juga tidak baik, tapi kalau orang tua baik dia akan 
baik juga, karena kebaikan itu akan terus berlanjut. Masyarakat 
berpendapat  bahwa orang kuat lokal itu bisa beradaptasi dalam 
lingkungan sekitar,  dengan cara itulah orang kuat lokal mendengar 
keluhan-keluhan masyarakat yang kesusahan akan kemiskinan yang 
melanda dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan 
tersebut dengan apapun persoalan akan diberikan janji yang akan di 
tepati langsung, juga melihat lingkungan sekitar wilayah kekuasaan 
yang akan memberikan rancangan strategi apa saja yang cocok 
untuk wilayah tersebut dalam perubahan yang drastis, apapun itu 
harus terlaksana dalam visi dan misi nanti. 
Agama Islam itu di mata Allah swt semua manusia sama 
derajatnya, akan tetapi Allah hanya memilih 25 manusia yang di 
sebut sebagai Nabi yang di utus dan di berikan wahyu oleh Allah 
SWT yang menciptakan alam semesta. Tapi di muka bumi dalam 
wilayah-wilayah negara yang terdapat pada kota-kota besar yang 
di dalamnya terdapat orang-orangnya yang memiliki tingkatan 
derajat ekonomi yang tinggi dan rendah akan di pandang hanya 
sesamanya saja. Maksud dari sesamanya itu dari hal orang kaya 
dengan orang kaya dan orang miskin akan sama dengan orang 
miskin, kekayaan itu hanya sesaat tidak akan tetap bertahan 
selamanya biarpun berapa Triliunan akan habis juga, semiskin 
apapun seseorang kalau memang akan berusaha akan kaya juga, 
tapi akan tetap mengingat orang miskin dan membantunya.
35Dinamika dan Problematika Partai Politik di Indonesia
Daftar Pustaka
Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 
Indonesia 1966-2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Syarifuddin Jurdi, Negara dan Kekuasaan Pemikiran Politik Ali 
Syariati, Gowa: Laboratorium UIN Alauddin Makassar, 
2016.
36 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
Kejahatan Partai Politik
  
O l e h :  I k h s a n  M a h e n d r a
A. Pendahuluan 
Pertanyaaanyang pertama kaliada dibenak para pembacatentu 
saja akan mempertanyakan kenapa kemudiansaya mengangkat 
judul”kejahatan partai politik”jikamaknaparpolhanya 
sebagaihalyangmenaungiorang-orang yangbergabung didalamnya.
Yahtentu sajahaltersebut menimbulkanbanyak tanya dibenak 
para pembaca, di manahal yang telah banyakdipahamioleh 
kita  semuamengenaiPARPOLhanyalahsebagai sistematau 
atau teoriyangmengedepankannilai-nilaidan  hakikat 
dasardaridemokrasi,yang artinya suatu partai tidakakan 
mengalamisuatupergerakanapabilatidakada aktor-aktor  yang 
membuatsetiap visi danmisisuatupartai berjalan.
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
37Dinamika dan Problematika Partai Politik di Indonesia
negara Indonesia.3
Danketikakitaberbicaratentangvisidanmisisuatupartai 
bukankahhaltersebutselalu merujuk pada halyangpositifkarena 
setiap partai pasti mengedepankan yang namanya demokrasi yang 
baik.Namun nyatanya ketika  kita melihat dan mengamati hal yang 
sedang terjadi di sekeliling kita pasti kita akan kembali bertanya, 
apakah benar nilai-nilai dan hakikat dasar dari demokrasi sudah 
terimplementasikan? sebagaimanamakna dari demokrasi yang di 
kemukakan oleh salah satu ahli yakni, Abraham Linclon  yang 
mengatakan ”Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di 
selenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”...Tentu 
saja tidak karena  melihat  realita  yang terjadi  sekarang nilai -nilai 
dasar dari demokrasi sangat jauh dari apa yang kita harapkan 
dimana orang-orang partai yang telah berhasil menduduki kursi 
parlemen telah disibukkan oleh kepentingan masing-masing.
Hal iniadalah dampak dari sistem demokrasi yang rusak 
dimana para parpol hanya menjadikan demokrasi sebagai suatu 
teori.  Danhal yang  membuat  suatu parpol terus-menerus menjadi 
mesin pencipta para pejabat yang katanya bermartabat namun 
nyatanya berperilaku laknat dalam kehidupan masyarakat akan 
kita bahasd alam pembahasanberikut yang merupakan suatu 
bentuk penyimpangan dalam partai politik.
B. Kepentingan Partai Politik
Berbicara tentang kepentingan Partai politik dimana kadang hal-
hal yang urgen tidak lagimenjadi perhatian penting untuk merekrut 
para anggota sehingga menimbulkan banyak dampak negatif dalam 
paradigma masyarakat,dan melihat fakta yang terjadi, korupsi 
yang telah banyak diungkap KPK kebanyakan dari anggota Parpol. 
Mengamati sistem banyak  partai, berartibanyak jugamasyarakat 
3 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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disana yang mengikutsertakaan dirinya untuk berpolitik. Memang 
hal tersebut merupakan hal yang baik ketika kesadaran berpolitik 
tersebut meningkat dan partisipasi politik masyarakat yang 
prihatin dengan Indonesia.Tetapi nyatanya kebanyakan dari 
meraka tidak lagi mengedepankan dan diperjuangkan kepentingan 
ataupun aspirasi rakyat melainkan suatu kepentingan pribadi 
seseorang. Memang hal tersebut tak dapat kita pungkiri bahwa 
dalam diri seseorang kita pasti mempunyai suatu kepentingan 
yang terkadang memang tidak dapat kita nomorduakan, namun 
apakah jalannya harus melalui menggerogoti perpolitikan 
Indonesia? Dana kampanye yang besar terkadang menjadi salahsatu 
faktor dari munculnya kepentingan pribadi oleh anggota politik 
yang menyebabkan pelakunya menggunakan segala cara  dan 
berdampak buruk yang mengakibatkan stigma  parpol  di mata 
Masyarakat. Muncunyal rasa Kecurigaan yang sangat besar,dan 
ini juga tentunya akan mempunyai dampak yang negatif terhadap 
PARPOL dari Paradigma masyarakat. Dimana parpol  saat ini 
hanya  dijadikan kuda mainan para  politikus untuk mendapat 
kedudukan di kursi parlemen, dan nilai-nilai demokrasi dengan 
seketika di gantikan dengan nilai-nilai rupiah yang membuat 
para anggota partai saling mendukung untuk mendapatkan 
suatu keuntungan dengan menyingkirkan kepedulian terhadap 
masyarakat. Kaderisasi ataupun perekrutan anggota yang instan 
bukan lagi hal yang jarang terjadi dalam PARPOL, dan meskipun 
hal tersebut sudah banyak  menuai sorotan namun nyatanya hal 
tersebut terus bekelanjutan. Rasa acuh tak acuh  yang tinggi sudah 
terterapkan di tiap-tiap anggota partai, kritik dan sorotan tak 
menjadi hal yang penting lagi bagi mereka, jadi tak heran  mereka 
yang terlahir menjadi konglomerat dalam sebuah partai  hanya 
mengedepankan kepentingan pribadi mereka, dan siapa yang tau 
dengan bentuk  yang tertutup yang kerap kali terjadi di beberapa 
PARPOL menuai banyak  tanya, apa  yang terjadi di dalam sana? 
Hanya anggota parpol  itu sendiri yang tau jawaban nya, parpol kini 
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juga hanya menjadi sebuah simbol. Dimana parpol saat ini hanya 
mengedepankan yang namanya “REPUTASI”bukan demokrasi.
B. Oligarki Partai Politik
Oligarki parpol merupakan hal yang menyimpang menurut 
saya, di mana partai  politik itu bersifat “oligarki” yang artinya 
hanya  mementingkan kepentingan segelintirya saja ( orang-orang 
yang kaya atau  orang  yang di anggap memiliki pengaruh yang 
besar). Sehingga diantara mereka- mereka saja yang mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar dari anggota yang lain.Perlu  ada suatu 
kesadaran ataupun pendewasaan dalam berpolitik, dimana partai 
politik itu hanya  sebuah alat saja untuk mencapai tujuan. Dan 
hal yang patut diberikan  perhatian khusus adalah paraelite-elite 
politik yang bergelut di dalam suatu partai, yang terlalu menikmati 
singgasana di kursi parlemen sehingga mereka melupakan sesuatu 
yang perlu diperhatikan. Perilaku elite politiklah yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus dalam proses berpolitik.Tanpa 
adanya kesadaran dalam berperilaku, yakin saja sampai kapanpun 
negara kita masih akan terjebak dengan “demokrasi yang hanya 
bersifat ilustrasi”.
Oligarki partai  atau  ketertutupan yang dilakukan  dalam 
partai  politik juga menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apa 
sistem sebenarnya yang mereka  inginkan?  Apakah mereka hanya 
menjadikan masyarakat sebagai salah satu bahan dasar untuk 
keberhasilan resep kekuasaan mereka? Ataukah  mereka ingin 
mengubah hakikat  dasar dari demokrasi?yang pada awal nya 
kekuasaan terpenuh berada ditangan rakyat  sebagaimna maka 
demokrasi dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat, menjadi dari 
rakyat,oleh rakyat dan untuk diri sendiri. 
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C. Monopoli Partai
Berbicara tentang Monopoli partai, hal atau bentuk 
penyimpangan yang seperti ini mempunyai keterkaitan yang sangat 
erat dengan kedua  penyimpangan sebelumnya.Dimana hal yang 
telah kita ketahui  bersama mengenai makna dari monopoli yakni 
mono berarti tunggal(satu pihak)dan Poli yang berarti  permainan, 
jadi bisa kita menarik  sebuah kesimpulanbahwa monopoli adalah 
permainan sepihak. Dimana ketika hal tersebut masuk kedalam 
sebuah partai  tentusaja akan merusak nilai-nilai demokrasi, dimana 
setiap orang  berhak  memberikan suara ataupun masukan. Namun 
ketika Permainan sepihak berlaku  dalam sebuah partai  tentu 
saja akan terjadi ketimpangan, dimana segala kebijakan yang ada 
akan sepenuh nya berasal dari kalangan atas atau orang  yang 
memiliki kedudukan yang tertinggi  dalam suatu partai  politik. 
Hal yang seperti ini hampir  terjadi di setiap parpol yang ada  di 
Indonesia, dimana hal inilah yang menjadikan partai  politik yang 
dapat kita ibaratkan serangkaian rantai  yang panjang dimana 
kepala rantai  selalu menjadi arah tujuan  rantai-rantai yang lain. 
Ketika pemimpin/ketua dari suatu partai  politik menuju  ke hal 
yang buruk maka  anggota partai  yang lain juga akan menuju 
ke hal yang buruk namun begitu juga sebaliknya. Dan terkadang 
Para elit-elit partai melakukan penghianatan terhadap orang 
yang pernah menunggangi partai  tersebut demi kepentinganyang 
lainnya,tanpa mempertimbangakan bahwa orang  tersebut pernah 
menaikkanreputasi partai  tersebut. Tidak ada  letak kepuasan 
dalam parpol,jika ada  pihak yang di anggap bisa membayar lebih 
dengan syarat uang  ataupun reputasi, orang sebelumnya akan 
ditinggalkan.
Orang-orang terdahulu bahkan rela mempertaruhkan nyawa 
demi terwujudnya bangsa Indonesia yang ideal, dan dengan melalui 
Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai  dan hakikat dasar dari demokrasi 
bangsa Indonesia akan dapat mencapai titik kesejahteraan yang 
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sebenarnya. Dan Ketika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran 
dan kepedulian yang tinggi terhadap bangsa Indonesia maka 
bangsa Indonesia akan menuju kepada revolusi yang sebenarnya. 
Melihat kekejaman yang telah di perankan oleh mereka yang telah 
duduk di kursi parlemen niat saja tidak cukup  mengatasi  ataupun 
mencegah mereka tetapi  dengan tindakan yang nyata  kita bisa 
bangkit  bersama. Kadang dalam era perpolitikan di masa kini 
kita  terlalu cepat puas akan segalanya kita selalu menganggap 
bangsa Indonesia sedang dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kita 
ketahui  dan kita sadari bahwa orang-orang  dari partai politik dan 
berhasil duduk di kursi parlemen telah membuat demokrasi hanya 
menjadi ilustrasi semata. Kita sebagai generasi penerus bangsa 
apakah kita akan terus membiarkan kebodohan yangsemakin 
merajalela  terus berjalan di Indonesia? Kalau tidak mari kita 
bersama dan mempersiapkan diri untuk kembali mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
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O l e h :  I l m a n  F a j r  F i r d a u s
A. Pendahuluan
Perlu kita ketahui, partai politik itu muncul karena disebabkan 
meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu 
diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, sehingga 
partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi 
penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak 
lain. Penghubung seperti apa?, penghubung yang didalamnya 
masyarakat bisa dengan bebas ikut berpartisipasi dan aktif terhadap 
pengelolaan negara sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
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B. Sistem Multipartai
Pasca kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia segera 
melakukan konsolidasi, baik kekuatan nasionalis kebangsaan 
maupun kekuatan Islam untuk mengisi kemerdekaan dan 
merealisasikan kehidupan demokrasi sebagaimana cita-cita 
pendiri bangsa.4 Pada masa singkat ini, terjadi berbagai peristiwa 
penting, seperti pergeseran sistem pemerintahan, dari presidensil 
ke parlementer, perubahan fungsi dan peran KNIP menjadi 
lembaga legislatif dan ikut menentukan Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Sampai pada konfrensi meja bundar (KMB) yang berbuah 
pada perubahan RI menjadi republik Indonesia serikat (RIS) hingga 
pengakuan Belanda atas kedaulatan RIS.5 Konsolidasi prosedural 
tersebut pun berlanjut hingga orde baru. 
Bicara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), sistem kepartaian yang dianut di dalam negeri ini 
adalah sistem multi-partai atau banyak partai. Kenapa? Karena 
umumnya ada anggapan bahwa keanekaragaman budaya politik 
suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. 
Perbedaan antar ras, agama, suku, atau budaya bangsa mendorong 
golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan 
ikatan-ikatan yang bersifat primordial dalam satu wadah yang 
sempit saja. Sehingga sistem multi-partai dianggap lebih sesuai 
untuk diterapkan di Indonesia karena melihat pluralitas dan budaya 
politik yang dimiliki.
Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai elemen masyarakat dan 
para elit-elit politik sudah hidup di zaman reformasi, zaman 
dimana perpolitikan, pemilu, dan kepartaian cenderung lebih 
bersifat modern. Perlu kita ketahui, zaman reformasi bermula 
ketika presiden Soeharto turun dari kekuasaan pada tanggal 
21 Mei 1998. Sejak saat itu banyak tekanan atau desakan agar 
4 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kepentingan, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 125.
5 Ibid., 
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diadakan pembaharuan kehidupan politik ke arah yang lebih 
demokratis dengan belajar dari pengalaman kolektif selama tiga 
periode sebelumnya. Dalam konteks kepartaian, ada tuntutan 
agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan sebuah 
partai. Atas dasar itu, pemerintah dan parlemen mengeluarkan 
UU No 2/1999 tentang Partai Politik yang isinya menjelaskan 
tentang mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak 
mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga 
tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat 
(executive heavy). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif 
diharapkan menjadi setara atau nevengeschikt sebagaimana 
diamanatkan dalam UUD 1945.
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Problematika Partai Politik 
di Indonesia
O l e h :  Yu s u f  P a n d u
A. Pendahuluan
Pasca kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia segera 
melakukan konsolidasi, baik kekuatan nasionalis kebangsaan 
maupun kekuatan Islam untuk mengisi kemerdekaan dan 
merealisasikan kehidupan demokrasi sebagaimana cita-cita 
pendiri bangsa.6 Pada masa singkat ini, terjadi berbagai peristiwa 
penting, seperti pergeseran sistem pemerintahan, dari presidensil 
ke parlementer, perubahan fungsi dan peran KNIP menjadi 
lembaga legislatif dan ikut menentukan Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Sampai pada konfrensi meja bundar (KMB) yang berbuah 
pada perubahan RI menjadi republik Indonesia serikat (RIS) hingga 
pengakuan Belanda atas kedaulatan RIS.7 Konsolidasi prosedural 
tersebut pun berlanjut hingga orde baru. 
6 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kepentingan, (Makassar: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin 
Makassar, 2015), hlm. 125.
7 Ibid., 
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Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia kehadiran dan 
peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik 
demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi 
partai.(Richard S. Katz, 1980) Jika pada awalnya partai politik 
merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi 
perwakilan, kini peran dan fungsi partai politik ikut menentukan 
kualitas praktik demokrasi perwakilan, dalam hal ini demokrasi 
perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, 
tetapi juga menuntut partai politik memberi kontribusi positif dan 
konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas, 
artinya, sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang 
mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan 
peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi 
baik dan begitu juga sebaliknya.(Munafrizal Manan, 2012)
Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. 
Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka 
hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas 
demokrasi dan kinerja sistem politik. Sistem politik Indonesia 
telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga 
demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Partai 
politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam 
setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung 
yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan 
warga negara. 
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk 
turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengkajian tentang partai 
politik memang merupakan suatu perkara yang senantiasa harus 
diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi 
partai politik saat ini, khususnya di Indonesia. Mengingat begitu 
banyaknya kejadian dalam parleman seperti kasus penyimpangan 
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, penipuan dan banyaknya kasus - kasus korupsi yang meraja 
lela di negara ini dan yang lebih parahnya adalah seolah-olah 
anggota partai yang duduk di tingkat legislatif dan pemerintahan 
berbondong-bondong untuk melakukan korupsi, mengingat begitu 
banyaknya kasus-kasus korupsi yang tertangkap saat ini. Ini 
merupakan fakta yang tidak bisa di hindari sehingga masyarakat 
menempatkan posisinya pada posisi yang apatis dengan partai 
politik. Partai bukan lagi pada koridor yang sebenarnya partai, 
sudah terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan yang pragmatis 
yang hanya menambah pundi-pundi kas partai yang bersangkutan 
dengan mendalilkan segala cara demi kepentingan kelompok. 
Dengan keadaan yang semberaut saat ini sudah saatnya partai harus 
bercermin dan berbenah diri dari ketidak percayaan masyarakat 
terhadap elit politik yang selalu jauh dari apa yang diharapkan 
oleh masyarakat.
Tulisan ini akan mencoba untuk mengupas tentang problematika 
permasalahan partai politik di Indonesia yang di mulai dengan 
pembahasan tentang defenisi partai politik yang dilanjutkan dengan 
permasalahan partai politik dalam pelaksanan peran dan fungsinya, 
serta membahas tentang problematika partai politik dalam pemilu 
di Indonesia. 
B. Defenisi Partai Politik
Partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan 
secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan 
kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan 
berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan 
materil dan idil kepada para anggotanya.8
Ramlan Surbakti mendefinisikan partai politik sebagai: 
“Kelompok anggota yang terorganisasikan secara rapi dan stabil 
8 Siregar , Ilmu Politik , (Solo . PT. Raja Grafindo Persada. 1999). 
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yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan 
yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan 
alternatif kebijakan umum yang mereka susun”.9 Inu Kencana 
dkk, mengemukakan definisi partai politik sebagai: “Sekelompok 
orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan 
mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan 
kebenaran, dalam suatu level negara”. (Kencana dkk, 2002:58).
Adanya partai politik bertujuan untuk mencari dan 
mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang 
digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk 
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta 
dalam pemilihan umum.(Ramlan Subakti, 2010) Partai politik 
merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau 
berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik 
adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. 
Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan 
negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan 
pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.
C. Kegagalan Partai Politik dalam Merealisasikan 
Peran Dan Fungsinya
Partai politik idealnya harus bergerak secara terus menerus 
untuk menjalankan aktivitasnya, menjalankan fungsi-fungsinya, 
mengakses problematika sosial yang dihadapi masyarakatnya, 
untuk dapat diartikulasikan dan diperjuangkan para wakil-
wakilnya di parlemen. Idealnya partai politik memiliki fungsi 
utama untuk mengorganisir kepentingan yang timbul dalam 
suatu komunitas baik masyarakat secara mikro maupun makro 
atau bangsa. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan 
9  Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu PoltiIK. Grasindo, Jakarta, 1992.
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kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-
kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Dalam 
konteks bangsa Indonesia, fungsi partai politik yang cukup penting 
yakni sebagai sarana pendidikan politik dimana partai politik 
menjadi media atau kendaraan yang mengantar masyarakat pada 
kondisi sadar secara politik 
Miriam Budiardjo sendiri dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu 
Politik” menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik: (i) sarana 
komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik ( political socialization), 
(iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment ), dan (iv) 
pengatur konflik (conflict management).10  Pertama adalah partai 
politik sebagai sarana komunikasi politik atau sebagai sarana 
artikulasi kepentingan rakyat. Dalam sebuah negara, setiap warga 
negara tentu mempunyai pendapat dan aspirasi yan berbeda-
beda. Hal itu tentu akan menyulitkan ketika setiap orang ingin 
didengar aspirasinya. Partai politik berperan sebagai penampung 
dan penggabung pendapat dari setiap warga negara tersebut. 
Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dirumuskan menjadi bentuk 
yang lebih teratur dan diterapkan oleh partai ke dalam program 
partai. Program-program tersebut yang kemudian diperjuangkan 
oleh partai politik di level pemerintahan untuk diaplikasikan ke 
dalam kebijakan publik.
Kemudian partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi 
politik masyarakat. Di dalam ilmu poitik, sosialisasi politik adalah 
proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap 
fenomena politik yang berlaku di mana dia berada. Sosialisasi 
politik ini juga dapat berarti pendidikan politik, baik kepada kader-
kader partai itu sendiri maupun kepada rakyat agar mereka sadar 
akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. . Parpol harus 
memerankan fungsinya menyoalisasikan nilai-nilai dan etika politik 
yang berlaku kapada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika 
10  Miriam Budhiardjo,Pengantar Ilmu Politik, (Jakar ta, Gramedia 2000). 
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politik harus dilakukan secara terus-menerus. Warga negara supaya 
memperoleh sosialisasi politik seperti itu sepanjang hidupnya, 
sehingga nilai-nilai dan etika politik yang berlaku mempribadi 
pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi 
politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya ter-hadap 
negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap 
parpol yang demikian.11
Namun menurut Budiardjo, fungsi-fungsi partai politik 
tersebut sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Sebagai contoh adalah fungsi komunikasi politik yang sering 
disalahgunakan sebagai propaganda politik untuk mencapai 
kepentingan partai tersebut. Atau bahkan partai politik lebih 
sering terlibat dalam konflik politik daripada meminimalisir konflik 
yang terjadi. Intinya fungsi partai yang tidak berjalan tersebut 
diindikasikan sebagai ketidakmampuan partai politik untuk 
menjalankan perannya sebagai pengawal aspirasi rakyat. Keadaan 
tersebut jamak terjadi pada partai-partai politik di Indonesia.
Partai politik yang diharapkan bisa bertindak optimal dalam 
menjalankan perannya sebagai intermediary atau bisa disebut 
sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya nampaknya 
mengalami pergeseran fungsi. Di Indonesia sendiri, partai yang 
seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah 
berkuasa malahan bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik 
yang bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya orang-orang 
didalamnya saja atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa 
menduduki jabatan-jabatan public semata.  Padahal masyarakat 
sekarang lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi diri 
dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk 
kebijakan publik. Hal ini tentu berdampak besar pada system 
politik di Negara tersebut, fungsi input yang melekat pada partai 
11  I Gde Made Metera, Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi 
Yang Santun Dan Kesejahteraan Rakyat,Widyatech  Jurnal Sains dan Teknologi 
Vol. 10 No. 3 April 2011. Hal. 48
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politik hanya dianggap sebagai wacana yang tidak wajib untuk 
dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab 
tersebut. Akibatnya rakyat harus menanggung dengan mengikuti 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya sangat 
tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan mereka sebagai 
rakyat. Hingga pada akhirnya rakyatnya tidak sejahtera, semakin 
terpuruk, namun malah politisi-politisi kita yang berada di 
pemerintah, yang diusung oleh partai politik itu menjadi semakin 
sejahtera bermandikan harta akibat membuat keputusan yang 
hanya menguntungkan dirinya sendiri.12
Kemudian harapan masyarakat mengenai peran partai sebagai 
wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, namun 
realitanya itu tidak sesuai dengan kenyataan . Hal ini terlihat dari 
kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik 
yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud 
program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena 
lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan 
politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran 
demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya 
proses reformasi. Perkembangan demokrasi belum terarah secara 
baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. 
Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan 
secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, 
dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan 
politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara 
negara, pemerintah, maupun kelompokkelompok kepentingan. Di 
lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada 
pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan 
yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul 
kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak 
melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual. Namun 
12  Ahmad Aufa Zainal, dkk, Demokrasi, gender, Dan Demokrasi, 
(Makassar: Libitera Institute, 2017). Hal. 201
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demikian, sudahkah hasilnya dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Demokrasi prosedural kita, sedemikian rupa telah 
menjelma menjadi sebuah teladan demokrasi delegatif yang 
dikuasai sepenuhnya oleh individu-individu wakil rakyat yang 
kita pilih metalui proses Pemilihan Umum. Sedangkan selebihnya, 
tidak diatur dengan baik bagaimana keterlibatan masyarakat dalam 
proses-proses yang dilalui para wakil rakyat ketika mengatur 
kehidupan berbangsa dan bernegara.13
Inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah alienasi partai 
politik terhadap masyarakat sehingga berakibat pada timbulnya 
jarak dan kesenjangan antara partai politik dengan masyarakat. 
Jarak yang besar ini membuat masyarakat mulai berfikir bahwa 
mereka bisa hidup tanpa partai politik. Yang paling menyedihkan 
adalah kekecewaan begitu mendalam di masyarakat karena mereka 
merasa tidak pernah diperhatikan dan diurusi oleh partai politik. 
Sehingga kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
partai politik akan menimbulkan apastisme yang tinggi sehingga 
meningkatkan golput yang siknifikan dalam setiap proses pemilihan 
yang ada.
Dalam berbagai survey terhadap masyarakat yang dilakukan 
oleh Lembaga-lembaga survey nasional, Organisasi Parpol 
ditempatkan pada posisi yang sangat buruk. Parpol tidak lagi 
dipandang sebagai penunjang harapan rakyat. Parpol dilihat 
sebagai sumber masalah, karena selalu kisruh sesama, membuat 
kegaduhan politik, menggangu kepentingan umum, tidak bekerja, 
tidak berfungsi, tidak simpatik, tidak memikirkan rakyat, identik 
dengan korupsi dan lain sebagainya. Hal buruk ini semakin masif 
dampaknya karena media massa baik cetak, elektronik maupun 
online juga menyorot dan mempublikasikan sisi negatif Parpol 
tersebut. Parpol di anggap tidak mampu memberikan optimisme 
13 Junardi, Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Keputusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor : 22-24 Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
: 22-24/ PU-IV/ 2018.Jurnal Ilmu Hukum, Volume2 NO. 2
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bernegara, tidak mampu menampilkan figur-figur calon pemimpin 
yang berkarakter negarawan. Parpol dianggap tidak membuka/
memberi harapan hidup lebih baik untuk rakyat. Alhasil, tidak 
heran bila tingkat partisipasi politik masyarakat dalam berbagai 
agenda politik nasional seperti Pemilu atau Pilkada menjadi 
sangat rendah. Komitmen kehidupan berbangsa bernegara 
dipertaruhkan14.
Uraian permasalahan di atas dapat memberikan pemahaman 
kepada kita bahwa, dibalik semua permasalahan pasti ada 
penyebanya, untuk itu kita bisa melihat beberapa faktor yang 
bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia 
menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di 
Indonesia: Indonesia sejak zaman Kemerdekaan mengadopsi sistem 
multi partai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan 
(beragamnya kepentingan dan kelompok sosial) Indonesia.15 Secara 
spesifik, pada negara berkembang partai politik yang ada akan 
membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya 
jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan 
yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk 
terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan 
partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan 
sosialisasi politik di masyarakat.
Kemudian kita juga melihat budaya elitisme sebagai alasan 
kedua mengapa partai politik d Indonesia kurang dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi 
politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.16 Pada 
perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai 
14  https://www.kompasiana.com/kangagun/partai-politik-realita-
permasalahan-dan solusi_556590731eafbd705615fbd3. Diakses pada tanggal 
03 Januari 2018. Pukul 20.20
15  Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Amandemen, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2005). Hal 15
16 Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalm Konstitusi 
Madinah dan UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press,  2008,). hlm. 52.
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oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang menjadi semacam 
dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai 
politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau 
sudah begitu, fungsi rekruitmen partai politik tidak akan berjalan 
dengan baik sesuai dengan apa diinginkan.
  
D. Partai Politik dan Pemilu
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi 
untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat 
menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus 
di laksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan 
sederajat diantara  partai-partai politik. Melalui pemilihan umum 
rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam perlemen dan dalam 
struktur pemerintahan.
Salah satu instrumen paling penting dalam pemilu adalah 
dengan adanya peserta pemilu, yaitu partai politik. Partai politiklah 
yang berkompetisi baik partai politik itu sendiri ataupun anggota 
partai yang mencalonkan menjadi anggota legislatif ataupun 
menjadi presiden. Pemilu merupakan arena bagi partai politik 
dalam bersaing dengan partai politik lainya untuk mendapatkan 
kekuasaan yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
Pada tataran teoris partai politik bersaing dengan ideologi 
yang kemudian termanistasikan ke dalam kebijakan partai 
dan selanjutnya muncullah program partai. Program-program 
tersebutlah yang kemudian menjadi  aksi nyata yang langsung 
dapat diamati dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang 
dicita-citakan. 
Partai politik hadir dengan menawarkan berbagai program 
yang diyakini akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa 
ataupun akan memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat banyak 
sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Dengan hadirnya begitu 
banyak partai politik tentunya membuat pemilu semakin meriah, 
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baik itu partai lama (partai yang telah pemilu sebelumnya) ataupun 
partai baru (termasuk partai pecahan partai lama). Persaingan antar 
partai politik akan semakin sengit dalam mendapatkan suara, apa 
lagi dengan munculnya partai baru yang tentunya mempunyai 
warna baru dan harapan baru. Partai politik hadir dengan asa 
yang dibawa, yaitu ingin memperjuangkan atau mewujudkan 
masyarakat yang didam-idamkan. Yaitu dengan menawarkan 
banyak harapan, bagaimana cara mewujudkan, tipe masyakat 
yang mana akan menjadi basis perjuangan; apakah petani, buruh, 
atau nelayan, masyarakat yang ada diperkotaan atau pedesaan 
dan sebagainya. 
Dengan hadirnya sistem pemilihan langsung baik untuk tingkat 
nasional ataupun di daerah maka fungsi rekrutmen yang dilakukan 
partai politik semakin penting peranannya.   Peran partai politik 
sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan 
partisipasi politik diharapkan berjalan dengan efektif, serta harapan 
dari masyarakat rekrutmen politik dapat berjalan adil, transparan, 
dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang 
yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak 
untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan 
hidup bagi setiap warga negara. Namun realita yang kita lihat itu 
tidak sesuai dengan harapan karena peran rekrutmen politik masih 
lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.  
Pada era reformasi seperti sekarang, sesungguhnya peran 
partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-
kader politik pada jabatan-jabatan politik tertentu. Itupun, masih 
belum mencerminkan kesungguhannya dalam merekrut kader 
politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta 
komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, 
keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Banyak fenomena 
yang terjadi, dimana anggota DPRD di beberapa daerah tidak 
menjagokan kadernya, tetapi justru memilih kader lain yang belum 
dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya (kader instan), 
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kualitas pribadinya, serta komitmennya terhadap nasib rakyat yang 
diwakilinya. Proses untuk memenangkan seorang calon  pejabat 
politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan 
bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai, tetapi masih 
lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih 
bersifat pribadi atau kelompok. Meskipun tidak semua daerah 
mengalami hal semacam ini, namun fenomena buruk yang terjadi 
di era reformasi sangat memprihatinkan. Dalam kondisi seperti itu, 
tentu saja pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-kader politik 
sangat boleh jadi tidak berjalan secara memadai. 
Tahap Pemilu yang dalam proses pencalonan anggota DPRD 
misalnya. Tahap ini merupakan bagian internal partai politik 
peserta pemilu dalam menyiapkan calon-calon legislatif untuk 
dipersaingkan dalam pemilu. Meski demikian, pencalonan ini 
menarik perhatian publik karena sebagian caleg parpol itu akan 
menentukan kualitas kinerja DPR nasional maupun daerah yang 
kini sedang terpuruk citranya karena berbagai skandal korupsi. 
Pencalonan juga penting bagi parpol karena caleg-caleg itu akan 
menjadi satu faktor untuk menarik simpati dan selanjutnya 
dukungan suara pemilih pada Pemilu. Maka, banyak parpol besar 
atau kecil, lama maupun baru, mengajukan atau menominasi 
tokoh-tokoh populer sebagai caleg-calegnya. Mereka bukan hanya 
artis, tetapi juga pemuka masyarakat di tingkat nasional maupun 
daerah. 
Permasalahan Partai politik dihadapkan pada masalah 
pelembagaan yang cukup serius. Masalah pelembagaan partai 
politik menjadi isu serius dalam konteks pemilu anggota legislatif 
dan pilpres. Misalnya permasalahan dalam pola rekruitmen, 
yaitu kurangnya pembinaan kader, penyiapan kader, dan seleksi 
kader-kader politik, ditambah lagi dengan konflik internal dalam 
partai. Partai politik belum mencerminkan kesungguhannya dalam 
merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki 
loyalitas tinggi. Sehingga muncul permasalahan-permasalahan 
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keterwakilan partai politik di Parlemen, Perubahan sistem politik 
dari sistem otoriter Soeharto ke masa reformasi sekarang, bisa kita 
lihat secara sederhana dengan adanya peningkatan jumlah parpol. 
Namun ironis, hal ini tidak mengubah kondisi riil rakyat bawah. 
Bisa dikatakan parpol telah gagal memenuhi kewajibannya untuk 
menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat. 
Memang pada dasarnya tujuan partai politik, adalah 
sarana untuk mencapai kedudukan atas dukungan pengikut 
dan pendukungnya. Namun disisi  lain ada fungsi yang harus 
dikedepankan setelah mencapai kekuasaan yaitu, memperjuangkan 
aspirasi bagi kesejahteraan para pengikut dan pendukungnya, 
yang telah mempercayakan kepadanya melalui pemberian suara 
dalam pelaksanaan pemilu.  Tetapi permasalahan kemudian 
muncul ketika individu-individu yang terdapat dalam partai 
politik hanya berorientasi pada bagaimana cara untuk memperoleh 
kekuasaan tersebut, sehingga kekuasaan menjadi muara akhir 
dari kontestasi politik yang dikejar oleh partai politik. Sehingga 
makna luhur dari aktivitas politik yang lebih menekankan aspek 
fungsional dari politik menjadi terbengkalai, yakni melakukan 
pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai macam urusan 
umat. Aktivitas partai politik hanya berhenti pada level bagaimana 
cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya tidak demikian, 
namun harus dilengkapi pula dengan bagaimana kekuasaan yang 
telah diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dan 
untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat. 
Kemudian permasalahan yang lain adalah adanya sistem multi 
partai. Di mata rakyat, potret partai politik dalam perebutan 
kekuasaan sangat mengemuka, dibanding dengan perhatian partai 
politik terhadap rakyat. Semakin banyak partai politik, maka potret 
perebutan kekuasaan ini akan semakin menonjol. Di masa reformasi 
kebebasan berpartai kembali dibuka dan tiba-tiba jumlah partai 
politik meningkat tajam sesuai dengan tingkat keanekaragaman 
yang terdapat dalam masyarakat majemuk Indonesia. Sistem 
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multi partai ini tentu sangat menyulitkan bagi penerapan sistem 
pemerintahan presidensil untuk bekerja efektif. Hal itu, terbukti 
dalam pemerintahan yang terbentuk di masa reformasi, mulai dari 
pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, 
pemerintahan Megawati, dan pemerintahan SBY selama dua 
periode sampai ke pemerintahan Jokowi dewasa ini. 
Dengan semakin banyak partai politik hal ini membawa 
implikasi bahwa masyarakat semakin bingung untuk memilih partai 
mana yang dipercaya dapat memperjuangkan atau mewujudkan 
kepentinganya. Dengan semakin banyak partai poltik hal ini seakan 
menutup kemungkinan untuk salah satu partai memenangkan 
pemilu secara mutlak. Sehinga dengan kondisi seperti ini maka, 
kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau koalisi dalam 
pemenangan calon eksekutif baik pusat maupun daerah. Secara 
teoritis dalam melakukan koalisi partai politik akan melihat siapa 
yang akan diajak berkoalisi? Tentunya partai politik yang sepaham 
(seideologi). Karena dengan begitu maka akan lebih mudah untuk 
bekerjasama ketika banyak kesamaan nilai-nilai yang terkandung 
dalam ideologi. Sebagai contoh partai yang berideologi Islam 
dengan nilai- nilai Islam yang menjadi landasan kebijakan akan 
berkoalisi dengan partai yang berideoligi liberal dengan nilai 
kebebasan yang menjadi landasan kebijakan partai, tentunya hal 
ini akan sangat sulit menyamakan persepsi tentang banyak hal. 
Banyak hal disini seperti; bagaimana sistem ekonomi, sosial ini akan 
dijalankan, bagaimana seharusnya pemerintah dalam melakukan 
fungsi terkait hal tersebut? 17
Fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia perbedaan 
partai politik sudah semakin kabur. hal ini mungkin disebabkan 
tidak ada perbedaan yang ekstrim antar partai politik. Terjadi 
pergeseran secara ideologi yaitu mengkombinasikan nasionalis dan 
Islam yang kemudian muncul istilah Nasionalis-Religius. Selain 
17 Imam Yudhi Prasetya, Bergesernya Peran Idiologi Dalam Partai Politik, 
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hlm. .39.
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itu dipengaruhi basis massa yang akan dibidik, sebagai contoh; 
walaupun berhaluan nasionalis tetapi ingin membidik golongan 
islam untuk mendulang suara, sehingga hal ini kemudian memaksa 
untuk membuat organisasi keagamaan (Islam) atau semacamnya 
yang terafiliasi dengan partai tersebut. 18
Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka 
pendek, yaitu bagaimana mendapatkan kekuasaan. Yang seharusnya 
arah koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi partai yang 
kemudian menjadi identitas yang termanifestasi pada program 
partai tetapi yang terjadi adalah partai apapun dimungkinkan 
melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan. Yang terjadi 
adalah bukan persoalan jika kemudian bekerjasama dengan 
partai yang berbeda ideologi, asalkan hal itu mempermudah 
untuk mendapatkan kekuasaan. Dinamika Pilpres tahun 2014 di 
Indonesia terdapat dua koalisi, yang pertama Koalisi Merah Putih 
(GMP) adalah koalisisi yang mendukung Prabowo Subianto dan 
Hatta Rajasa. Koalisi Merah Putih terdiri dari partai Gerindra, 
PAN, PPP, PKS, PBB dan Partai Golkar. Yang kedua adalah Koalisi 
Indonesia Hebat (KIH) adalah koalisi partai politik di Indonesia 
yang mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Koalisi ini terdiri 
dari PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKP Indonesia.
 Koalisi yang dibentuk pada tahun 2014 itu adalah koalisi 
yang bersifat jangka pendek bukan jangka yang panjang. Perlu kita 
ketahui bahwa koalisi terbentuk karena adanya dasar kepentingan 
politik. Selain itu setiap koalisi memiliki tujuan masing-masing 
seperti halnya Koalisi Merah Putih dibentuk bukan karena hanya 
mendukung kemenangan dari pasangan Prabowo Subianto dan 
Hatta Rajasa karena tujuan mereka juga untuk mempertahankan 
pancasila sebagai ideology Negara, mempertahankan bhineka 
tunggal ika serta menjamin kebebasan warga Negara Indonesia 
untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi 
18  Imam Yudhi Prasetya, Bergesernya Peran Idiologi Dalam Partai Politik, 
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hal.39
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faktanya satu demi satu anggota Koalisi Merah Putih rontok. Yang 
pertama kali rontok adalah PPP ,selanjutnya Partai Golkar. Koalisi 
Indonesia Hebat berubah nama menjadi Koalisi Pemerintahan 
yang dimana saat itu PAN mulai bergabung di koalisi tersebut. 
Koalisi Indonesia Hebat merubah istilah menjadi Kerja Sama Partai 
Politik Pendukung Pemerintah (KP3). Perubahan istilah tersebut 
juga ada tujuannnya yaitu aktivitas Koalisi Indonesia Hebat dan 
Koalisi Merah Putih tidak menguntungkan Negara yang hendak 
melakukan pembangunan kedepannya. Karena dianggap tidak 
relevan setelah pemilihan presiden tahun 2014.19
Permasalahan juga yang sering kita lihat dari koalisi partai 
politik, dimana tidak ada keseragaman koalisi baik ditingkat 
pusat maupun didaerah. Ditingkat pusat misalnya PAN, PKS 
dan partai Gerindra selalu berkoalisi, berseberangan dengan 
oposisi yang terdiri dari PDI-P, Hanura. dan Nasdem. Tetapi di 
daerah terjadi koalisi yang beragam. Seperti yang terjadi di Pilgup 
Sulsel 2018, PAN justru berkoalisi dengan Partai PDIP. Padahal 
dalam sejarahnya PDIP dan PAN tidak pernah berkoalisi, namun 
penomena yang terjadi di Pilgup Sulsel ini, justru mereka berkoalisi. 
Ini lah yang menjadi pertanyaan besar  kenapa kemudian terjadi 
seperti ini. Koalisi bukanlah merupakan kumpulan kesepakatan 
yang sifatnya permanen dan mencakup segala sesuatu. Jadi perlu 
kita pahami terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik 
yang sifatnya sementara. Karena koalisi antar partai bisa bubar 
sewaktu-waktu karena sudah tidak menemukan manfaaat lagi 
dalam perjalanannya.
19  https://www.kompasiana.com/niltabariroh/59a75cb9dbbea40c5113ca62/
dinamika-koalisi-partai-politik-di-indonesia. Di akses pada tanggal 02 Januari 
2018. Pukul 17.00
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Hakikat Perempuan dalam 
Partai Politik
O l e h :  A g i l  P u t r a n t o
A. Pendahuluan
Wacana tentang keterlibatan perempuan dalam dunia 
politik menguat secara signifikan dalam pentas politik bangsa 
Indonesia,sejak bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan tentu 
yang penting dicatat adalah partisipasi perempuan pasca Indonesia 
menerima modernisasi. Dalam persfektif modern,partisipasi politik 
perempuan telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era 
1950-an.Dalam periode politik yang penting. Partisipasi  perempuan 
dalam politik kenegaraan mengalami pasang surut,sesuai dengan 
irama rezim yang berkuasa,pada saat sistem politik yang diterapkan 
merefleksikan spirit keterbukaan dan demokrasi. Partisipasi 
politik perempuan mengalami grafik meningkat,sementara pada 
periode politik otoriter,partisipasi politik perempuan mengalami 
problema khususnya akses mereka pada lembaga-lembaga politik 
secara bebas dan demokratis. Posisi politik perempuan Indonesia 
sebenarnya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan negara-
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negara muslim lainnya,meski demikian peran perempuan belum 
sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam persfektif 
gender.
B. Feminisme Gender
Ketika pertama kali mendengar istilah feminisme-gender,yang 
pertama kali terlintas dalam fikiran orang yaitu tentang kesetaraan 
hak antar laki-laki dan perempuan,padahal dalam membahas 
gender bukan hanya mengenai kesetaraan hak laki-laki dan 
perempuan saja. Gender sendiri adalah suatu perbedaan yang 
tampak antara laki-laki dan perempuan,biasanya berupa sifat 
dan alat kelamin.Gender menurut Ann Oakley sebagaimana 
dikutip oleh Ahmad baidowi,mendefinisikan bahwa gender 
adalah perbedaan prilaku antara perempuan dan laki-laki 
yangdikonstruksi secara sosial,diciptakan oleh laki-laki dan 
perempuan itu sendiri, oleh karena itu merupakan persoalan 
budaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ann Oakley,Gender 
adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial bahwa memang ada 
laki-laki keperempuan  dan perempuan kelaki-lakian yang mana 
lingkungan tempat dia tinggal atau mungkin teman bergaulnya 
kebanyakan ialah lawan jenisnya yang menyebabkan sifat alamiah 
kemudian berubah. sebagai gerakan perempuan,tapi feminisme juga 
merupakan suatu pemikiran. Rosemarie Tong membagi pemikiran 
feminisme pada beberapa aliran ,yaitu; liberal, marxis, radikal, 
psikoanalstis, sosialis, eksistensialis.
1.  Feminisme liberal
  Feminisme liberal muncul pada abad ke-18. Gerakan ini 
menuntut persamaanpendidikan antara perempuan dan laki-
laki. Laki-laki dan perempuan memiliki sifat dasar(human 
nature)yang sama rasionalitas. Mary Wollstonecraft 
mengatakan bahwa rasionalitas adalah kemampuan yang 
membedakan antara manusia yang berakal budi dan 
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binatang,perempuan juga mempunyai kapasitas rasionalitas.
dengan demikian,perempuan harus diberi kesempatan 
pendidikan yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal abad 
ke-19 memperjuangkan hak perempuan sebagai warga negara 
agar memiliki kesempatan yang  sama dengan laki-laki dalam 
hal pendidikan,kesempatan kerja dan pengajian,kesamaan 
dalam formasi dan aturan administrasi melalui badan 
legislatif,pengadilan dan eksektutif.
2. Feminisme marxis 
  Feminisme marxis percaya bahwa konsep kelas merupakan 
konsep terbaik untuk menerangkan fungsi dan status perempuan. 
Marxis menolak teori feminisme liberal terhadap sifat dasar 
manusia (human nature). Ia mengatakan bahwa yang membuat 
kita sebagai manusia adalah memproduksi perlengkapan 
kehidupan. Manusia dibedakan dengan binatang karena 
manusia secara sadar memproduksi kebutuhannnya,sedangkan 
binatang aktifitasnyaberdasarkan insting.bagi marxis,kekuatan 
material(produksi dan reproduksi kehidupan sosial)merupakan 
penggerak utama sejarah.
3.  Feminisme sosialis
  Feminisme sosialis lahir akibat ketidakpuasankarakter 
pemikiran feminisme marxis yang buta gender. Kegigihan 
feminisme marxis dalam pembebasan atas penindasan perempuan 
tidak sekuat pembebasan pekerja. Feminime sosialis kontemporer 
meyakini bahwa kehidupan masyarakat kelas bukan penyebab 
penindasan terhadap kaum perempuan,meskipun pada 
masyarakat diyakini perempuan masuk dalam angkatan kerja 
dan secara ekonomi mandiri dari laki-laki,sehingga perempuan 
sosialis sebagaimana perempuan kapitalis masih tetap ada dalam 
genggaman patriarkal. Menurut pandangan feminisme sosialis, 
ketidakadilan bukan akibat perbedaaan biologis laki-laki dan 
perempuan. Akan tetapi,diakibatkan penilaian dan anggapan 
terhadap perbedaan itu.
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C. Perempuan Sebagai Pemimpin Harapan Masa Kini
Salah satu impian yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan 
adalah bertambahnya pemimpin perempuan. Terbukanya 
kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam 
pengambilan keputusan, selama ini pemimpin selalu dikaitkan 
dengan sikap laki-laki atau maskulin yang menunjukan sikap lakil-
laki secara dominan.Dalam hal ini perempuan belum secara otomatis 
mendapatkan hak dan kedudukannya.seseorang yang mempunyai 
kedudukan,belum tentu ia memiliki hak yang seharusnya mengikuti 
kedudukannya tersebut. Perempuan mempunyai kedudukan yang 
sama dalam melaksanakan pembangunan,namun hak perempuan 
dalam bidang itu belum tentu sama dengan laki-laki. Perbedaan 
yang tidak dinyatakan secara jelas tersebut,membuat kabur 
pandangan tentang gerakan perempuan.
Kemampuan menggunakan intuisi pada dasarnya berarti 
memanfaatkan kemampuan mental dan intelektualseseorang. 
Intuisi sering bekerja dengan tiba-tiba secara holistik. Apabila 
intuisi bekerja,intuisi bekerja dengan baik. Seseorang bisa dengan 
tiba-tiba saja mampu memahami totalitas situasi yang dia hadapi.
Dengan intuisi bekerja dengan baik tiba-tiba seseorang bisa 
melihat,merasakan,mengalami berelasi dengan lingkungannya 
secara total,terlebih lagi apabila kemampuan itu ditambah dengan 
kepribadiaanya yang jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan 
membuat hati bersih,dan peka terhadap sentuhan apapun. Sifat 
intuitif ini dimiliki oleh hampir semua perempuan,sehingga dalam 
pengambilan keputusan atau tugas pokok pemimpin,perempuan 
sudah punya modal utama (A.Nunuk P .Murniati,2004:55-59)
D. Pemimpin Politik Perempuan Pertama di 
Indonesia: Megawati  Soekarnoputri
Tidak banyak pemimpin ditanah air yang seberuntung 
Megawati. Kehadirannya dalam pentas nasional terhitung 
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belum lama,namun ia sudah menempati posisi khusus,membawa 
kegairahan baru,serta menjadi pusat berita. Ia menjadi wanita 
pertama yang memimpin partai politik sepanjang sejarah orde 
baru.lebih dari itu,ia pemimpin partai yang terpilih karena 
desakan arus bawah dan bertahan walau terus digoyang oleh 
lawan politik nya dan dihantam aneka isu. Jika pencalonannya 
menjadi anggota presiden menjadi kenyataan,walau ia tidak 
terpilih,niscaya ia menjadi orang pertama pula yang berkompetisi 
dalam pemilihan presiden sepanjang sejarah Indonesia. Ini berarti 
ia tak hanya hadir dalam sejarah,melainkan juga membuat sejarah. 
Namun kini Megawati berada pada titik jalan yang bercabang 
dua,jalan mana yang ia tempuh akan menentukan tidak hanya 
karir politik pribadinya,melainkan juga kondisi politik nasional. 
Lingkungannya boleh jadi ia diarahkan untuk memainkan peran 
politik sebagaimana yang di mainkan oleh Cory Aquino dalam 
periode agustus 1983 sampai februari 1986 di philifina.
Megawati memang dapat memainkan simbol moral yang 
sama. Namun, situasi politik Indonesia 1996-1997 agaknya 
berbeda dengan Filipina 1985-1986.Jadi, upaya pemberdayaan 
perempuan semacam itu menunjukkkan adanya political will dan 
pemerintah yang apresiatif  terhadap perkembangan pengaruh 
utaman gender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa 
dilihat sebagai perkembangan yang menggembirakan bagi aktivis 
perempuan yang konsen menunjukan bahwa selama orde baru 
perempuan mengalami pembiusan dan kooptasi organisasi-
organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya.
Masih belum optimalnnya kesetaraan dan  keadilan gender 
ini bisa dibaca pada realitas partisipasi perempuan dalam 
jabatan-jabatan di Indonesia ini masih sangat minim dan begitu 
memprihatinkan padahal sudah ada ambang batas kuota buat 
perempuan namun kuota 30% itu masih belum terpenuhi baik 
kader maupun dalam parlemen sendiri.
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Perempuan Dalam Partai 
Politik (PDIP)
O l e h :  E v i  Ta m a l a
A. Pendahuluan
Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. 
Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang 
perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, 
maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang 
menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah 
di pihak lain. Pada awal perkembangannya , pada akhir dekade 
18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan 
politik di pusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam 
parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, 
mempertahankan  kepentingan kaum bangsawan terhadap 
tuntutan-tuntutan raja.
Akhir abad ke -19 lahirlah partai politik, yang pada masa 
selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat 
di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai semacam ini 
dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam 
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pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua partai 
pemilihan umum biasanya kurang aktif. 
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.1
B. Partai PNI, PDI, dan PDIP
PDI  yang kemudian menjadi PDIP merupakan fusi dari 5 
parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. 
Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan 
sejarah perkembangan yang sangat berbeda. PNI adalah partai yang 
dibentuk di Kediri pada 29 januari 1946 yang merupakan fusi dari 
Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), PNI Pati, PNI Madiun, Partai 
Kedaulatan Rakyat Yogya, PNI Palembang, PNI Sulawesi, Partai 
Republik Indonesia (PRI) Madiun, serta beberapa partai lokal kecil 
lainnya. Fusi dilakukan ketika diselenggarakannya Kongres Serindo 
I di Kediri, 29 Januari s/d 1 Pebruari 1946. Partai ini berasaskan 
Sosio-nasionalisme-demokrasi (Marhaenisme), suatu azas, ideologi, 
dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno yang ditujukan 
untuk menghapuskan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. 
Penggunaan azas ini mencerminkan keinginan para pendirinya 
untuk mengasosiasikan diri dengan Bung Karno sebagai pendiri 
PNI di masa lalu. Massa pendukung PNI terutama adalah kaum 
abangan, seperti disebut Rocamora, yang memiliki sistem patron-
client dan petani non radikalisme. Sumber dukungan pedesaan ini 
terutama bertumpu pada elit desa (para pamong dan lurah) dan 
1 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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juga birokrasi pemerintahan. Partai ini adalah partai massa –bukan 
partai kader atau partai program– karenanya massa aksi menjadi 
salah satu alat politik penting. Tujuan PNI adalah mewujudkan 
masyarakat sosialis, yakni suatu masyarakat yang berdasarkan 
kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. PNI adalah partai dengan 
perolehan suara terbanyak pada Pemilu 1955. Karenanya, aturan 
tak tertulis yang disepakati dalam proses fusi memberikan hak 
utama kepada tokoh PNI untuk menduduki posisi Ketua Umum 
PDI.2
Adanya partai ini ibarat anak haram yang kelahirannya 
tidak dikehendaki tapi tak pula terhindarkan. Kewajiban bagi 
Orba untuk membangun citra diri sebagai rezim demokratis 
mengharuskannya untuk menerima ide tentang partai politik.
Yang akibatnya, kedatangan PDI bukannya dalam kerangka untuk 
merealisasi komitmen bangsa untuk menjadi sebuah sistem politik 
yang demokratis, tapi justru untuk memenuhi secara simbolik status 
Indonesia sebagai negara demokratis  karena punya partai politik 
dan parlemen di mata internasional. 
Menarik ketika kita membahas mengenai kader dan pengurus 
yang namanya naik daun dan menjadi top of mind dari partai ini 
tentu sangat menarik untuk terus diikuti apa lagi salah satu kader 
yang menjadi tokoh terkemuka dan tidak pernah lepas ketika 
menyebut partai ini adalah ketua umum pertamanya sekaligus 
presiden pertama perempuan Indonesia, beliau adalah putri 
kandung dari sang proklamator presiden pertama RI yakni ibu Dr. 
Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau lebih 
akrab di panggil dengan ibu Megawati. 3
1. PDIP dan Perempuan
Dr.Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau 
yang lebih dikenal dengan Megawati Soekarnoputri merupakan 
2 
3 
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presiden wanita pertama Indonesia yang menjabat dari 23 Juli 2001 
hingga 20 Oktober 2004 dan Beliau merupakan putri dari pasangan 
presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan Fatmawati. 
Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. 
Sebelum menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri adalah wakil 
presiden RI ke-5 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 4
Beliau merupakan tokoh yang sangat melekat dipikaran 
masyarakat dan para pakar politik ketika ingin membedah dan 
berbicara lebih jauh tentang PDIP bagaimana tidak sosoknya 
yang sampai saat ini masih menjadi presiden wanita satu-satunya 
yang kokoh melenggang dan terlegitimasi menjadi presiden 
menggantikan Abdurrahman, meskipun ia terpilih menggantikan 
Abdurrahman setelah  lengser atau dilengserkan secara tidak 
terhormat atau bahkan lebih santer dengan dugaan kudetaPolitik 
dan merupakan proses politik yang cacat namun secara regulasi 
struktur hal tersebut tetap melegitimasi secara sah dan Megawati 
sebagai presiden. Tak dapat dipungkiri bahwa kemunculan 
Megawati sebagai delegasi PDIP menjadi 01 di negeri ini telah 
mengangkat citra dan kepercayaan masyarakat akan kinerja dan 
eksistensi partai PDIP sebagai pengemban amanah rakyat.
Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai 
partai politik di negara yang yang demokratis dan negara otoriter. 
Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas 
atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demorasi 
partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatntya 
pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara 
untuk partisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan 
memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya 
di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, 
tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.
4 http://www.infobiografi.com
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2. Hak asasi perempuan
Ruang gerak perempuan dalam dunia politik masih sangat 
minim terutama di Indonesia, mengingat masih kentalnya nilai 
patriarki, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi dibatasi 
karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran laki-laki 
dan perempuan, dimana peran perempuan hanya dilingkup dapur, 
anak, kasur, dan urusan rumah tangga lainnya. Sedangkan, laki-laki 
dianggap lebih mampu dalam dunia politik karena lebih tegas dan 
mampu dalam memimpin. Pemikiran ini jelas sangat membatasi 
perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik disamping 
itu, rendahnya dorongan dari partai politik kurang memberikan 
peluang kepada kaum perempuan sehingga dianggap tidak peka 
gender mengakibatkan kaum perempuan merasa di intimidasi dan 
diremehkan.
Menurut Melliana (2006) Dalam hal kepemimpinan,posisi 
perempuan masih sering dihadapkan pada posisi laki-laki. Perempuan 
dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan 
kekuasaan. sehingga peran publik yang seharusnya bisa juga 
dilakukan oleh perempuan seolah-olah hanya menjadi monopoli 
laki-laki. Sedangkan perempuan dipojokkan ke dalam urusan 
urusan reproduksi seperti menjadi ibu rumah tangga. Pembatasan 
pembatasan inilah yang menjadi dasar keinginan baru bagi perempuan 
untuk ikut serta terlibat dan berpartisipasi disektor publik, oleh 
karena itu mereka menuntut hak yang sama dengan laki-laki, seperti 
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pendidikan tinggi dan 
sebagainya agar dapat bersaing memasuki wilayah kepemimpinan 
yang selama ini lebih didominasi oleh laki-laki. Usaha ini nampaknya 
telah mendapat dukungan dengan adanya berbagai undang-undang 
yang melarang segala bentuk diskriminasi.
Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban 
masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ia 
berada. Seorang buruh bangunan memiliki hak untuk mendapakan 
gaji ketika ia telah melaksanakan kewajibannya. Baik laki-laki 
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maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama, ketika laki-
laki bisa bersekolah keluar negeri hal sama pun bisa dilakukan 
seorang perempuan. Gerakan feminisme kemudian merefleksikan 
keberadaan seorang wanita ditengah hegemoni laki-laki. 
Sikap patriarki atau lebih mengutamakan laki-laki ketimbang 
perempuan seolah menjadi hal yang kemudian diamini oleh 
masyarakat umumnya. Di Barat gerakan feminisme lahir dengan 
konsep yang berbeda-beda, ada yang lahir karna faktor hegemoni 
kapitalisme terhadap kaum buruh yang mengakibatkan terjadinya 
eksploitasi terhadap perempuan. Ada pula yang lahir karna faktor 
dominasi laki-laki sehingga peranan perempuan tidak terlalu 
diperhatikan. Indonesia adalah  contoh negara dengan regulasi 
yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakatya. Semua 
masyarakat memiliki kesempatan yang sama baik pendidikan 
maupun diranah pemerintahan.
 Dalam pasal 28 d ayat 3 yang berbunyi “ semua masyakat 
memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan” tanpa 
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang miskin dan 
yang kaya. Salah satu buktinya adalah dengan adanya ruang bagi 
perempuan diranah pemerintahan sebanyak 30 %, namun hal ini 
belum mampu dimaksimalkan secara keseluruhan karena masih 
banyaknya sikap parokial dan kaula terhadap perempuan. Bahkan 
Indonesia mampu merdeka ditangan para penjajah sebab adanya 
peran perempuan disana misalnya ibu Kartini, Cut Nyak Dien yang 
rela mengorbankan nyama demi kemerdekaan semata.
Padahal ketika kita melihat rekam sejarah perempuan 
Islam disana tertampang sebuah nama yang bernama Aisyah.
Aisyah adalah istri nabi yang dalam perjalanan hidupnya pernah 
memimpin subuah perang yaitu perang basrah. Dari sejarah ini kita 
bisa mengambil hikmah bahwa semua manusia terlahir sebagai 
khalifah atau pemelihara alam semesta.
 Karena didalam Al-qur’an Allah SWT menjelaskan dengan 
menggunakan khalifah artinya baik laki-laki maupun perempuan 
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semuanya adalah pemimpin. Tinggal bagaimana memaksimalkan 
potensi yang ada dengan melakukan hal yang berguna. Dalam 
firmannya menjelaskan “ khairunnas anfauhum linnas” sebaik-
baiknya manusia adalah mereka yang bermanfat terhadap 
sesamanya.
Daftar Pustaka
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT. gramedia 
Pustaka Utama, 2015.
Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 
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Perempuan Dalam Partai 
Politik
O l e h :  M u h .  F i k r i  F u n n a
A. Pendahuluan
Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari 
image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. 
Image yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah 
konsep-konsep stereotipe tentang perempuan di berbagai sektor, 
termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Image yang 
kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya 
“ditarik” ke dunia publik —termasuk di dunia politik— bahwa 
perempuan “tidak layak” mempimpin karena perempuan tidak 
rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang 
bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang 
akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai 
sektor.
Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia 
telah tumbuh sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 
1928. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan 
79Peran dan Pola Requitment Partai Politik
penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pemilu 
1955 dimana mereka memiliki hak memilih dan dipilih. Pengakuan 
yang sama hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. 
Pengakuan tersebut ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum 
dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-
hak politik mereka.
Hak parempuan untuk ikut serta dalam ranah politik telah 
dijamin dalam beberapakonvensi internasional. Meski demikian, 
menerjemahkan hak yang abstrak menjadi suatuhal yang nyata 
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh di lapangan. Partai 
politikadalah kunci partisipasi perempuan dalam politik, karena 
partailah yang merekrut danmemilih calon untuk pemilihan dan 
menentukan agenda kebijakan suatu negara. Meskidemikian, 
dalam partai politik perempuan cenderung lebih terwakili di 
tingkat akarrumput atau dalam jabatan pendukung namun 
kurang terwakili dalam jabatan yangmemiliki kekuasaan. Tanpa 
adanya akses ke jaringan yang berpengaruh, dan dengansumber 
daya yang terbatas, terbatasnya teladan dan mentor, terkadang 
bahkankurangnya dukungan masyarakat dan keluarga, dapat 
dipahami bahwa partisipasiperempuan dalam partai politik masih 
jauh lebih rendah dibanding laki-laki.
 Bagi perempuan, konsep demokrasi dapat menjadi satu 
hal yang sangat diidamkan namun sekaligus juga mimpi buruk. 
Demokrasi yang diwariskan melalui tradisi Yunani, jelas tidak 
mengikutkan perempuan dan budak. Bahkan kaum liberal awal 
dengan mudahnya mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 
hak yang sama tanpa mengaitkan bahwa perempuan juga berharap 
dapat memilih dalam pemilihan umum. Terkadang demokrasi juga 
digunakan sebagai justifikasi akan superioritas suku, agama dan 
gender tertentu (2004 : 4).
Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi 
bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan 
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serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial 
dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional 
(hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan 
tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga 
dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, 
kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta 
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. 
Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk 
menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk 
mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber 
daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan 
penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil 
sumber daya.
Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat 
menyebabakan subordinasi terhadap perempuan terutama 
dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu kurang 
rasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa 
tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya 
sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang 
penting.5Gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam 
relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat 
di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan 
mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan isteri sampai 
pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam 
politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, 
mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana 
sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, 
migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam 
partai politik.
5 Khusnul Khotimah,Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam 
sektor pekerjaan, 2009.
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Sudah saatnya perspektif gender masuk pada segala kehidupan, 
terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. 
Jika hal tersebut selama ini belum sempat dilakukan tak lain 
adalah karena kehidupan sosio-politik Indonesia hanya dilihat dari 
“kacamata” laki-laki. Sementara warga perempuan sendiri kian 
terpinggirkan dan dianggap tidak layak memasuki bidang politik. 
Politik dianggap sebagai dunia yang kejam dan kotor.
 Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang politik, 
gerakan perempuan sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan 
hak-hak politik yang erat kaitannya dengan proses transformasi 
sosial yang identik dengan transformasi demokrasi (2004). Gerakan 
perempuan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan antar 
sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan 
saling menghargai.
Partai politik adalah sarana utama dan langsung bagi 
perempuan untuk dapat meraih jabatan terpilih danpimpinan 
politik, oleh karena itu, struktur, kebijakan,praktek dan nilai 
partai politik memiliki dampak mendalamterkait tingkat partisipasi 
perempuan dalam kehidupan politiknegara mereka.
Rekrutmen politik adalah suatu cara untuk menyeleksi warga 
negara untuk dijadikan calon-calon pemimpin, partai politik 
berperan penting dalam dalam menentukan proses ini karena 
partai politik lah yang berhak untuk untuk menyeleksi orang 
yang memiliki bakat dalam bidang politik baik dari internal 
partai maupun dari eksternal partai. Fungsi rekrutmen politik 
sangatlah penting bukan hanya dari segi legitimasi kewenangan, 
tetapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada 
berbagai lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah 
agar orang-orang yang di rekrut nantinya memiliki kualitas untuk 
melaksanakan jabatan itu.
 Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah 
alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang 
kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola 
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dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, 
dalam prinsip kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu 
sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan 
semua kecemasannya.
Partai Politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat 
seperti Inggris dan Perancis pada akhir abad 18-an. Kegiatan-
kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam 
parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, 
mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap 
tuntutan-tuntutat raja. Dengan meluasnya hak pilih, maka kegiatan 
politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya 
panitia –panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para 
pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Maka pada akhir 
abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya 
berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat di satu pihak 
dengan pemerintah di pihak lain.
Partai yang mempertimbangkan partisipasi politik 
perempuansecara serius mendapatkan manfaat dari posisi 
pemilihanyang lebih kuat, akses ke kelompok pemilih baru, 
hubunganyang lebih kuat dengan konstituen dan dapat 
membawawajah dan gagasan baru dan citra yang bersemangat 
dan berenergi di era dimana pemilih mulai lesu. Beberapa hasilnya 
cukup dramatis, terkadang sedikit danterkadang progresif, namun 
hasil keseluruhan untuk partaipolitik adalah keuntungan yang 
diperoleh di setiapkasus.
Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan 
dalam politik. Pertama masalah keterwakilan perempuan yang 
sangat rendah di ruang publik. Dan kedua, masalah belum 
adanya platform partai yang secara konkrit membela kepentingan 
perempuan. Kalangan feminis sendiri meyakini bahwa tempat lebih 
banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan 
“angin segar” dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, 
korup dan patriarki. 
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Keterlibatan kader atau anggota di partai politik merupakan 
salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik menjadi eksekutif 
maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan dalam 
struktur kepengurusan partai politik dipengaruhi oleh struktur sosial 
dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan di 
wilayah domestik sedangkan posisi laki-laki cenderung di wilayah 
publik.  
Dekonstruksi posisi dan peran perempuan yang menjadi 
agenda gerakan feminis bertujuan untuk menunjukkan eksistensi 
diri merekaa di ranah publik6.Salah satu implementasi nyata 
bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 
1955 dimana perempuan yang memenuhi persyaratan untuk 
memilih dan dipilih telah ikut serta dalam kegiatan politik yang 
sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam 
berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang 
tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi 
kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh.7
Undang-undang RI no.39 tahun1999 tentang Hak Asasi 
Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, 
pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan 
di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan 
perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dangan telah 
diratifikasinya. Konvensi hak-hak Politik Perempuan. Ketentuan 
dalam konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti 
berikut:
1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua 
pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, 
tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih 
6 Syarifuddin Jurdi, Kekutan-Kekuatan Politik Kontestasi Ideologi dan 
Kepentingan, Jakarta: 2016, hlm. 214.
7 Isbodroini,1993.
84 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat 
yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan 
menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional 
dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.8
Pada UU No. 2 thn 2008, telah ditentukan secara tegas 
mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan 
suatu partai politik. Sementara pada UU No. 10 Thn 2008 memiliki 
prinsip yang sama, yaitu adanya affirmative action, dimana minimal 
harus terdapat 30 persen perempuan di DPR. Dalam pasal 2 dan 
pasal pasal 20 UU no. 2 thn 2008 tentang partai politik, disebutkan 
mengenai sistem keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan 
perempuan dimaksud terdapat, baik didalam kepengurusan partai 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan kuota 
minimal 30 persen. 
Hal ini juga didukung oleh adanya pasal 65 ayat 1 menegaskan 
bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah 
pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan terus 
dianut dalam undang-undang pemilu. 
Affirmative action terhadap perempuan pada partai politik, 
tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik 
baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-
kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya 
di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 
ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: „PartaiPolitik dapat menjadi 
peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratanmenyertakan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilanperempuan 
pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.
8 Romanysihite, perempuan, kesetaraan, keadilan, suatu tinjauan, 
berwawasan gender, Jakarta: 2007.
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Pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action 
agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif 
adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% 
keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 
menyatakan: Daftar bakal calonsebagaimana dimaksud pada Pasal 
52 memuat paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan 
perempuan. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur 
mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik 
peserta Pemilu. Dengan demikian, affirmative action keterwakilan 
perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk 
DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD 
Kabupaten/Kota. 
Ketentuan lebih maju lagi dalam affirmative action adalah 
adanya penerapan zipper system. Sistem tersebut mengatur bahwa 
setiap 3 (tiga) bakal calon terdapt sekurang-kurangnya 1 (satu) 
orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 
menyatakan: „Di dalam daftar bakalcalon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calonterdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Pada ayat (1) 
mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon 
disusun berdasarkan nomor urut.
Bagi partai politik, usaha yang lebih aktif perlu digalakkan 
untuk merekrut lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan 
partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPD dan DPP. Salah 
satu partai sudah mulai melakukan hal ini, yakni PDI perjuangan 
sejak tahun 1987 mengharuskan memilih kandidat perempuan 
sebagai caleg nomor tiga di tingkat DPD dan caleg no lima di 
tingkat DPC. Akan tetapi, sekali lagi kenyataan tidak seindah 
yang dibayangkan. Perempuan juga harus diyakinkan bahwa 
mereka harus bersedia memajukan dirinya sebagai kandidat karena 
tanpa partisipasi penuh dari perempuan cita-cita untuk kemajuan 
perempuan tidak akan tercapai. Persoalannya, ternyata tidak hanya 
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pada “mau” dan “tidak mau”. Kandidat perempuan yang maju 
mencalonkan diri atau dicalonkan juga harus “jatuh bangun” 
dan “habis-habisan” untuk melakukan kampanye. Jika tidak 
mempunyai modal besar, tampaknya sulit mewujudkan impian.
Pemilu 2004 merupakan ajang yang cukup konstruktif untuk 
menguji sejauh mana keseriusan partai untuk memberi ruang yang 
cukup kondusif bagi perempuan, karena ditahun sebelumnya yaitu 
pada bulan Februari tahun 3003, kuota perempuan disahkan.
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Partai Politik dan Pemilu
O l e h :  A .  D h e a  F i r d a y a n a
A. Pendahuluan
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.1
Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan 
penting dalam sistem politik suatu negara yang menganut sistem 
politik demokrasi. Karena proses ini menenetukan orang-orang 
yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu 
melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu tercapai 
tidaknya tujuan atau sistem politik yang baik tergantung pada 
kualitas rekrutmen politik.Salah-satu fungsi partai politik adalah 
melakukan rekrutmen politik, yaitu merekrut orang-orang 
1 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, 
serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk 
dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin.
Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah 
dengan menarik golongan muda untuk dididik dijadikan kader. 
Dari para kader ini akan tampak anggota-anggota yang mempunyai 
yang mempunyai bakat yang di orbitkan menjadi calon-calon 
pemimpin. Pemimpin dalam konteks ini adalah menjadi anggota 
lembaga perwakilan rakyat. 
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan 
membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang 
yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi 
mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa 
lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang 
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh 
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) 
dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat 
oleh para sarjana salah satu contohnya, Menurut Neuman, partai 
politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan 
kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga 
pemerintahan yang resmi.
B. Fungsi Partai Politik
Di Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya 
sesuai hakikatnya pada saat kelahirannya yakni, menjadi wahana 
bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan 
bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. 
Salah satu fungsi partai di negara demokrasi yakni sebagai 
sarana rekrutmen politik fungsi ini berkaitan erat dengan masalah 
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seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun 
kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan 
internalnya setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena 
hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang 
mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. 
Dengan mempunyai kader-kader yang baik partai tidak akan sulit 
menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk 
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga 
berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. 
Maka ia berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk 
menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi 
massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan 
buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, 
kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekruitmen politik 
menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan 
salah satu untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada 
beberapa cara untuk melalukan rekruitmen politik, yaitu melalui 
kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.
C. Reqruitmen Politik
Rekruitmen politik adalah suatu bentuk pengangkatan partai 
kepada invidividu atau kelompok orang untuk masuk kedalam 
partainya. Perekrutan politik berlangsung melalui pemilu calon 
peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh 
suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, 
penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.
Menurut teori Almond dan Powell prosedur-prosedur 
rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu :
1. Prosedur tertutup.
  Artinya prosedur ini kuasa penuh dalam pemilihan 
calon dilakukan pada elite yang ada tidak diberikan kepada 
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masyarakat untuk memilih secara langsung calonnya yang 
dianggap bisa menduduki suatu jabatan politik.
2. Prosedur terbuka.
  Artinya setiap  masyarakat diberikan haknya untuk 
memilih siapa saja calon yang dikehendaki menjadi pemimpin 
didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari 
kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-
teranagan. Dikenal dengan sebutan LUBER ( langsung, umum, 
bebas, dan rahasia.) dan JURDIL ( jujur, dan adil)
D. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif atau legislature mencerminkan salah-satu 
fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. 
Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan 
unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah 
publik). Kemudian dikenal lagi dengan sebutan parliament,  yakni 
suatu istilah yang menekankan pada penalaran atau perkataan. 
Sebutan lainnya mengutamakan representasi atau keterwakilan 
anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representatif Body 
atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan 
dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan 
simbol dari rakyat yang berdaulat.
E. Kriteria Anggota Legislatif
1. Social background : faktor ini dipengaruhi oleh status keluarga 
calon anggota legislatif dalam dalam bidang ekonomi.
2. Political sozialization : merupakan suatu proses yang 
menyebabkan sesorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas 
yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
3. Initial political activity : fator ini menunjuk kepada aktivitas 
atau pengalaman politik calon elite selama ini.
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4. Apperenticeship : faktor ini menunjuk langsung pada proses 
masa percobaan dari calon elite ke elite yang lainnya 
5. Occupational variables : calon elite dilihat pengalaman kerjanya 
dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan 
dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
6. Motivation : orang yang termotivasi untuk aktif dalam kegiatan 
politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka 
terhadap isu-isu politik yang ada.
7. Selection: faktor ini menunjukkan pada mekanisme politik 
yaitu, rekrutmen terbuka 
Bagian kedua
A. Tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten /kota
PASAL 65
1. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupen/Kota untuk 
setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30%
2. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon 
sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah 
kursiyang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
3. Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota sebgaimana dimaksud pada ayat { 1 } dan { 
2 } dilakukan dengan ketentuan :
4. Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU
5. Calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU 
Provinsi Yang bersangkutan dan calon anggota DPRD 
Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan.
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Pasal 66
Pengajuan calon anggota DPD dilakukan dengan ketentuan:
1. Calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi 
dengan menyebutkan Provinsi yang diwakinya.
2. Calon menyerahkan persyaratan sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 60, Pasal 63,  dan Pasal 64. Kepada KPU dan batas 
waktunya ditetapkan oleh KPU.
Pasal 67
1. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan 
hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 
mekanisme internal partai politik.
2. Partai politik peserta pemilu menyerahkan nama-nama 
calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat beserta 
kelengkapan administrasi calon anggota KPU, KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota yang batas waktunya ditetapkan 
oleh KPU.
3. Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap 
daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh 
partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya.
4. Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk 
setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU.
5. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara KPU, 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan 
dan mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah 
pemilihan.
6. Prosedur format kelengkapan administrasi, dan tata cara 
pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.
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Pasal 68
1. Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib 
menyerahkan :
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai 
politik sesuai dengan tingkatannya. 
3. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR, 
DPRD Provins, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Daftar riwayat hidup setiap calon. 
5. Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh 
calon yang bersangkutan. 
6. Fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang 
dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada 
KPU, dan
7. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
dan Pasal 62.
8. Perseorangan yang mencalonkan diri sebgai anggota DPD 
wajib menyerahkan :
9. Surat pencalonan bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh 
yang bersangkutan
10. Daftar riwayat hidup.
11. Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditanda-tangani oleh 
calon yang bersangkutan.
12. Fotokopi bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimilikinya 
dari instansi yang berwenang kepada KPU.
13. Keterangan atau data berkenaan dengan dukungan pemilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [1] dan ayat [2], 
dan
14. Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60, Pasal 63 dan Pasal 64.
15. Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
[1] dan ayat [2] ditetapkan oleh KPU.
16. Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada 
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ayat [1] dan ayat [2] disampaikan kepada :
17. KPU untuk calon anggota DPR dan DPD. 
18. KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi, dan
19. KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota,
20. Penelitian terhadap kelangkaan dan penetapan atas keabsahan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] 
dilakukan oleh: 
21. KPU untuk calon anggota DPR dan DPD.
22. KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi, dan
23. KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota.
24. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian 
kelengkapan dan keabsahan data calon sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 68 ayat [1] dan ayat [2] , KPU, KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian kepada 
pengurus partai politik beserta pemiku dan calon perseorangan 
DPD.
25. Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat 
calon sebagaimna dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2], 
penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pengurus 
partai politik beserta pemilu. 
26. Kesempatan untuk melengkapi data dan/atau memperbaiki 
syarat calon atau mengajukan calon lain dilakukan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat [7] diterima.  
Pasal 69
1. Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 
67, dan Pasal 68 ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
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Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat [1] diumumkan dalam berita negara/lembaran 
daerah dan dipublikasikan melalui media massa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal waktu 
pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU
Pasal 70
Jenis, bentuk dan ukuran formulir untuk keperluan pencalonan 
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.
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Peran Partai Politik dalam 
Negara Kapitalisme yang 
Berwujud Demokrasi
O l e h :  E d i
A. Pendahuluan
Partai politik adalah merupakan salah satu alat untuk 
mencapai tujuan politiknya. Sebagai alat yang paling ampuh dala 
perkembangannya partai telah menampakkan sejarahnya yang telah 
mengalami pasang surut pada kurun dan tempat tertentu, tergantung 
kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu 
warisan dari dunia barat maka persepsi masyarakat terhadap partai 
juga terpengaruh pada kebudayaan yang melahirkan itu. Seperti 
halnya di negara Indonesia adalah sebuah negara yang menganut 
sistem Demokrasi menjadikan Partai Politik itu sebagai sebagai 
kelengkapan utama serta instrumen yang wajib ada dan terjaga 
eksistensinya. Pembahasan terkait Negara Demokrasi itu tidak 
bisa terlepas dari Partai Politik dalam  di dalamnya, karena partai 
politiklah yang memiliki peranan penting dalam memainkan arah 
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Demokrasi itu sendiri. Partai politik yang memiliki peran penting 
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, dimana Partai 
politiklah yang kemudian salah satu alat yang mampu mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan masyarakat dalam negara demokrasi 
itu sendiri dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan 
masyarakat untuk dijadikan kebijakan publik. Oleh sebab itu sehat 
tidaknya sistem demokrasi dalam sebuah negara itu tidak terlepas 
dari bagaimana Kondisi Partai Politik yang ada dalam sebuah negara 
tersebut. Akan tetapi ketika kita meninjau tentang realitas yang ada 
terkhusus di negara Indenesia bahwa lemahnya tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap Partai Politik yang ada saat ini yang disebabkan 
oleh banyaknya kader-kader Partai Politik yang melakukan praktik-
praktik korupsi dan kasus pelanggaran hukum lainnya.
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.2
Perkembangan kekuatan modal hari ini itu kemudian 
mempengaruhi segala yang ada ulai dari Sistem dalam sebuah 
negara hingga pada kehidupan masyarakat dalam sebuah negara itu 
sendiri. Peran Pengusaha (kapitalisme) dalam tataran pemerintahan 
adalah sebuah fenomena dalam negara indonesia pada khususnya. 
Terlepas dari kekuatan Partai Politik, kekuatan modal itu kemudian 
menjadi sebuah kekuatan politik yang baru dan berkembang sangat 
pesat dalam perpolitikan di negara indonesia. Tidak bisa kita 
nafikan bahwa pentingnya many politik dalam setiap momentum 
pesta demokrasi membuat para kontestan politik itu berlomba-
lomba mencari para pengusaha (kapitalisme agar bisa memberikan 
2 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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bantuan berupa penguatan modal untuk mampu mencapai tujuan 
politiknya. Tidak jarang pula kita temukan pengusaha dan bahkan 
Celebrity itu ikut meramaikan setiap pesta demokrasi ditingkat 
daerah dikarenakan kekuatan modal yang mereka miliki.
Dalam  sistem demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan 
yang pada dasarnya paling Ideal untuk menciptakan kesejahteraan 
rakyat, sebab Sistem demokrasi memberikan Ruang Anspirasi 
kepada masyarakat (memiliki hak untuk menyapaikan keluhan\
pendapat) sehingga proses pembentukan kebijakan dalam sebuah 
negara itu harus sesuai kondisi masyarakat (non-kontradiktif). Ketika 
dalam sebuah negara Demokrasi itu tidak mampu mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial, maka nilai-nilai demokrasi itu 
sendiri akan mengalami pergeseran makna dan akan tercedarai 
secara eksistensialnya. Ketika kita menarik sebuah tesis dari apa yang 
kemudian ada terkait relevansi antara partai politik dan pengusaha 
(kapitalisme) dalam sebuah negara demokrasi bahwa tercedarinya 
hak-hak dan kepentingan Rakyat itu tidak terlepas dari bagaimana 
arah kebijakan itu, begitu jelas arahnya kenijakan tersebut ketika 
terjadi sebuah kospirasi besar-besaran antara pengusaha dan penguasa 
negara atau terjadinya sebuah kontrak politik antara keduanya maka 
arah kebijakan dan perampasan hak yang menguntungkan penguasa 
itu akan terjadi secara besar-besaran.
Tulisan ini mencoba mengupas secara teoritis bagaimana 
posisi partai politik serta peran dan fungsinya dalam 
perkembangankapitalisme disebuah negara demokrasi, sesuai 
dengan konteks yang ada (realitas). Berikut penulis akan berusaha 
menjawab persoalan itu.
B. Partai Politik dan Masyarakat di Negara 
Demokrasi
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa Partai politik 
adalah sebuah alat untuk mencapai atujuan-tujuan politiknya. 
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Menurut Miriam Budiardjo “ partai politik adalah suatu kelompok 
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi 
, nilai-nilai dan cita-cita yang sama” oleh sebab itu berangkat 
dari pernyataan diatas bahwa Peran partai politik dalam konteks 
mendorong efektivitas gerakan masyarakat dalam mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial sangat tergantung pada posisi dan 
mekanisme kerjanya, ketika partai politik hanya mengedepankan 
kepentingan partainya diatas kepentingan masyarakat maka akan 
semakin ranacaulah kondisi sosial yang ada. walaupun masyarakat 
dan politik adalah sebuah entitas yang berbeda akan tetapi saling 
memberikan dukungan. 
Secara teoritis partai politik setidaknya memiliki 5 fungsi 
yang semestinya diimplementasikan dalam proses menjalankan 
kehidupan bernegera yang demokrasi. Yaitu, (1). Fungsi artikulasi 
kepentingan (2) fungsi agregasi kepentingan (3) fungsi sosialisasi 
politik (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi 
politik. Dari fungsi tersebut sudah jelas arahnya bahwa partai 
politik itu kemudian diharapkan mampu menjadi harapan 
masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang pro terhadap 
rakyat. Disisi lain bahwa partai politik itu diharapkan mampu 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpolitikan melalui 
sosialisasi politik. Karena untuk menciptakan pemilihan yang 
kondusif di perlukan peran partai politik dalam memberikan 
pemahaman-peahaman terhadap masyarakat guna meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat dalam setiap momentum pesta 
demokrasi. 
Partai politik idealnya harus bergerak secara terus menerus 
untuk menjalankan aktivitasnya untuk menjalankan fungsi-
fungsinya untuk mengakses problematika sosial yang dihadapi 
masyarakat sosial yang dihadapi masyarakatnya, untuk dapat 
di artikulasikan dan di perjuangkan oleh para wakil-wakilnya di 
pemerintahan. Peran partai politik dalam rangka meningkatkan 
partisipasi politik diharapkan berjalan dengan efektif,  serta harapan 
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dari masyarakat rekruitmen politik itu kemudian mampu berjalan 
dengan adil, transparan, dan demokratis yang pada dasarnya 
adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu 
memperjuangkan nasib Rakyat banyak untuk mensejahterahkan, 
menjamin kenyamanan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia. Namun pada realitas yang ada bahwa itu kemudian tidak 
sesuai harapan, karena peran dan rekruitmen masih didominasi 
oleh kekuatan-kekuatan diluar dari partai politik. Pada era orde 
baru sampai sekarang, bahwa sesungguhnya peran partai politik 
masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader partai dalam 
penempatan-peneepatan jabatan politik tertentu. Itupun, masih 
belum mencerminkan kesengguhannya dalam merekrut kadeer 
politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta 
komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, 
keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Banyak terjadi 
fenomena yang cukup menarik dalam setiap internal partai politik 
dimana dalam momentum pesta demokrasi ditingkat Daerah 
(DPRD) misalnya, partai politik malah tidak menjagokan kadernya 
sendiri dan malah mengusung calon diluar dari partai itu sendiri. 
Kenapa demikian, sebab partai politik kadang tidak memiliki 
sebuah kekuatan modal untuk bertarung dalam momentum 
pesta demokrasi tersebut, yang berakibat pencalonan itu diseleksi 
oleh partai dengan siapa yang mempunyai modal, oleh sebab 
itu walaupun dia bukan kader ataupun kader baru yang belum 
jelas rasa profesionalitas dan konsistensinya terhadap partai itu 
kemudian memiliki kesempatan untuk diusung oleh partai politik 
tersebut.
Dengan situasi dan kondisi tersebut, masihkah fungsi partai 
tersebut itu relevan dengan kerja-kerja partai hari ini? Mungkin 
ada yang mengatakan iya dan banyak juga yang mengatakan 
tidak, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyaknya 
kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
para kader-kader partai yang duduk di kursi membuat tingkat 
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kepercayaan masyarakat itu kemudian banyak menuai multitafsir. 
Hal tersebutlah yang kemudian pemicu terjadinya menurunnya 
tingkat partisipasi politik masyarakat (golput), sebab mereka tidak 
lagi percaya terhadap elit-elit partai yang melakukan kampanye 
politiknya sehingga golput adalah pilihan terakhir. 
Dalam paparan di atas dapat kita ketahui partai politik 
merupakan komponen penting yang mempunyai fungsi representasi. 
Namun dalam konteks indoneia masa ini, partai  politik belum 
mampu secara efektif mengembang fungsi dan peranannya yang 
mendorong terwujudnya kesejahteraan dan memakmurkan rakyat 
untuk di jadikan kebijakan publik. Dan lebih parahnya lagi partai 
politik malah menjadi pemicu terhjadinya menurunnya tingkat 
partisipasi politik masyarakat.
C. Peran Kapitalisme dalam Mewarnai Pemilihan 
Umum dan Masifnya Money Politic di Indonesia
Terjadinya pergeseran peran dan fungsi partai politik yang 
berakibat kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap partai politik membuat para kontestan politik yang akan 
bertarung dalam momentum pesta demokrasi di indonesia  lebih 
cenderum mencari pengusaha guna memperkuat kekuatan modal 
dibanding partai politik itu sendiri. Meningkatnya Money Politik 
di indonesia membuat perlunya kekuatan modal yang kuat untuk 
menjemput setiap momentum pesta demokrasi. Dengan adanya hal 
seperti itu bahwa partai politik itu kemudian tidak lagi mempunyai 
peranan penting dalam perpolitikan di indonesia.
Pemilihan umum (pemilu)  merupakan wujud dari pesta 
demokrasi, dimana rakyat pada saat itu masyarakat terlibat 
langsung dalam proses pemilihan secara demokratis. Akan 
tetapi penerapan kerap kali kita temui proses penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh elit politik yang menjadi aktor 
dari proses pemilihan, misalnya praktik-praktik Money politics 
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(politik uang). Hal seperti itu jelas bersifat ilegal dalam politik, 
karena money politics itu merupakan tingkat kejahatan  dalam 
perpolitikan. money politics adalah salah satu perlengkapan yang 
paling utama guna tercapainya tujuan-tujuan politik. Pentingnya 
money politik dalam proses perpolitikan di indonesia mampu 
menarik suara dukungan masyarakat kepada kontestan politik dan 
didistribusikan kepada berbagai segmen penting dalam masyarakat 
seperti tokoh agama, masyarakat dan tokoh pemuda. 
Uang menjadi hal yang bisa dikatakan telah menjelma menjadi 
suatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, ini semua 
tidak terlepas dari hasil desainan pengusaha yang menjadikan 
masyarakat sebagai masyarakat komsuntif dan menuai banyak 
kontroversial dalam kondisi perekonomiannya. Oleh sebab itu 
apapun yang diterima masyarakat yang bersangkutan dengan 
urusan ekonomi pastinya langsung diterima dan dengan kondisi 
seperti itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para kontestan 
dan aktor politik dalam mencapai tujuan politiknya. 
Perkembangan ideologi Kapitalisme di negara Indonesia adalah 
salah satu tantangan sosial hari ini, meningkatkannya kebutuhan 
dan terjadinya transisi budaya dalam masyarakat yang di sebabkan 
oleh sistem kapitalisme yang berkembang membuat masyarakat 
indonesia lebih ceenderum memperhatikan persoalan, fashion, 
food dan gaya hidup mewah sesuai dengan keinginan zaman 
(modernitas). Terciptanya pola hidup seperti itu tidak terlepas dari 
hasil desainan pengusaha (kapitalisme), yang kemudian semakin 
melancarkan praktik-praktiknya dengan melakukan konspirasi 
dengan pemerintah. Dari situasi seperti itulah sehingga para 
pengusaha itu selalu terlibat sebagai penguatan modal dan bahkan 
langsung terlibat dalam perhelatan pesta demokrasi di indonesia. 
Antara Pengusaha dan Penguasa itu sudah menjadi sebuah 
kesatuan yang tidak bisa terlepas, keduanya saling menguntungkan, 
penguasa di untungkan melalui kekuatan modal untuk mencapai 
tujuan politiknya dan pengusaha mendapatkan kebebasan untuk 
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bisa menanamkan investasi dan arah kebijakan pemerintah yang 
dapat menguntungkannya. Sedangkan disisi lain kepentingan 
masyarakat dan keadilan sosial di kucilkan. 
Dalam praktek money politik banyak dampak yang ditimbulkan 
baik dampak dari masyarakat maupun dampak bagi para kontestan 
pemilu ketika terpilih dengan proses money politik, dampak 
terburuk yang kita khawatirkan bersama adalah ketika berhasil 
menduduki kursi pemerintahan yakni penyalagunaan jabatan. 
Sebab hal seperti itu bukanlah hal yang jarang kita temui malahan 
sudah menjadi budaya di kalangan elit politik di indonesia, contoh 
misalnya Kasus korupsi yang melibatkan elit-elit pemerintahan baik 
secara pribadi maupun kelompok (berjama’ah) adalah satu bentuk 
penyalagunaan jabatan untuk menguras Uang negara sehingga 
kesenjangan sosial adalah dampak dari semuanya. 
D. Perkembangan Kapitalisme sebagai Alternative 
dalam Proses Pemilihan Umum 
Politik kontemporer telah berkembang dengan sangat dinamis 
pada hampir seluruh masyarkat, baik masyarakat yang berbasis 
muslim maupun masyarakat non muslim, masyarakat maju 
maupun masyarakat berkembang. Dalam konteks yang ada bahwa 
kapitalisme juga ikut berkembang dengan sangat cepat. Khususnya 
dalam konteks kehidupan politik dewasa ini, perkembangan ini 
mempengaruhi proses politik dan sirkulasi kekuasaan berlangsung 
memperhitungkan aspek kapital dan aspek kemanusiaan.
Transisi kapitalisme dalam masyarakat indonesia tidak dapat di 
abaikan begitu saja, bahkan harus menjadi dimensi penting dalam 
menganalisa politik, pengaruh langsung maupun tidak langsung 
dari kapitalisme sangat nyata dalam kehidupan politik kebangsaan. 
Kapitalisme membawa dampak bagi kehidupan politik suatu 
bangsa , pragmatisme politik dan perilaku hedonisme dikalangan 
masyrakat tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan 
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Kapitalisme, praktek politik dan interaksinya dengan kehidupan 
modern yang makin menguatkan kapitalisme seharusnya sejalan 
dengan upaya untuk menguatkan masyarakat, sebab ketika 
masyarakat ketika hanya di biarkan terlena dalam situasi dan 
kondisi seperti itu maka kesenjangan sosial adalah dampak dari 
semuanya. 
Dari perkembangan Kapitalisme itulah sehingga dalam setiap 
perhelatan pesta demokrasi Pengusaha (kapitalisme) itu juga 
dibutuhkan guna melakukan sumbansi berupa modal agar tujuan 
politiknya lebih mudah tercapai, tumbuh dan berkembangnya 
kekuatan modal akan berdampak pada pembunuhan demokrasi. 
Maka dari itu ketika hegemoni kapitalisme yang kemudian 
melakukan kerja sama dengan partai politik guna mencapai tujuan 
politiknya maka semakin dekatlah jurang kehancuran sosial 
ditengah masyarakat, karena jelas arah politik kedepannya ketika 
terjadi senuah konspirasi antara keduanya. 
Banyaknya partai-partai politik yang  terbentuk sampai pada 
hari ini membuat percaturan politik di indonesia semakin seksi. 
Hal-hal yang kerap dilakukan para aktor dan kader partai itu 
sendiri serimgkali menempuh jalan yang mampu merusak yang 
paling mendasar sebagaimana yang diharapkan masyarakat seperti 
halnya pelayanan umum dan kesejahteraan ekonomi. Walaupun 
pada hari ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai 
politik di indonesia lambat laung hilang kepercayaannya akan 
tetapi dengan adanya sumbansi Kapitalisme dalam hal melukan 
penguatan modal setidaknya kembali mampu merebut dukungan 
masyarakat akan tetapi akan berkesan terpaksa dan tidak secara 
idealisme.
Posisi partai politik dalam perkembangan kapitalisme di 
indonesia hari ini cukup menarik ketika kita sesuaikan dengan 
politik kebangsaan, mulainya para kontestan politik lebih memilih 
jalur independen dari pada diusun oleh partai politik adalah satu 
fenomena bahwa nasib partai politik di indonesia mulai mengalami 
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transisi peran. Dengan adanya hal itu Kapitalisme lebih memiliki 
posisi strategis sebagai orang yang memiliki modal besar untuk 
memberikan penguatan modal kepada kontestan politik dan 
bahkan ada pula para pengusaha yang ikut bertarung dalam 
percaturan politik dengan mengandalkan keekuatan uang. Oleh 
sebab itu dari masa transisi itulah bukan sebuah hal mustahil ketika 
nantinya partai politik itu hilang dalam perpolitikan di Indonesia.
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Sistem Kepartaian di 
Indonesia
O l e h :  M u h .  R u s t a m
A. Pendahuluan 
Suatu sistem dengan hanya ada satu partai yang diakui dalam 
negara itu, biasanya partai yang berkuasa yang memegang kekuasan. 
Partai lain dilarang hidup. Sistem seperti ini misalnya berlaku di 
uni soviet ( sebelum perestroika ) dan cina yang hanya mengakui 
partai komunis sebagai satu-satunya partai politik di negara itu. 
Di negara seperti  ini secara teoretis tidak ada persaingan dalam 
dunia politik. Mereka yang mengaku dirinya sebagai kaum oposisi 
dianggap penghianat negara. Satu-satunya partai yang diakui itu 
berfungsi sebagai pengendali aspek kehidupan  secara monolitik 
dan memaksakan individu untuk menyesuaikan diri  dengan 
cara kehidupan yang sejalan kepentingan partai . Dalam rangka 
mencapai tujuan partai itu, propaganda biasanya dilakukan secara 
besar-besaran , bahkan acap kali dilakukan dengan intimidasi atau 
pemaksaan .  Sistem partai tunggal dapat juga berarti bahwa di 
dalam suatu negara hanya harus ada sebuah partai yang dominan 
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( biasanya partai pemerintah ) adanya partai-partai lain, tetapi 
mereka harus tunduk dan menerima dominasi partai yang dominan. 
Dalam negara itu, tidak di benarkan terjadinya persaingan secara 
bebas diantara partai-partai yang ada , apalagi untuk melawan 
partai yang berkuasa. Pola seperti ini dapat terjadi  karena adanya 
penekanan dari negara lain, misalnya yang terjadi di negara-
negara satelit Uni Sovietdi Eropa Timur sebelum berlangsungnya 
perestroika. Melaku tekanan politik dan militer Uni Soviet, negara-
negara seperti Jerman Timur, Bulgaria,Polandia,Cekoslowakia, 
dan Rumaniaakhirnya mengakui bahwa partai-partai komunis di 
negaranya,yang umumnya dikendalikan oleh Moskwa,merupakan 
partai yang berkuasa.tetapi setelah dilancarkannya glas-nost 
perestroikan oleh pemimpin Uni Soviet,Michael Gorbachev,partai-
partai komunis itu tidak dapat mempertahankan dominasinya. 
Dalam pemilihan umum, partai-partai komunis itu justru megalami 
kekalahan:
Alasan untuk meningkatkan integrasi suatu negara.hal seperti 
ini terjadi di negara-negara berkembang di Afrika, misalnya Ghana 
di bawah pimpinan presiden Kwame Nikrumah,Guinea,Mali,Pantai 
Gading,Nigeria, dan Angola. Karena semangat kesukuan dan 
kedaerahan begitu kuat di negara-negara itu, persatuan yang 
sangat dibutuhkan sulit tercapai. Perang saudara, atau perang 
suku,sangat sering berkecamuk sehingga pembangunan nasional 
sulit dilaksanakan.
Untuk menghindari hal-hal seperti itu,didirikanlah satu partai 
yang kuat ( biasanya menjadi partai pemerintah ) yang mampu 
mendominasi peraturan politik di negara tersebut. Dengan demikian 
gerakan separatisme yang akan memecah belah bangsa dapat di 
redam. Pembentukan partai tunggal di beberapa negara di Afrika 
yang semula bertujuan meningkatkan integrasi dan persatuan itu, 
dalam perkembangannya tidak jarang justru menimbulkan praktik-
praktik politik yang tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia. 
Penindasan di luar batas,bahkan degan pembunuhan –pembunuhan 
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keji,acap kali terjadi di negara-negara Afrika.
Sementara itu di negara Indonesia pun pernah muncul 
keinginan untuk menganut sistem satu partai, di dalam satu 
keputusan sidangnya tahun 1945. KNIP ( Komite Nasional 
Indonesia Pusat ) merencanakan pendirian satu partai politik yang 
diberi nama Partai Nasional Indonesia ( bukan PNI yang kemudian 
berfungsi kedalam Partai Demokrasi Indonesia). Tetapi karena 
terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan 
terbentuknya Kabinet sjahrir, maksud ini diurungkan, dan bahkan 
sebelum terbentuknya Kabinet sjahrir itu pada tanggal 3 november 
1945 keluar maklumat pemerintahan yang ditandatangani  oleh 
wakil presiden Muhammad Hatta tentang pembentukan partai-
partai politik. Maklumat ini memberikan kesempatan kepada 
rakyat untuk mendirikan partai politik.3
B.  Soekarno Membentuk Partai Tunggal
Partai tunggal adalah bentuk tindakan soekarno yang pada 
masa itu terlalu bingung dengan banyaknya partai yang dianggap 
membatasi kekuasaannya memerintah. Pada saat dilakukan 
pemilu pertama pada tahun 1955, banyak partai besar seperti PNI, 
Masyumi,PKI , dan NU yang begitu menahan langkahSoekarno 
untuk memerintah. 
Ketika diberlakukannya dekrit presiden 1959, terjadi 
kegemparan di saat dari reaksi masyarakat melalui kebijakan 
yang di keluarkan Soekarno. Demokrasi dalam arti aslinnya 
memiliki pembagian kekuasaan dan sebagainya kini diubah dengan 
beraninnya sehingga mematikan kekuasaan lembaga legislatif 
dalam negara. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin ini adalah: 
1.  Peranan ABRI semakin besar dalam menjalankan peran sosial 
politik di bandingkan lembaga legislatif yang seharusnya patut 
3 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kepentingan, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 114.
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mendapatkannya.
2.  Lembaga tertinggi negara dan lembaga lainnya tidak memiliki 
fungsi dalam pemerintahan karena kebijakan pemerintah tadi. 
3.  Paham komunisme semakin berkembang karena distribusi 
kekuasaan yang sudah hilang dan kekuasaan yang tertinggi 
mulai berada di tangan presiden.
4. Kekuasaan eksekutif (presiden ) memiliki dominansi yang 
lebih besar dibandingkan pihak lainnya,dan jabatan presiden 
berlaku seumur hidup.
Partai Nasional Indonesia bukanlah partai tunggal yang di 
harapkan Soekarno sebagai partai yang sementara saja. Namun 
partai ini bisa berdiri lama ditengah-tengah masyarakat. Dengan 
misalnya dalam berbagai aspek yang mana terdiri atas aspek 
politik, social, ekonomi, dan aspek kultural diharapkan mampu 
menguatkan partai ini. Misi ini terurai sebagai berikut : (a) 
Aspek politik yang mana diharapkan mampu menumbangkan 
dominasi bangsa asing untuk mengantikannya dengan suatu sistem 
pemerintahan yang demokratis (b) Aspek sosial dan ekonomi yang 
diharapkan mampu menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan 
membagunkan suatu masyarakat baru bebas dari kemelaratan 
dan kesengsaraan. (c) Aspek kultural yang menghidupkan kembali 
kepribadian bangsa yang sesuai dengan undang-undang dasar 1945 
dan disesuaikan dengan zaman.
Partai nasional Indonesia ini menyusun para pengurus besar 
nasionalis lama yang sesungguhnya jiwa revolusioner tinggi. 
Pengurusan itu terdiri dari atas Mr. Sartono, Abikusno Tjokrosuyoso, 
M.Tabrani, Anwar Tjokrominoto, dll. Presiden Soekarno sebagai 
menjadi pemimpin besar kedua. Mr GatotTarunamiharja sebagai 
ketua umum dengan anggota-anggotannya yakni Mr Iwa 
Kusumantri, Sayuti Melik, Mr Soedjono,dan Mr. A Maramis. 
Soekarno megajukan Abikusno seorang took Islam, sebagai ketua 
seksi politik karena dianggap mampu mewakili politik anti barat 
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dalam menghadapi Belanda dan sekutu. 
C.  Perbedaan Sistem Satu Partai dan Dua Partai
Sistem satu partai adalah sistem politik dalam suatu negara 
yang hanya dikuasai oleh satu partai yang dominan. Dalam sistem 
ini mungkin terdapat partai-partai lain, namun kekuatannya tidak 
signifikan dan hanya ada satu partai yang menguasai pemerintahan, 
namun, sistem satu partai juga dapat terjadi dengan di bentuknya 
satu partai dalam negara yang disertai larangan pembentukan 
partai politik lain. Sistem ini pada prakteknya mendekati sistem 
tanpa partai ( non-party system ). Partai politik yang dominan 
dalam sistem satu partai atau partai politik tunggal di suatu 
negara disebut dengan parteinstaat, sedangkan rezimnya disebut 
dengan partitocrazia. Partai tersebut mendominasi negara dan 
“megonolisasi “ wilayah-wilayah penting negara dan masyarakat 
sehingga memiliki kecenderungan terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan. Sistem satu partai merupakan salah satu ciri negara 
otokrasi ( autocrazy ). Modal partai tunggal terjadi dibeberapa 
negara, seperti negara Afrika ( Ghana di masa Nkrumah, 
Malik,Pantai Gading ), negara-negara Eropa Timur sebelum 
keruntuhan komunisme Soviet dan Cina. Suasana kepartain non-
kompetitif karena tidak dibenarkan melawan kekuasan partai 
negara. Kecenderungan untuk memilih sistem satu partai biasanya 
pada negara yang dihadapakan pada masalah integrasi sosial. 
Sistem dua partai adalah sistem politik suatu negara yang 
memiliki dua partai utama (major party) dengan kemungkinan 
adanya partai politik lain, namun tidak signifikan. Hanyak 
terdapat dua partai politik yang kekuatanya mungkin meguasai 
parlemen atau membentuk pemerintah. Terbentuknya dua partai 
politik utama terkait dengan sistem dengan latar belakang sosial 
negara tertentu. Idesistem dua partai di Inggris misalnya,terbangun 
dari praktik yang mengidealkan sistem pemilihan single member 
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distrik yang dipercayai dapat menjaga hubungan antara elit 
dan pendukungnya. Selain karena sistem Kabinet dan sistem 
pemilihan,terbentuknya sistem dua partai utama di Inggris 
dipengaruhi oleh latar belakang agama yang dianut masyarakatnya, 
yaitu katolik dan protestan. Umat katolik cenderung konservatif 
sedangkan protestan cenderung liberal dan berafiliasi kepada partai 
buruh. Di Amerika Serikat,dua partai politik utama,republik dan 
demokrasi,pada awalnya mempresentasikan dua kepentingan yang 
berbeda,antara wilayah selatan dan utara, antara pemilik tanah dan 
budak, dan kaum pengusaha dan buruh pabrik. Sedangkan dua 
kekuatan utama di Jerman pada mulanya terbentuk berdasarkan 
perbedaan ideologi pasca kekuasaan Bismark, yaitu antara 
penganut sosialis dan nasionalis liberal. 
Sistem multipartai adalah suatu sistem politik di mana 
dalam suatu negara tidak terdapat satu partai politik tertentu 
yang mungkin menjadi mayoritas absolut untuk dapat meguasai 
lembaga perwakilan, atau membentuk pemerintahan tanpa 
berkoalisi dengan partai lain. Sistem multipartai memiliki 
kelebihan terutama bagi negara yang memiliki struktur heterogen 
dalam masyarakat. Namun,sistem ini di pandang memiliki 
kelemahan dari sisi pemerintah yang dihasilkan, yaitu cenderung 
tidak stabil karena tidak ada partai yang dominan, khususnya 
pada sistem pemerintahan parlementer. Biasanya berkembang 
di Belanda, Prancis, Swedia, dan Indonesia. Sistem multipartai 
biasanya berkembang memperhatikan keberadaan lebih dari dua 
partai yang memiliki perang dalam lembaga legislatif. Sistem 
ini mengakomodasi kemajemukan dalam latar belakang etnis, 
agama, daerah, dan ideologi. Karena terdapatnya banyak partai, 
sangat sukar sekali ditemukan ada partai yang mampu meraih 
pemerintahan di bentuk oleh dua atau lebih partai dalam wadah 
koalisi, ada kecenderungan sistem pemilihan umumnya mengambil 
bentuk sistem perwakilan. 
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D.  Pemilihan Umum di Negara Partai Tunggal Kuba
Rakyat Kuba memberikan suaranya,minggu 3 febuari, untuk 
memilih anggota parlemen yang tugasnya antara lain mensahkan 
calon pemegang jabatan politik. Walaupun  merupakan negara 
dengan sistem partai tunggal, pemilihan umum ini digelar untuk 
menentukan 612 wakil masyarakat dari berbagai kelompok, 
termasuk perempuan maupun komunitas Afrika. Tidak ada masa 
kampanye dalam pemilihan ini yang diperkirakan diikuti delapan 
juta pemilih sementara kubu oposisi dilarang berdasarkan hukum. 
Wartawan bbc di ibukota Havana, Sarah Rainsford, melaporkan 
partai komunis kuba sebenarnya sudah menetapkan agenda politik 
untuk beberapa tahun mendatang, antara lain mencakup reformasi 
ekonomi untuk menjamin bertahannya sosialismedi masa depan. 
Namun pemilihan ini bisa menjadi petunjuk dari para pemimpin 
masa depan Kuba karena generasi yang memimpin revolusi tahun 
1959 saat ini sudah memasuki usia 80-an tahun. 
Parlemen terpilih rencananya akan bersidang pada 24 
februari 2013 dan akan menetapkan kembali Raul Castrol sebagai 
presiden. Dengan presiden Raul Castrol yang sudah memasuki 
81 tahun, rakyat Kuba akan memperhatikan tokoh-tokoh politik 
yang akan memegang jabatan kunci,seperti wakil presiden dan 
menteri-menteri. Sementara pemimpin besar revolusi Fidell Castro 
sudah jarang tampil didepan umum walau pada oktober 2012 
dia muncul kembali dalam pertemuan dengan mantan wakil 
presiden Venezuela,Elias Jaua. Sebagai salah satu negara yang 
masih menutup diri dari dunia luar, Kuba dalam beberapa waktu 
belakangan mulai menempuh reformasi. Pertegahan januari, Kuba 
memperlonggar peraturan untuk melakukan perjalan keluar negeri. 
Kini warga Kuba tidak lagi di wajibkan memiliki izin khusus selain 
paspor jika ingin keluar negeri.
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Peran Partai Politik dalam 
Pemilu di Indonesia
O l e h :  N o v a  Ya n i
A. Pendahuluan 
Partai politik adalah suatu organisasi dari sekumpulan orang 
yang bersatu yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dan nilai atau ideologi tertentu dengan usaha 
bersama berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang disepakati melalui 
penguasaan struktur kekuasaan dimana kekuasaan itu diperoleh 
melalui keikutsertaan dalam pemilu.Terkait dengan definisi partai 
politik banyak sekali pemaparan dari para ahli tentang pengertian 
partai politik itu sendiri. Adapun beberapa definisi partai politik 
dari beberapa ahli diantaranya:
Menurut Carl J Fredrich menjelasakan bahwa partai politik 
adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 
dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap 
pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan 
ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 
bersifat idiil dan materil.
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Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya Modern politik 
partical mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi 
dari aktivis-aktivis publik yang berusaha untuk menguasai 
kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 
persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang lain yang 
mempunyai pandangan berbeda,
G. Satori dalam bukunya Praties and Party System juga 
menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik 
yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum 
itu mampu menciptakan calon-calonnya untuk menempati jabatan 
publik.
Dalam buku Miriam Budiarjo dasar-dasar Ilmu Politik 
menjelaskan bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga 
Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses 
pengelolaan Negara. Partai politik pertama kali lahir di Negara-
negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat 
merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikut sertakan 
dalam proses politik.
Kemudian dalam definisi Pemilu adalah suatu kegiatan atau 
sarana yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut menentukan 
figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam suatu 
periode tertentu. Ketika sebuah demokrasi mendapat perhatian 
yang luas dari masyarakat dunia, disinilah perlu dan pentingnya 
penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat dalam 
pembentukan kepemimpinan pada sebuah negara. Pemilu memiliki 
fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar 
mendekati kehendak rakyat.Oleh karena itu, pemilu diartikan 
sebagai salah satu sarana legitimasi kekuasaan.
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
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politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.4
Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila 
memenuhi beberapa persyaratan.Pertama, pemilu harus bersifat 
kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom.
Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian 
pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu 
yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok 
masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi 
dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan 
secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus 
diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan 
alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, 
dan akses memperoleh informasi yang luas.Kelima, penyelenggara 
pemilu yang tidak memihak dan independen.
Itulah sedikit penjelasan tentang pengertian partai politik 
dan pemilu, dalam penjelasan selanjutnya akan membahas dan 
menjelaskan sedikit tentang peran partai politik dalam pemilu, 
tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana peran- peran yang 
terdapat pada partai politik dan keikutsertaannya terhadap 
pemilu, dan tidak bisa menjawab atau memberikan penjelasan 
mengenaimasalah-masalah yang ada, tulisan ini juga terdapat 
masih banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan, semoga 
tulisan ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya serta 
memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 
tulisan ini.
Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai 
politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah 
seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.Pengalaman dalam 
rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan 
daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik 
4 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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sebagai pilar demokrasi.Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 
dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan 
internasional.Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem 
perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup 
penataan partai politik.
1. Peran penting partai politik 
Sektor ataupun hal yang kemudian memengaruhi relasi antara 
penyusunan suatu konsep kepentingan diantaranya adalah 
a. sektor perantara (intermediary sector) dan 
b. masyarakat madani (civil society). 
Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan 
sistem politik mereka.Contohnya adalah kelompok kepentingan 
seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, 
kelompok inisiatif warga dan organisasi keagamaan.Sedangkan 
dalam masyarakat madani muncul berbagai macam inisiatif yang 
berkisar pada tujuan dan masalah tertentu seperti lingkungan 
hidup, hak asasi manusia, gender, dan lain-lain. Salah satu 
perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani 
adalah bahwasanya kelompok kepentingan hanya melayani 
kepentingan klien (anggota) mereka saja, sedangkan masyarakat 
madani diharapkan merangkul kepentingan masyarakat bersama 
yang lebih umum. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan 
dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus yang 
tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya.Peran penting ini 
mendudukkan parpol di posisi pusat (political centrality). Posisi 
pusat ini memiliki dua dimensi:
1) Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan 
dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian 
mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat 
dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut 
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mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol 
akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya 
parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam 
legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.
2) Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan 
kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan 
kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan 
setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen 
daerah maupun nasional.
Partai politik dapat mempengaruhi dan menentukan arah sebuah 
sistem demokrasi modern ysng kemudian menjadi salah satu pilar 
utama dalam pranata sistem politik.Parpol menerjemahkan nilai 
dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses daribawahkeatas 
sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi 
rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang 
mengikat, dan program bagi rakyat. Karena partai politik sangat 
penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka di banyak negara 
terdapat pendanaan publik bagi parpol. Penyaluran dana publik 
tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang 
tegas. Ini menjamin agar publik bisa ikut mengawasi anggaran 
parpol.Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam 
perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa 
parpol berpihak.
Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses 
politik bisa menjadi semakin baik. Dana publik jumlahnya terbatas 
dan harus secara tegas diatur oleh undang-undang.Dengan ini 
diharapkan parpol tidak menjadi tergantung dengan uang dari 
sektor swasta.
Di negara Amerika Serikat misalnya, sudah banyak terjadi 
fenomena di mana banyak partai politik yang berpengaruh pada 
kaum elit atau pengusaha untuk suntikan dana. Dengan begitu 
adanya pengaruh suntikan dana tersebut kader parpol mau 
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tidak mau akan memihak  kepada kaum elit atau pengusaha 
tersebut mengenai kepentingan pribadinya dan tekanan-tekanan 
tertentu dari sektor bisnis tersebut. Sebaliknya di negara Jerman, 
ketergantungan semacam itu seperti yang terjadi di negara Amerika 
Serikat tidak di laksanakan di Jerman ini karena  diantisipasi dengan 
memberi dana publik kepada parpol. Partai politik diberikan 
pengarahan dari sejak awal untuk mengumpulkan uang dari para 
anggota kader dan pengikutnya, sehingga mereka tumbuh dalam 
masyarakat. Tentu saja konsekuensinya adalah bahwa jumlah dana 
publik tidak boleh melebihi jumlahdana yang dikumpulkan dari 
pengikut dan anggota partaipolitik tersebut. Perbandingan dana 
publik tergantungjumlah biaya keanggotaan partai dan dukungan 
elektoral yang berhasil didapatkannya.
Dana yang dikumpulkan oleh publik yang terlalu banyak juga 
akan membuat partai politik tersebut bisa dibilang menjadi partai 
pemerintah. Hal ini akan berpengaruh dan  memutuskan parpol 
hubunngan dan akar  mereka dalam masyarakat. Sebaliknya, 
apabila dana publik kurang, maka partai politik juga  bisa menjadi 
sangat tergantung pada dana dari sektor usaha swasta. Sehingga 
hal ini akan mengasingkan mereka dari nilai-nilai dan kepentingan 
masyarakat di mana mereka berada dan tumbuh.
2. Fungsi Partai Politik
Dalam konteks pelaksanaan yaitu Demokrasi, Partai Politik 
berfungsi  sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan 
politik yang paling mapan di dalam sebuah sistem perpolitikan 
modern. Sifat yang penting dari partai politik ini menjadi semakin 
terlihat jika dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu 
didengar oleh pemerintah (pelaksana kekuasaan eksekutif) dan 
parlemen (pemegang kekuasaan legislatif). Alasan yang utama 
pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, 
khususnya pada demokrasi tidak langsung ialah karena ruang 
geografis yang semakin luas dan juga populasi penduduk yang 
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semakin besar dan semakin meluas  dalam wilayah suatu negara, 
sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin bisa 
menyalurkan aspirasinya secara langsung hal tersebut akan 
mengurangi kebebasan masyarakat dalam hak memilih seorang 
pemimpin. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara sederhana 
dijelaskan bahwa partai politik memiliki tugas dan peran untuk 
menjembatani antara rakyat dan pemerintah, sehingga dengan 
begitu partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi 
demokrasi yang sangat penting, selain dari lembaga eksekutif, 
legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen 
dalam rangka membangun dan menjadikan  kehidupan politik 
yang berkualitas, teratur dan beradab..
Adapun persoalan lain yang dihadapi sistem kepartaian saat 
ini adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki 
oleh partai politik tersebut, baik itu fungsi partai politik terhadap 
negara dan fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai 
politik terhadap negara yaitu menciptakan pemerintahan yang 
efektif dan berkualitas serta adanya partisipasi politik terhadap 
pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik 
terhadap rakyat yaitu memperjuangkan kepentingan, aspirasi, 
serta pendapat dan nilai-nilai masyarakat dan juga memberikan 
perlindungan dan rasa aman. Tapi faktanya kebanyakan partai 
politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan 
politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang 
efektif untuk menghasilkan keder-kader pemimpin yang memiliki 
kemampuan di bidang politik itu sendiri.
Di antara fungsi-fungsi demokratisasi oleh partai politik, 
setidaknya ada lima yang sangat penting:
a) Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan 
berbagai kalangan masyarakat.
b) Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat 
platform pemilihan umum parpol mereka.
c) Mengatur proses pembentukan kehendak politis (‘political 
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will’) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang 
lebih terstruktur.
d) Mendidik, mengawasi serta merektut  staf yang kompeten 
untuk kantor publik mereka dan untuk dapat menduduki kursi 
di parlemen.
e) Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada 
anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi 
partisipasipolitik mereka sepanjang masa.
Untuk memaksimalkan fungsi dari partai politik terdapat 
peraturan perundang-undangan tentang partai politik yaitu sebagai 
berikut:
Partai Politik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik 
Partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional 
dan dibentuk secara sukarela atas dasar dan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik seluruh 
masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI 
berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945 yang di bentuk oleh 
sekelompok warga negara indonesia.
3. Demokrasi dalam partai politik
Proses demokratisasi atau bisa disebut sebagai demokrasi 
internal merupakan syarat yang harus dicapai dalam sebuah partai 
politik. Setelah syarat ini tercapai maka partai politik yang telah 
menang pemilu tersebut akan ikut mendukung proses demokrasi 
dan tidak akan menjadi ancaman bagi pranata demokrasi.
Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik 
untuk selalu menerapkan demokrasi internal.Hal ini harus 
diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal 
tidak bergantung pada kemauan baik dari pemimpin partai 
tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. 
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Demokratisasi yang bersifat internal akan menjamin adanya 
dialog terbuka dalam proses pembentukan politik. Dalam suatu 
partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan 
pergantian anggota secara adil dan dipertanggungjawabkan kepada 
pihak pengadilan publik tersebut.
Disini para pemimpin dan juga pemegang jabatan partai 
memiliki sikap kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di 
dalam parpol mereka sendiri dan pada berebut kekuasaan di luar 
partai untuk kepentingan pribadi dan individual. Demokrasi internal 
yang berjalan dengan baik akanmengimbangi kecenderungan ini 
dan menjaga struktur organisasi parpol agar tetap terbuka terhadap 
kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan 
kesempatan bagi civil society untuk memberikan pengaruhnya.
4. Pemilu yang demokratis
Pemilihan umum (pemilu) memiki fungsi sebagai sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan menghasilkan 
pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas Pancasila 
dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang dimaksudkan untuk memilih 
pemimpin baik itu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, 
DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kepala desa 
yang mampu dan dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan 
menyerap serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat 
sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan dalam berbangsa 
dan bernegara.
Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan 
setiap warga negara Indonesia.Pelaksanaan pemilu dikatakan 
berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia 
yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih 
hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai 
yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan 
prinsip one person, one vote, one value (opovov).
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Yang dimaksud pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat 
memiliki kebebasan untuk memilih dan memberikan hak suaranya 
secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa 
perantara.Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai 
pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara 
langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung 
makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga 
negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti 
bahwa setiap warga negara yang berhak untuk memilih serta 
bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan 
paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga 
negara dijamin  keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai 
dengan keinginan kehendak  hati nurani serta kepentingannya. 
Adapun pemilihan umum yang bersifat rahasia yaitu bahwa dalam 
memberikan suaranya pemilih akan dijamin pilihannya dan  tidak 
akan diketahui oleh siapapun dan pihak mana pun dan dengan 
jalan apa pun.
Selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh 
penyelenggara pemilu yang harus mempunyai integritas, 
profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara 
lebih berkualitas, sistematis, legitimasi, dan akuntabilitas dengan 
partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Adapun penyelenggara 
pemilu yaitu KPU, aparat pemerintah, peserta pemilu, BAWASLU, 
PANWASLU, pemilih, dan semua pihak yangterkait harus 
mempunyai  sikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Pemilih dan peserta pemilu tidak 
dibedakan akan mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari 
kecurangan atau perlakuan-perlakuan yang tidak di harapkan dan 
yang tidak adil dari pihak mana pun.  
5. Syarat Partai Politik Ikut Serta dalam Pemilu 
Syarat partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu 
terdapat pada peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 UU 
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Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penyandang disabilitas 
yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai 
pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, 
sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota 
DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu” Menurut Pasal 5 UU 
Nomor 7 Tahun 2017, peserta Pemilu untuk pemilihan umum 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kotaadalah 
partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU).
Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi 
persyaratan:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang 
Partai Politik
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 75% dari jumlah kabupaten/kota 
di provinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 
tingkat pusat;
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 
1/1.000  dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai 
politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir 
Pemilu;
h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 
kepada KPU; dan 
i. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas 
nama partai politik kepada KPU. Pasal 173 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: 
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 “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat 
sebagaimana dimaksudkan tidak diverifikasi ulang dan di 
tetapkan sebagai parrtai politik peserta pemilu”.
Dijelaskan dalam UU di atas bahwa Partai Politik dapat 
menjadi Peserta Pemilu harus mengajukan pendaftaran untuk 
menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan syarat bahwa 
surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jendeal 
atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai 
dokumen persyaratan yang lengkap.
Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
yang berbunyi “Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta 
Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) 
bulan sebelum hari pemungutan suara”.
Adapun penjelasan mengenai UU diatas penetapan yang diatur 
dalam peraturan undang-undang partai politik sebagai peserta 
pemilu, dilaksanakan dalam sidang pleno yang diselengarakan KPU 
paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan 
suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai 
peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU 
yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.
B. Kesimpulan 
Berdasarkan penjejasan diatas bahwa peran partai politik dalam 
pelaksanaan pemilu merupakan suatu peran yang sangat penting 
dalam kehidupan demokrasi dan telah memberikan kontribusi 
yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. 
apabila kapasitas serta kinerja partai politik ditingkatkan lagi, maka 
hal ini akan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas 
demokrasi dan kinerja sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, 
peran partai politik harus  ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan 
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kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat 
dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
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Artis dan Partai Politik
O l e h :  R e t n o  D e w i  S o l i h a h
A. Pendahuluan
Pasca amandemen konstitusi  tahun 2000, berbagai perangkat 
hukum dipersiapkan seperti UU tahun 2004 tentang pemilihan 
umum. Bagi Indonesia, hal ini merupakan peristiwa penting karena 
untuk pertama kalinya pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres 
adalah suatu hal baru, yang tentunya dirasakan oleh para elit partai 
politik, kelompok keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga 
negara Indonesia.5
Secara konstitusional, setiap warga negara berhak untuk ikut 
terlibat dalam kegiatan politik. Demikian halnya dengan kalangan 
artis yang notabene mereka juga warga negara biasa. Sehingga tidak 
ada yang dapat melarang seorang artis untuk ikut terlibat dalam 
dunia politik. Jangan sampai artis yang terlibat dalam partai politik 
hanya dijadikan sebagai boneka elite politik yang memanfaatkan 
popularitas dari artis tersebut.
5 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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Dapat saya analogikan seperti ini, seorang yang sangat suka 
fotografer, tiba-tiba ingin menjadi petani yang justru bidangnya 
sangat jauh berbeda. Mengapa ia mencoba membanting setir 
untuk menggantungkan keahlian fotografinya dan beralih dibidang 
pertanian yang sebenarnya dia ahli dibidang fotografer. Kita sudah 
familiar dengan istilah artis politik.  Lalu muncullah pertanyaan 
Apakah dari partai politik sendiri yang ingin menggaet/membujuk 
artis untuk bergabung kepartai politik. Untuk apa para artis ini 
memasuki dunia perpolitikan? Bermodal popularitaskah atau 
memang intelektual mereka yang memadai. 
Jika berbicara tentang politik, sungguh kurang sedap rasanya 
tanpa membahas partai politik. Partai politik merupakan wadah 
berkumpulnya politikus yang sependapat dengan politikus lainnya. 
Kita ketahui di zaman selfie ini kejelasan mayoritas partai poloitik 
tentang ideology yang dimiliki sudah amat samar.Partai politik 
tidaklah lagi menjadi wadah bagi sebuah ideology. Melainkan 
partai politik menjadi wadah penampung bagi siapa saja yang 
syahwat atau haus akan kekuasaan. Tidak heran jika kita melihat 
banyak artis yang menjadi kader atau caleg dari partai politik.
Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 
52/PUU-X/2012, ketentuan parliamentary threshold sebesar 3,5 
persen tidak berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
DPR RI, DPD, dan DPRD Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 
208 karena dianggap ketentuan tersebut bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) 
yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan 
rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan 
umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat 
hingga daerah. Dalam amar putusan MK, untuk DPRD Provinsi 
dan Kabupaten/Kota, ambang batas perolehan suara 3,5% tidak 
berlaku. Parliamentary threshold hanya berlaku untuk DPR saja.
Untuk memenuhi ketentuan parliamentary threshold sebesar 
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3,5%, membuat partai politik peserta pemilu 2014 memutar otak 
untuk lebih keras, ada yang beriklan diberbagai media massa 
nasional untuk mencari simpati publik, seperti partai Nasdem, 
partai Golkar dan partai Gerindra dan ada pula yang mencoba 
merekrut calon legislatif dari profesi artis untuk mendulang suara 
yang banyak. 
B. Alasan Partai Politik Menggaet Artis sebagai Kader 
Parpol
Banyak kasus yang terjadi bahwa kebanyakan partai politik 
tidak menjalankan fungsi yang sebenarnya dari partai politik itu 
sendiri. Tidak jarang partai politik yang mengedepankan kepentingan 
golongannya masing-masing dan mengabaikan kepentingan umum. 
Hal ini akan mengakibatkan sistem pragmatisme dalam berpolitik 
dan meruginya bangsa karna masyarakat hanya melihat bahwa 
partai politik ini ada artis itu di partai politik itu ada artis anu dan 
bukan karna ideologinya. Ada tiga factor mengapa partai politik 
menggaet artis sebagai kader partainya, yaitu:
1.  Popularitas Artis
  Dalam  hal ini mungkin saja artis tidak memiliki keinginan 
untuk berpolitik atau masuk kedalam partai politik. Namun 
dari pihak partai politik sendiri  yang membujuk artis tersebut 
untuk ikut masuk kedalam partai politik. Pada masa orde baru 
artis hanya dijadikan pemanis dalam pilkada. Namun dimasa 
reformasi ini, sejumlah artis banyak menjadi calon anggota 
legislatif. Kehadiran caleg “karbitan” ini sangat berpotensi 
mendulang suara dipemilu. Karena adanya popularitas dari artis 
tersebut yang sangat layak dijual sebab dapat menguntungkan 
partai politik. Tetapi sekaligus menggusur peluang bagi para 
kader yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada partai 
politik. Selain dilegislatif, sederatan artis belakangan ini ikut 
meramaikan ajang pilkada, sebut saja Ayu Soraya, Primus 
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Yustisio dan Saiful Jamil.
  Mc Ginniss (1969) dalam The Selling of The President 
1968 pernah menyebutkan adanya kekuatan penting yang 
diperankan media massa dalam pemilihan. Media massa 
mampu menentukan pilihan seseorang setelah ikut membentuk, 
manipulasi citra yang dilakukan seorang kandidat. Terbukti, 
ada peningkatan jumlah pemilih secara drastis terhadap 
seorang kandidat setelah dipublikasikan media massa. Itulah 
sebabnya, artis-artis banyak didekati partai politik untuk 
menjadi jagoan mereka. Karena sangat sedikit dari kader 
mereka yang benar-benar ngetop. Maka dengan menjagokan 
artis, partai politik tak perlu capek-capek mensosialisasikan 
dan memopulerkan nama dan nomor partainya. Namun yang 
disesalkan,dari aspek ini adalah bahwa aspek kualitas menjadi 
dinomor sekiankan oleh partai politik.
2.  Kegagalan partai politik dalam kaderisasi
  Pernyataan dari Syamsudin Haris, pengamat politik 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan, 
“meningkatnya jumlah artis yang maju sebagai caleg di 
berbagai partai politik menunjukan fenomena kegagalan 
kaderisasi dan kepemimpinan parpol. Ini menunjukkan bahwa 
parpol tidak siap berdemokrasi dengan sehat, karena gagal 
melaksanakan kaderisasi,” tuturnya. “Sudah bukan rahasia 
lagi, dia melanjutkan, saat ini hampir seluruh partai Politik 
berebut meminang artis sebagai caleg. Tujuannya tentu saja 
sebagai penarik minat masyarakat untuk memilih partai 
yang bersangkutan”. Rekruitmen para artis ini membawa 
dampak negative terhadap para kader-kader internal partai 
politik, dimana peluang bagi para kader internal ini menjadi 
semakin kecil untuk mendapatkan suara dipemilu maupun 
untuk menjadi caleg. Apabila kader internal ini terhalang 
melakukan mobilitas vertikal, maka akan melemahkan 
kerja-kerja kepartaian karena mereka merasa tak mendapat 
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penghargaan yang semestinya. Jika  hal ini terjadi dalam 
jangka panjang maka dapat memicu proses pelapukan internal, 
mengingat kader-kader partai politik inilah yang jauh lebih 
menghayati ideology dan memahami cita-cita perjuangan 
partai politik justru tersisihkan  atau dikalahkan oleh para 
artis yang mendapat privilege(hak istimewa) menjadi caleg. 
Dalam konteks ini, partai politik tak bisa lagi dijadikan sebagai 
sumber rekruitmen kepemimpinan nasional karena tak mampu 
melakukan proses kaderisasi secara konsisten, berjenjang, dan 
terstruktur.
3.  Sikap pragmatis partai
  Sikap pragmatis ini terjadi ketika partai politik berharap 
dapat mengumpulkan suara dalam jumlah banyak dengan 
menempuh cara termudah.  Dimana salah satu fungsi utama 
partai politik sebagai mesin politik dalam proses elektoral 
adalah mobilisasi konstituen yaitu dengan membujuk dan 
meyakinkan pemilih agar bersedia menyalurkan aspirasi dan 
memberikan suara ke partai politik bersangkutan atas dasar 
visi, agenda, dan program yang cocok dengan aspirasi mereka. 
Namun, partai politik gagal menjalankan fungsi elementer ini 
sehingga mengambil jalan pragmatis dengan merekrut para 
artis yang menjadi idola masyarakat agar mendapatkan suara 
di Pemilu.
C.  Masuknya Artis dalam Partai Politik 
Fenomena masuknya artis didalam parpol adalah hal yang 
sudah lumrah dimasyarakat. Entah apakah ada kepentingan 
khusus dari artis tersebut didalam partai politik atau hanya sekedar 
numpang ketenaran. Dalam buku Celebrity Politics, Darrell West 
angkat bicara. Menurutnya, “artis dan pelawak tergiur terjun ke 
jabatan publik akibat perkembangan media, khususnya televisi, dan 
demokrasi. Televisi menjadi wadah sempurna bagi selebiriti untuk 
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mendulang popularitas dan citra diri. Sementara sistem pemilihan 
langsung, menjadi celah selebriti yang sudah tenar untuk dipilih 
oleh masyarakat”.
Tidak bisa dipungkiri, artis masuk kedalam partai dan nyaleg 
merupakan hak politik pribadi masing-masing. Meskpun  begitu, 
kita juga sebagai masyarakat harus punya hak untuk mengkritisi 
penggunaan hak politik tersebut. Hal tersebut diamini oleh Kalau 
sejak awal caleg  punya komitmen kuat bekerja untuk kesejahteraan 
rakyat, niscaya takkan membawa kemaslahatan bagi rakyat 
yang diwakilinya. Contoh kasus yang masih hangat adalah kasus 
korupsi yang membelit artis Angelina Sondakh alias Angie menjadi 
cerminan buruk bagi anggota dewan yang mengkhianati amanat 
rakyat. Semua orang tak meragukan popularitas Angie, namun tak 
bisa menjamin kualitasnya untuk mengabdi kepada rakyat. Bahkan 
sebaliknya, artis ini hanya memanfaatkan popularitasnya untuk 
kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum. 
Dapat dikatakana bahwa antara partai dan artis tersebut 
ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu 
dengan lainnya. Partai dapat dengan mudah diuntungkan untuk 
memperoleh suara banyak melalui caleg artis tersebut. Sebaliknya 
bagi artis mendapat ruang bisnis baru yaitu disamping sebagai 
artis di media juga bisnis yang berhubungan dengan dunia politik. 
Namun idealisme ini bisa tergoyahkan ketika berhadapan dengan 
permainan uang. Money politik inilah yang mengotori demokrasi. 
Ya, praktik politik tercela ini telah mengotori kehidupan demokrasi 
di Indonesia. Kita tentu sepakat politikus yang menggunakan 
segala cara, termasuk permainan uang, dalam meraih tujuan, 
bisa digolongkan sebagai “politikus busuk”. Kita tak sepenuhnya 
menentang artis nyaleg. Sebab, meski jumlahnya tak banyak, ada 
artis yang punya kapasitas dan kualitas membawa perubahan di 
negeri. 
Artis yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif juga didasari 
dari partai-partai politik yang turut andil dalam memfalisitasi 
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artis untuk mencalonkan diri. Berikut adalah partai-partai yang 
mengkader calon legislatif dari kalangan artis:
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu partai 
yang banyak dilirik kalangan artis untuk terjun ke panggung 
politik. Sedikitnya 20 artis telah menyatakan siap menjadi caleg dari 
PAN untuk kursi DPR RI. Antara lain Derry Dradjat dari daerah 
pemilihan (dapil) Jawa Barat, Ardian Maulana (Sumatera Barat), 
Eko Patrio (Jawa Timur), Marini Zumarnis dan Wanda Hamidah 
(DKI), Wulan Guritno (Jawa Tengah), Ikang Fauzi (Banten), dan 
pelawak Cahyono (Jawab Barat). Banyaknya artis yang bergabung 
dengan PAN, sampai-sampai ada yang memplesetkan singkatan 
PAN menjadi ‘Partai Artis Nasional’. Seolah tak mau kalah dengan 
PAN, sejumlah parpol lain juga mengusung caleg dari kalangan 
artis. PPP, misalnya, menggandeng Marissa Haque, Evie Tamala, 
Lyra Virna, Ferry Irawan, Okky Asokawati, Ratih Sanggarwati, 
dan Julia Perez. Sementara Partai Golkar mencalonkan Tantowi 
Yahya, Jeremy Thomas, dan Nurul Arifin. Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) pun ikut memburu artis. Sejauh ini, artis yang sudah 
mendaftar adalah Teuku Firmansyah. Sedangkan Partai Bintang 
Reformasi (PBR) menawari Dewi Yull sebagai caleg. Sementara 
Partai Damai Sejahtera (PDS) mendaulat Maya Rumantir, Bella 
Saphira, dan Tessa Kaunang menjadi kader partai sekaligus caleg 
mereka
Terakhir, simpulan dari penjelasan diatas adalah  masuknya 
artis didalam partai politik adalah hal yang wajar karena artis juga 
manusia biasa yang mempunyai hak politik. Namun yang perlu 
diperhatikan bahwa artis yang memasuki dunia partai politik 
haruslah yang mempunyai potensi dan kapabilitas. Namun hal 
yang kurang diperhatikan oleh partai politik dalam menggaet artis 
adalah partai politik sering mengabaikan background si artis ketika 
mulai ditempatkan ke dalam jabatan publik sebagai wakil rakyat. 
Untuk menentukan jabatan yang cocok, partai politik seharusnya 
melihat pengalaman dan kapasitas artis tersebut. 
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Adapun saran pribadi dari penulis, terjun kedalam ranah partai 
politik bukanlah hal yang dianggap enteng. Terjun ke ranah partai 
politik bukanlah soal hiburan apalagi sampai menganggap partai 
politik sebagai akses permainan untuk mendapatkan kekuasaan. 
Namun, ini adalah masalah bagaimana mempertanggung jawabkan 
amanah dan masalah hajat orang banyak dan itu merupakan hal 
yang  memerlukan pertanggung jawaban bagi siapa saja yang telah 
dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan amanah tersebut. 
Artis mencalonkan diri menjadi anggota legislatif memang lah 
diperbolehkan tetapi hal tersebut juga harus di imbangi dengan 
kemampuan dan peran partai politik sangatlah penting terutama 
pada pengkaderan, jangan hanya mementingkan suara dan 
popularitas yang akan diperoleh sehingga seenaknya saja memilih 
bakal calon legislatif.
Dari sisi lain juga jika ingin memenangkan pemilu, maka 
partai politik itu harus menunjukan hasil kinerjanya. Bukan justru 
memamerkan prestasi artis yang tidak ada kaitannya dengan 
politik. Partai seharusnya lebih bangga dalam mengusung kader 
yang telah dibesarkan dan memiliki kualitas lebih baik, ketimbang 
para artis yang baru mencalonkan diri. Selain itu, dalam konsep 
politik, partai politik memiliki fungsi untuk melakukan  pendidikan 
politik, komunikasi politik,serta perekrutan politik. Fungsi-fungsi 
tersebut seakan-akan kurang maksimal. Fenomena  artis dan 
orang terkenal masuk partai politik ini menunjukkan bahwa 
sistem kaderisasi dan kepemimpinan di partai politik tersebut 
tidak berjalan sesuai prosedurnya. Jika memang partai politik 
mampu menjalakan fungsi perekrutan dengan baik dan maksimal, 
seharusnya mereka tidak repot-repot menggotong para artis ini 
untuk menjadi kader “karbitan”. 
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Pola Rekrutmen Caleg 
Partai Nasdem
O l e h :  Z a i n a l  B a s r i
A. Pendahuluan
Partai politik merupakan instrumen dalam kehidupan politik 
modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik 
secara ideal dimaksudkan sebagai wujud dari nilai-nilai substantif 
demokrasi. Sejak berkembangnya reformasi politik sehingga 
terciptanya revolusi partisipasi rakyat di Indonesia, maka partai 
politik semakin menjadi bagian penting dari sistem politik modern.
Pasca reformasi pertumbuhan partai politik baru tumbuh 
subur seperti jamur bermunculan.  Bahkan pada Pemilu 1999, 
partai politik peserta Pemilu tidak kurang dari 45 partai. Angka 
tersebut tentu  merupakan jumlah yang besar untuk negara dengan 
sistem presidensial seperti  Indonesia, padahal dalam berbagai 
literatur sistem pemerintahan presidensial tidak didesain untuk 
sistem politik multi partai. Keseimbangan pemerintahan menjadi 
esensi yang diusung pada sistem pemerintahan presidensial. 
Oleh karenanya, sistem politik yang digunakan lebih cocok 
139Potret Pemilu dan Dinamikanya
menggunakan sistem dua partai seperti di Amerika.  Uniknya, di 
Indonesia paket ini tidak berlaku dan menjadi kekhasan sendiri 
bagi sistem politik dan pemerintahannya yang mengelaborasi antara 
sistem presidensial dengan sistem politik multi partai.
Akan tetapi, kelembagaan sistem tata negara Indonesia 
kemudian menginjak fase baru.  Pertumbuhan partai politik 
diredam dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat 
dalam  sebuah undang-undang partai politik dan Pemilu. Eforia 
politik yang dirasakan beberapa tahun pasca reformasi kini 
dihadapkan pada sebuah stabilitas politik dan pemerintahan 
dengan mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Upaya ini 
sering juga disebut  parliamentary threshold yakni partai politik 
harus memenuhi ambang batas terentu untuk bisa masuk ke DPR 
dan membentuk fraksi tersendiri. Ada juga  electoral threshold  yang 
membatasi partai politik berdasarkan dukungan elektoral pada 
saat pendaftaran ke KPU dan ke Kemenkumham. Hal ihwal yang 
menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, 
dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan. Jadi ilmu 
politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian pada 
perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, 
melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun 
menentang pelaksanaan kekuasaan. Pandangan fungsionalisme 
menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik 
dalam mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksankan 
kebijakan umum (who gets what, when and how) di antara para 
ilmuwan yang menggunakan kacamata pandangan ini adalah 
David Easton dan Harold Lasswell. Sehingga bisa disimpulkan 
bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat 
dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit 
politik dan lain-lain).
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut 
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana 
partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - 
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anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang 
sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik 
dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat 
madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai 
menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan 
masyarakat.
Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi 
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945
B. Pola Reqrutmen Caleg Partai Nasdem
Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang 
dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan 
mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini 
adalah rekrutmen partai politik. Soeharto menyatakan rekruitmen 
politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-
lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau 
birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan 
politik.
Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan 
menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah 
organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun 
organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa 
politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 
yang menyebutkan: “proses mencari dan mengajak orang yang 
berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 
partai.” Organisasi adalah tempat berkumpulnya seseorang 
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yang memiliki visi dan misi untuk merealisasikan kepentingan 
bersama. Oleh  karenanya, setiap organisasi mengharapkan 
kadernya merupakan generasi cerdas, berwawasan luas, beriman, 
dan bertakwa. Dengan modal tersebut, organisasi akan mampu 
mengembangkan berbagai upaya kerja amal organisasi yang telah 
ada. 6
Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan 
kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan 
partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara 
mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. 
Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, 
maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai 
memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian 
rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami 
Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah:
“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan 
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan 
pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang 
mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi 
dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”.
Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas 
dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi 
keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai 
pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi 
dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme 
yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat 
menentukan dalam regenerasi kehidupan partai dan penting dalam 
sistem politik suatu negara karena proses ini menentukan orang-
orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara 
itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai 
6 Syarifuddin Jurdi, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, 
Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2004), hlm. 161.
142 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas 
rekruitmen politik dalam mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja 
yang potensial. Salah satu yang terpenting dalam rekrutmen politik 
yang menjamin kelangsungan demokrasi dalam suatu daerah. Lay 
(1997) menjelaskan pola-pola rekrutmen elit politik merupakan 
indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan 
dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik 
tersebut merefleksikan dan sekaligus mempengaruhi masyarakat. 
Lay ( 1997 ) mengatakan bahwa lewat pemahaman terhadap pola- 
pola rekrutmen elit politik, dapat diungkapkan sistem nilai, derajat 
dan tipe keterwakilan politik. Affan Gafar ( 2003 ) menjelaskan 
bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik 
dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan 
dirinya dengan sebaik-baiknya guna memberikan pelayanan dan 
perlindungan kepada masyarakat.
Pola merupakan corak, mode l, sistem, cara kerja, bentuk 
(struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi 
berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun 
pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi 
kelompok sosial manapun, namun pada level parktis. Kerapkali sulit 
dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan 
perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal 
bagi partainya.
Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan 
oleh Rush dan Althoff adalah: “…proses pengrekrutan politik 
memiliki dua sifat yaitu: 
(1). Sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif 
yang didasarkan ataspatronase. 
(2). Sifat terbuka; adalah sistem  yang berdasarkan pada ujian-
ujian terbuka.
Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam 
tafsirannya, misalnya untuk pengrekrutan administratif diperlukan 
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suatu dasar patronase (lindungan) dalam proses pengrekrutannya, 
dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk 
memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin 
partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti 
manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen 
politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan 
partai baik secara terbuka maupun tertutup.
Sedikit penulis menguraikan tentang bahwa Partai NasDem 
lahir di tengah ketatnya persyaratan dan persaingan antar partai 
dalam politik. Secara eksplisit, kandungan pasal di dalam UU No. 
2 tahun 2011 sangat sulit bagi partai politik baru lahir. Persyaratan 
yang paling memberatkan diantaranya adalah pembentukan 
minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu, memenuhi 75% kepengurusan 
Kabupaten/Kota setiap provinsi, dan 50% kepengurusan kecamatan 
di masing-masing kabupaten/kota. Belum lagi pada UU No 8 tahun 
2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan 
partai politik harus mempunyai keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari 
jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik. Namun, Partai 
NasDem berhasil melalui persyaratan tersebut dan menjadi partai 
politik  baru yang berhasil lolos verifikasi Kemenkumham dan KPU. 
Cerita kesuksesan ini tentu membuat persaingan menuju 2014 
menjadi lebih semarak. Artinya, sedikit banyaknya Partai NasDem 
sebagai pemain baru dalam peta politik Indonesia berpotensi untuk 
merubah peta politik yang ada.  
Dengan begitu kita bisa melihat proses dibalik keberhasilannya 
menjadi Peserta Pemilu 2014.  Jurnal yang berjudul “Pelembagaan 
Partai NasDem” ini dibuat berdasarkan kerangka acuan  teori 
historical instituionalism. Oleh karena itu, cakupan kajiannya lebih 
dari cerita suksesnya  Partai NasDem dalam memenuhi serangkaian 
verifikasi dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai  politik dan 
UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD , dan DPRD. 
Motif politik, interaksi antar aktor politik, konvensi-konvensi yang 
melatari terbentuknya partai, struktur informasi, serta dinamika di 
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dalamnya adalah kajian yang akan menjadi cerita tersendiri dalam 
sebuah proses pelembagaan Partai NasDem. 
Terlebih memang Partai NasDem dikenal sebagai partai baru 
yang memiliki riwayat dinamika dan konflik internal yang cukup 
hebat menjelang Pemilu 2014.  Terdapat beberapa faktor yang 
terus mendorong lahirnya Partai NasDem diantaranya ada desakan 
dari beberapa kalangan untuk segera membentuk partai, lahirnya 
UU No. 02 tahun 2011 tentang Partai Politik, serta upaya dari 
partai lain yang mencoba menjegal partai baru lahir. Ketiga  faktor 
tersebut kemudian menstimulasi beberapa kader Ormas Nasional 
Demokrat untuk mendirikan Partai NasDem dengan dukungan 
penuh Surya Paloh. Uniknya, perjalanan partai baru ini mengalami 
masa-masa sulit pada proses pelembagaannya dimana resistensi 
dan konflik . 
Resistensi muncul dari internal Ormas Nasional Demokrat 
yang kurang menyambut pembentukan Partai NasDem. Walau 
beragam tanggapannya, akan tetapi resistensi tersebut memiliki 
implikasi yang paling buruk bagi dua organisasi yang sama-
sama sedang membangun kepercayaan publik. Ormas Nasional 
Demokrat mulai ditinggalkan para kadernya seiring mundurnya Sri 
Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan Partai NasDem sebagai 
entitas yang berbeda dari Ormas  mengalami masa-masa sulit ketika 
dukungan dari Ormas Nasional Demokrat hanya 15%. Namun, 
permasalahan tersebut tidak menjadi soal terlebih Partai NasDem 
membuktikan mampu lolos pada  verifikasi Kemenkumham dan 
KPU. Pada fase berikutnya, konflik kepentingan terjadi antara kubu 
Harry Tanoesudibyo dan Surya Paloh. Konflik tersebut terjadi 
pada pra Kongres Pertama Partai  yang terdiri dari beberapa motif 
politik pasca wacana pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua 
Umum pada Kongres.
Adapun pola rekrutmen kader Partai NasDem adalah sebagai 
berikut: Sebelum menentukan tujuan sosialisasi politik, Partai 
NasDem melakukan analisa dan pemetaan agar lebih terarah, 
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selain itu partai NasDem juga melakukan analisis SWOT.  Partai 
NasDem juga bekerja sama dengan para ahli dan lembaga survey 
untuk mengetahi fenomena apa yang sedang terjadi di masyarakat.
Mengenai tujuan rekrutmen politik , tentunya sebagai partai 
baru Partai NasDem ingin cepat dikenal masyarakat yaitu sebagai 
berikut:
1. Menarik simpatisan masyarakat 
2. Mencari dukungan baru terhadap pemilih yang kecewa dengan 
partai lama.
3. Memberi pembelajaran politik kepada kaum muda dan 
mahasiswa
4. Memenangkan pemilu legislatif, kepala daerah, dan pemilihan 
presiden.
Ruang lingkup sosialisasi dan rekrutmen partai NasDem di 
fokuskan di dalam negeri, khususnya dipelosok daerah, karena 
mereka jumlahnya yang mendominasi. Dengan adanya kader dan 
kepengurusan di daerah mereka otomatis juga membantu dalm 
proses rekrutmen secara langsung maupun tidak langsung. Salah 
satu fungsi parpol yang ideal menurut Almon dan Coleman adalah 
berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan 
orang-orang yang yang menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat 
turut serta mengambil atau menetukan keputusan politik ataupun 
output pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen 
yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada 
lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau 
administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik 
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, 
karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan 
sistem politik ditentukan. Logikanya sederhana, dalam sebuah 
political market, kader merupakan salah satu “product” yang 
menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen 
dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu “product” 
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yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik pola 
rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula 
mutu “product” yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. 
Makin baik mutu product yang diajukan, maka makin tinggi juga 
daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya 
keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-
kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan 
rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, 
sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya. 
Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Michael 
Rush dan Phillip Althoff, dalam penjelasan tahapan rekrutmen 
politik pemimpin. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini 
merumuskan operasionalisasi konsep rekrutmen politik Caleg oleh 
Partai NasDem  adalah sebagai berikut:
1) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan 
tahapan awal yang dilakukan Partai NasDem dalam 
pengrekrutan Caleg melalui:
a. Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai.
b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg.
c. Sarana rekrutmen Caleg.
2) Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh 
Partai NasDem dielaborasikan dengan kriteria untuk memilih 
dan menetapkan calon legislatif dalam, antara lain yaitu : 
a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang 
cukup yakni 25 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi 
anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena 
dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam 
menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat 
mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam 
masyarakat. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang 
yang dikenal masyarakatl uas dan memiliki reputasi yang 
baik.
b. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus 
147Potret Pemilu dan Dinamikanya
mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana 
agar calon tersebut dapat memahami   dan mengatasi 
masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
c. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang 
juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif 
haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang 
digunakan ketika mengadakan kampanye.
d. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap 
seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan 
muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah 
orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan 
kepentingannya.
e. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi 
masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut 
terhadap bentuk pernyataan yang  jelas dan menyampaikan 
hasil rumusan itu kepada masyarakat.
Dalam model rekruitmen terbuka, semua warga negara yang 
memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama 
untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/
pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya 
cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah 
teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian 
tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat 
atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral 
yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, 
dalam sistem rekruitmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah 
dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat 
terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat 
jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.
Sedikit penulis menguraikan rekrutmen partai politik oleh Teori 
Almond dan Powell prosedur-prosedur rekruitmen politik terbagi 
dalam dua bagian yaitu:
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1. Prosedur tertutup artinya rekruitmen dilakukan oleh elit partai 
yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-
calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill 
dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga 
prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya 
ditentukan oleh segelintir orang.
2. Prosedur terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk 
memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di 
dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari 
kompetisi tersebut dilaksankan secara terbuka, dan terang-
terangan. Di dalam rekruitmen politik juga dikenal istilah 
jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-
kajianya antara lain:
a. Jalur rekruitmen berdasarkan kemampuan-kemampuan 
dari kelompok atau individu artinya  jalur ini menjadi 
kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai 
dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-
distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam 
masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan 
partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji 
dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang 
pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, 
keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia 
politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan 
taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu 
direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang 
tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-
kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan 
negara maupun memberi keuntungan partai-partai 
tertentu.
b. Jalur rekruitmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap 
kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan 
mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap 
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mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan 
politik yang lebih tinggi jenjangya serta mampu membawa/
memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi 
pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi 
salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang 
perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori 
Almond dan G.Bigham powell menjelaskan “rekruitmen 
politik tergantung pula terhadap proses penseleksian 
didalam partai politik itu sendiri”. Jadi, kesimpulanya 
setiap individu harus mempunyai skill yang mampu 
diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-
jabatan penting suatu negara.
c. Jalur rekruitmen politik berdasarkan ikatan promodial 
Di zaman modern ini jalur rekruitmen primordial tidak 
menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal 
itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang 
dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan 
politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau 
memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya 
yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban 
tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama 
“rekruitmen politik berdasarkan ikatan promodial”. 
Contoh jalur rekruitmen politik berdasarkan ikatan 
promodial: seorang raja ketika wafat akan menyerahkan 
segala kekuasaanya kepada anak-anaknya, kekuasaan 
yang diberikan kepada keluarga besan, ketika perkawinan 
menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh mertuanya, 
karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang 
mendapat jabatan dari sesama marga atau sukunya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 
rekruitmen politik adalah:
1. Faktor pertama, ini bukan mempertanyakan atau membahas 
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siapa yang akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri ini 
ke depannya melainkan lebih menekankan terhadap: persoalan 
di sekitar politik, kekuasaan rill dan berada disuatu historis.
2. “Persoalan di sekitar politik” berarti setiap calon-calon 
pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimasasikan 
segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala 
polemik-polemik yang sedang terjadi di negara ini dikenal 
sebagai atribut negara karena menjadi indikator pelengkap 
dan pendukung dalam membantu tugas para politikus.
Sistem perekrutan politik terdiri dari beberapa cara yaitu:
1. Seleksi pemilihan melalui ujian.
2. Latihan (training). Kedua hal tersebut menjadi indicator utama 
didalam perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang digunakan 
di yunani kuno).
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan 
dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya 
pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam 
dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena 
untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan 
tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik 
dengan baik dan harus menerapkan teknik-teknik yang baik 
pula dalam berpolitik.
6. Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah 
melalui relasi-relasi terdekat. Petronag masih memiliki 
keterkaitanya dengan budaya korupsi.
7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan 
orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran 
yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi 
yang ditujunya.
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C. Faktor Penghambat Dalam Perekrutan Partai 
NasDem
Sebagai salah satu partai politik maka bentuk perekrutan yang 
dilakukan oleh partai NasDem sebagai berikut:
1. Melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang 
pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial 
politik sosial seseorang misalnya aktivis LSM. 
2. Melalui proses Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang 
dilakukan oleh otoritas pemimipin partai tanpa memperhatikan 
kemampuan orang-orang yang direkrut.
3. Civil Service Revrom, merupakan proses perekrutmen 
berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga 
bisa mendapatakan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi. 
D. Faktor Pendukung dalam Perekrutan Partai 
Nasdem
1. Kegiatan perekrutan yang dilakukan oleh partai Nasdem dengan 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang terlihat dari 
kemampuan setiap masyarakat terhadap pemahaman partai 
atau sebuah oraganisasi.
2. Melakukan perekrutan dengan memberikan pemahaman 
tentang pentingnya sebuah partai politik dalam kehidupan 
sosial masyarakat dan melakukan bentuk hubungan pola kerja 
sama yang mempunyai kemampuan dalam memahami partai 
politik.
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Arah Ideal Partai Politik
O l e h :  A b d i l l a h  A l i m u d d i n
A. Pendahuluan
Partai politik yang diharapkan bisa bertindak ideal dalam 
menjalankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dengan 
pemerintah nampaknya mengalami pergeseran fungsi. Partai 
politik merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientasi, nilai-nlai dan cita-cita yang sama. Tujuan 
kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut 
kedudukan politik. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab 
dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu 
yang ada dengan sendirinya. Kelahirannya mempunyai sejarah 
cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua, bisa dikatakan 
partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan 
masyarakat, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi 
negara.
Pada awal perkembangannya, kegiatan partai politik ini 
masih bersifat elitis. Di negara-negara Barat seperti Inggris dan 
Prancis, kegiatan politik hanya dipusatkan pada kelompok-
kelompok politik dalam parlemen. Namun, seiring berjalannya 
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waktu dan dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan 
faktor atau elemen yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan 
dalam proses atau kegiatan politik,. Kegiatan politik juga mulai 
berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia 
pemilihan yang mengatur pengumpulan dan pemungutan suara 
pada saat berlangsungnya kegiatan politik. Partai politik pun lahir 
dan berkembang secara spontan menjadi penghubung antara rakyat 
disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.
Salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi seperti 
yang ada di indonesia adalah adanya partai politik, karena Partai 
politik merupakan instrumen yang wajib ada di suatu negara yang 
menjalankan sistem demokrasi. Bahkan ada pendapat ekstrim yang 
mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai 
politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan 
peranan penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi merupakan 
sistem pemerintahan yang paling populer  di seluruh dunia, karena 
demokrasi diyakini mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, 
kesejahtraan dan keadilan sosial bagi segenap warga negara. 
Kalau demokrasi tidak bisa mewujudkan kesejahtraan dan 
keadilan sosial, maka ia kehilangan alasan untuk ada. Seperti 
halnya partai politik, jika tidak dapat mewujudkan demokrasi 
yang sehat atau santun, ia juga tidak memiliki alasan eksistensial. 
Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan 
mempunyai Negara dan Pemerintah, karena ketika tidak ada 
kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya 
adalah kekuasaan digunakan secara berlebihan atau sewenang-
wenangnya dan tentunya masyaratlah yang akan selalu dirugkan 
melalui kebijakan-kebijakannya.
B. Defenisi Partai Politik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-partai politik 
adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan 
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ideologi tertentu.
Partai politik berangkat dari harapan ingin menyatukan 
orang-orang yang mempunyai pikiran yang serupa atau sama 
sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. 
Dengan begitu pengaruh bisa lebih besar dalam pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1-menyatakan bahwa partai 
politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam prespektif kelembagaan 
partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara 
rakyat dan pemerintah. 
Banyak sekali defenisi mengenai partai politik yang dibuat oleh 
para sarjana. Beberapa defenisi Partai politik menurut beberapa 
ilmuan politik, yaitu ;
1. Menurut Miriam Budiharjo : Partai politik adalah suatu 
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nlai dan cita-cita yang sama.
2. Menurut Cartl J. Friedrich : Partai politik sebagai kelompok 
manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan 
untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan 
kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan 
ideal bagi para kader dan anggotanya.
3. Menurut R.H Soltau : Partai politik sebagai kelompok warga 
negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak 
sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan 
kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mrnguasai 
pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum mereka.
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4. Menurut Sigmund Neumann : Partai politik adalah dari aktivis-
aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan 
serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan 
suatu golongan-golongan atau golongan lain yang mempunyai 
pandangan berbeda. 
Pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara 
konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka 
dan juga sebagai perantara yang menghubungkan antara rakyat 
(aspirasi-aspirasi)  dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang 
resmi.
C.  Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi
Jika kita berbicara mengenai fungsi dari parpol, maka yang 
ada dibenak kita adalah untuk apa atau kegunaan dari parpol itu 
dibentuk? Parpol mempunyai fungsi yang beragam. Adapun fungsi 
dari parpol secara umum adalah mencari dan mempertahankan 
kekuasaan guna untuk mewujudkan/tercapainya program-program 
yang telah disusun berdasarkan ideologi tertentu. Mengenai 
beragamnya fungsi partai politik Miriam Budihardjo ( 1998 : 
163 ) mengatakan bahwa ada perbedaan fungsi partai politik 
memiliki kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak 
anggotanya dan juga ingin menempatkan anggota-anggotanya 
pada jabatan-jabatan internal partai maupun jabatan-jabatan di 
pemerintahan.dalam Negara demokrasi dan Negara berkembang. 
Yakni yang pertama fungsi partai politik pada Negara demokrasi 
adalah sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana/
tempat diadakannya sosialisasi politik, sebagai sarana rekruitmen 
politik dan yang terakhir adalah sebagai pengatur konflik. Dan 
adapun partai politik untuk Negara berkembang memiliki tiga 
fungsi yakni : partai politik sebagai dukungan basis masa yang 
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stabil, sarana integrasi dan mobilisasi, memelihara berlangsungnya 
kelompok politik. Berikut uraian fungsi partai politik di negara-
negara demokrasi.
1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Pengertian komunikasi politik adalah berbagai macam bentuk 
komunikasi baik itu secara lisan maupun tulisan, cetak, online 
ataupun yang ditelevisi yang melibatkan pesan politik dan juga 
aktor-aktor politik. Baik itu tentang kekuasaan, pemerintahan 
maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.
Banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang di 
masyarakat. Pendapat atau aspirasi-aspirasi yang beragam ini 
akan hilang begitu saja apabila tidak ditampung dan digabung 
dengan aspirasi orang lain yang senada. Sesudah digabungkan, 
pendapat  dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam 
bentuk yang lebih teratur kemudian mengusulkannya menjadi 
sebuah kebijakan umum (public policy), usul kebijakan ini 
dimasukkan ke dalam program partai untuk diperjuangkan atau 
disampaikan melalui parlemen atau perwakilan rakyat yang ada 
di pemerintahan. Jadi ada dua proses, yang pertama di namakan 
proses penggabungan kepentingan, yang kedua dinamakan proses 
perumusan kepentingan.
Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, 
niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan 
saling berbenturan. Agregasi dan artikulasi inilah salah satu 
fungsi komunikasi partai politik, karena bakan meminimalisir 
kesimpangsiuran dan benturan pendapat atau aspirasi-aspirasi.
Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan 
dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan 
pemerintah. Dengan demikan terjadi arus informasi dan dialog 
dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, Disinilah 
partai politik  memainkan peran sebagai penghubung antara yang 
memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan ini 
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sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu 
dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain 
pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat
2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Fungsi partai politik di negara demokrasi yang kedua adalah 
sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik sosialisasi 
politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang 
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Hal 
ini merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik 
seseorang contohnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku 
bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.
Sosialisasi politik juga merupakan faktor penting dalam proses 
terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa, 
karena salah satu faktor penting sosialisasi politik adalah sebagai 
proses penyampaian “budaya politik” yaitu nilai-nilai dan nilai-
nilai, dari satu generasi ke generai berikutnya. Pelaksanaan fungsi 
sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, 
ceramah-ceramah, kursus kader dan sebagainya.
Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat 
menjalankan fungsi sosialisasiyang satu ini, yaki mendidik anggota-
anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab 
sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi di 
bawah kepentingan nasional. Partai politik juga dituntut berperan 
memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.  Ini adalah 
tugas lain dalam kaitannya dengan sosisalisai politik
Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai 
mengutamakan kepentingan partai atas kepntingan nasional. 
Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas pada partai, yang melebihi 
loyalitas pada negara. Dengan demikian pengikut-pengikutnya 
juga mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan partai 
dibanding kepentingan negara.
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3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.”
Organisasi adalah tempat berkumpulnya seseorang yang 
memiliki visi dan misi untuk merealisasikan kepentingan bersama. 
Oleh  karenanya, setiap organisasi mengharapkan kadernya 
merupakan generasi cerdas, berwawasan luas, beriman, dan 
bertakwa. Dengan modal tersebut, organisasi akan mampu 
mengembangkan berbagai upaya kerja amal organisasi yang telah 
ada. 1
Partai politik memiliki kepentingan untuk memperluas atau 
memperbanyak anggotanya dan juga ingin menempatkan anggota-
anggotanya pada jabatan-jabatan internal partai maupun jabatan-
jabatan di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan 
kepentingan partai dan kepentinga rakyat.
Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-
kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian 
ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar 
untuk bisa mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader 
yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya 
sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk 
masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Maka dari itulah partai 
politik berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk 
menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas 
dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk 
menjaring dan melatih calon-calon pemimpin yang ideal.
4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan 
kepntingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu dan 
berbenturan. Itulah potensi konflik yang selalu saja ada dalam 
setiap masyarakat ketika dibiarkan begitu saja, entah itu dari segi 
etnis atau suku, sosial, ekonomi, agama ataupun yang bersifat 
1 Syarifuddin Jurdi, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, 
(Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2004), hlm. 161.
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sektoral. Akan tetapi apabila pemahaman masyarakat tentang 
keberagaman itu sesuai dengan apa yang ada didalam Pancasila 
sebagai ideologi negara indonesia, maka persaingan dan perbedaan 
pilihan/ pendapat yang berbenturan tadi dianggap hal yang wajar 
dan akan mendapat tempat yang damai. Tapi didalam negara yang 
heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan 
mudah mengundang konflik.
Memang konflik dalam masyarakat itu sangat sulit dan bahkan 
tidak dapat dihiilangkan  tetapi yang harus dilakukan adalah 
bagaimana memanajemen konflik tersebut supaya tidak merusak 
antar golongan. Disinilah peranan partai politik diperlukan untuk 
membantu mengatasi atau meminimalisir dan mengatur sedemikian 
rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk 
mengendalikan konflik dengan cara berdialog dengan pihak-pihak 
yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah 
perwakilan rakyat  untuk mendapatkan keputusan politik.
D.  Hilangnya Arah Ideal Partai
Semua peran partai politik sudah dijelaskan diatas adalah 
implementasi kebijakan publik yang merspon kepentingan 
rakyat. Pemilih rasional akan memilih partai politik yang mampu 
memfomulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik 
yang merespon kepentingan rakyat. Jika partai politik tidak 
mampu melakukan peran dan fungsi yang demikian, maka akan 
ditinggalkan kontituen yang rasional (Rachbini, 2002). Harapan 
masyarakat mengenai partai sebagai wadah penyalur aspirasi 
politik semakin baik, namun realitanya itu tidak sesuai. 
Jika dilakukan survei apakah fungsi dan peran partai politik 
hari ini sudah dirasakan atau belum oleh masyarakat, mungkin 
ada yang mengatakan sudahh tapi akan banyak yang mengatakan 
tidak, karena kita tahu bersama begitu banyaknya kasus-kasus 
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korupsi yang merajalela di negara ini. Partai yang seharusnya bisa 
membawa suara rakyat kepada pemerintah malahan bergeser fungsi 
menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk 
memperkaya orang-orang yang ada didalamnya saja (elit politik).
Inisiasi para elit politik ini boleh jadi membumi hanguskan 
fungsi ideal partai politik. Dimana fungsi partai politik itu merekrut, 
mendidik, dan mengawasi staf yang kompoten untuk kantor publik 
mereka dan untuk menduduki kursi parlemen (Thomas Mayer) itu 
kemudia digeser ke fungsi yang lain menjadi sebagai perusahaan 
misalnya. Padahal, partai politik sejatinya bukan lembaga atau 
tempat mencari keuntungan ekonomi, melainkan sebuah wadah 
yang dibangun atas landasan kebersamaan dan kesamaan gagasan 
untuk membangun bangsa yang makmur, aman dan sejahtra.
‘’Mereka (partai politik) tetaplah bagian yang tak terpisahkan 
dari proses demokrasi, sebanyak apapun kritikan yang kita 
lontarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus terlibat dalam 
kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi, 
kualitas pemilih dalam memilah partai dan meningkatkan kepekaan 
partai-partai terhadap rakyat.’’
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Kaderisasi Instant dalam 
Partai Politik
O l e h :  S a y d i n a  A y u
A. Pendahuluan
Organisasi adalah tempat berkumpulnya seseorang yang memiliki 
visi dan misi untuk merealisasikan kepentingan bersama. Oleh 
karenanya, setiap organisasi mengharapkan kadernya merupakan 
generasi cerdas, berwawasan luas, beriman, dan bertakwa. Dengan 
modal tersebut, organisasi akan mampu mengembangkan berbagai 
upaya kerja amal organisasi yang telah ada. 2
Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk 
pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan 
menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan 
kader-kader yang tangguh. Kaderisasi merupakan kebutuhan 
internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya 
sebuah hukum alam, ada proses peraturan dan pergantian 
disana. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat di 
2 Syarifuddin Jurdi, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, 
Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2004), hlm. 161.
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ukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang 
dikembangkannya. Karena wujud dari keberlanjutan organisasi 
adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan 
komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.
Pada umumnya penggunaan kata kader sangat lekat pada 
partai politik dengan harapan pada kader tersebut kelak dapat 
meneruskan kepengurusan atau kepemimpinan organisasi. Namun, 
sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik,selama ini tidak 
berjalan dengan baik. Akibatnya partai politik miskin kader 
mumpuni untuk di usung menjadi calon pemimpin, termasuk calon 
kepala daerah. Fenomena calon tunggal merupakan bukti adanya 
krisis kader tersebut.
Instant memiliki arti langsung (tanpa dimasak lama) dapat 
diminum atau dimakan. Hal ini dapat dianalogikan untuk fenomena 
kader-kader partai politik hari ini yang ada di DPR. Instant dalam 
arti tanpa proses pengkaderan yang jelas. Mempunyai modal 
popularitas dan lot of money  dapat membuat seseorang mewakili 
sebuah partai dalam events politik negeri ini.
Pendidikan politik melalui kaderisasi merupakan program 
kerja utama parpol. Parpol seharusnya menyiapkan organ untuk 
proses pengkaderan dengan menyusun kurikulum materi kaderisasi 
yang tidak hanya menstranfer visi, misi, dan ideologi parpol. Organ 
ini juga harus mampu membuat kaderisasi yang menarik, insentif, 
dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah 
dengan ditetapkannya UU No.2 Tahun 2011 untuk melengkapi 
UU No.2 Tahun 2008.
Namun realita di lapangan parpol tidak sungguh-sungguh 
melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi belum menjadi prioritas 
bagi partai politik di Indonesia. Selama masa Orde Baru hingga era 
reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur dan 
dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum (Pemilu).
Selain itu, akhir-akhir ini banyak parpol yang menerapkan 
kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap 
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populer atau mapan secara finansial untuk mendongkrat perolehan 
suara pada proses pemilihan. Kebijakan kaderisasi instan lebih 
banyak menghasilkan kader yang pragmatis. Hal ini tentu akan 
merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang. Bahkan 
tidak semua parpol memiliki mekanisme pengkaderan yang 
jelas. Jika pun ada parpol yang memiliki mekanisme, mekanisme 
pengkaderan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelatihan ini 
juga terungkap minimnya kader perempuan yang dimiliki parpol. 
Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader muda parpol akan 
visi, misi, dan ideologi parpolnya masih minim. Dalam pemaham 
demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara 
terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil.  Dari 
sini dapat menyimpulkan bahwa partai politik belum menjalankan 
fungsinya untuk memberikan pendidikan politik bagi kader dan 
konstituennya. Padahal masa depan sebuah partai terletak ditangan 
para kader dengan dukungan konstituennya. Padahal masa depan 
sebuah partai terletak ditangan para kader dengan dukungan 
konstituennya.
B. Hiruk Pikuk Partai Politik
Penyakit yang hinggap dalam tubuh partai politik saat ini 
adalah proses kaderisasi yang instant kerap terjadi. Kaderisasi 
mayoritas partai politik tak berjalan dengan semestinya. Padahal, 
kaderisasi itu energi buat partai, tetapi mereka inginkan yang 
instant. Karena kaderisasi, dan rekrutmen yang instant pada 
gilirannya, reprentasi DPR RI jadi bermasalah isinya orang yang tak 
punya visi politik dan adanya tipu daya. Menjustifikasi pernyataan 
beberapa orang termasuk ketua DPR bahwa proses kaderisasi 
partai politik yang buruk juga bisa membuat lembaga DPR juga 
buruk. Mungkin sebuah isu lama tetapi tanpa solusi.
Berbicara tentang idealis kiranya perlu adanya kaderisasi partai 
yang baik dan jelas. Mencetak kader partai yang benar-benar 
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mampu menterjemahkan ideologi,visi partai tentunya itu adalah 
titik temunya pada Indonesia yang sejahtera. Tetapi dengan proses 
pengkaderan seperti ini juga harus membangun semuanya, selain 
diri kemasyarakat  (popularitas) dan tentu saja masalah modal 
materi. Karena kemampuan pribadi yang handal tidak cukup untuk 
masuk jadi anggota DPR tanpa popularitas dan juga materi. 
Kalau hanya mementingkan pemenangan saja ini lebih muda. 
Partai politik hanya bergerilya orang yang mempunya popularitas 
dan juga banyak uangnya. Dua komponen ini adalah senjata 
untuk pemenangan. Kader partai hasil sistem instant ini, perlu 
dipertanyakan kredibilitasnya. Namanya juga instant jadi tanpa 
proses yang jelas. Tetapi dengan cara yang instant ini lebih efektif 
dalam pemenangan partai politik.
Sirkulasi kepemimpinan parpol didaerah berjalan relatif lancar. 
Rata-rata ketua partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/
kota ialah golongan muda dengan rentang usia 40-50 tahun. 
Namun, kebanyakan berasal dari golongan usaha. Sangat jarang 
juga ditemui  para pejabat-pejabat yang sebagai kader parpol 
pendidikannya dari pendidikan politik tetapi yang sering ditemui 
itu rata-rata berasal dari sarjana ekonomi dan pendidikan saja.di 
partai demokrasi Indonesia perjuangan saja yang partai ideology 
menurut kajian CSIS, 57% ketua partai didaerah itu seorang 
pengusaha. Wajar saja karena demokrasi kita mahal. Dalam sistem 
yang mahal itu, aktivis dan pekerja partai terpinggirkan. Jadi, tidak 
mengherankan jika kalau yang bermodal menguasai partai politik.
Keberpihakan partai politik terhadap kader pebisinis tidak lepas 
dari kebutuhan agar mesin partai tetap berjalan dan memenangi 
kontestasi pemilu, pasalnya dibutuhkan dana yang besar untuk 
memperkenalkan seorang calon kepala daerah kepublik.
Perhitungan parpol pun kerap hanya berbasis untung rugi dan 
menang kalah. Sistem alektoral memaksa partai harus menang 
untuk bisa bertahan dan agar partai punya akses terhadap sumber 
daya. Kaderisasi pun ditempatkan hanya sebatas bagaimana cara 
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memenangi pemilu.
Arif wibowo mengakui pola pengaderan dalam rangka 
rekrutmen, pendidikan ideologi, dan kontiunitas kepemimpinan 
mengalami stagnatasi (tidak jalan,tidak aktif,tidak berjalan) . 
Bahkan partai politik kerap dianggap melalaikan kaderisasi. Hal 
itu tercermin pada munculnya pimpinan berbagai lembaga politik 
dan publik yang di usulkan partai, tapi bukan kader partai itu 
sendiri. Partai terkesan tidak memiliki kader kompeten sehingga 
terpaksa harus mengusung calon pemimpin diluar. Fenomena inilah 
kemudian yang dinilai sebagai gagalnya partai dalam rekrutmen 
dan pengaderan.
C. Distorsi Partai Politik dan Demokrasi
Namun kondisi tersebut tidak semata kesalahan parpol. Sistem 
demokrasi yang berkembang di Indonesia, khususnya pemilihan 
langsung dan pemilu legislative dengan sistem proporsional terbuka, 
cenderung melanggengkan kondisi itu. Dalam pemilihan langsung, 
ukuran masyarakat dalam memilih bukan lagi berbasis kemampuan 
kader yang terlah teruji di internal partai, melainkan lebih kepada 
popularitas. Alhasil, banyak partai dalam pildaka lebih memilih 
calon dari luar yang popularitasnya tinggi. Meskipun belum teruji 
kemampuannya, jika dibandingkan dengan kader yang telah teruji 
tetapi tidak populer, mereka memilih yang populer. Dalam pemilu 
legislatif pun seperti itu. Kader-kader terbaik cenderung kalah 
ketika berhadapan dengan calon lain yang punya modal besar. 
Tanpa sokongan pemerintah lewat pembenahan sistem dan bantuan 
kapital, kursi elite partai politik bakal terus dikuasai pengusaha 
dan pemodal yang belum tentu kompoten karena itu, partai politik 
didanai pemerintah. Itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi, syaratnya 
partai politik harus mau di audit harus ada penalti ketika dana itu 
salah urus. Ini juga untuk mencegah kader-kader partai korupsi 
untuk mendanai partai”.
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Pendidikan politik melalui proses kaderisasi merupakan 
investasi jangka panjang partai politik. Partai politik yang serius 
mempersiapkan dan melaksanakan kaderisasi dengan baik akan 
mendorong perkembangan dan pertumbuhan partai politik 
tersebut dimasa depan. Bagi masyarakat umum, secara mudah 
menilai kualitas partai politik dengan melihat mekanisme dan 
proses kaderisasinya. Jika sebuah partai politik mampu melakukan 
kaderisasi yang baik dan berkelanjutan sudah hamper dipastikan 
partai politik tersebut memiliki manajemen yang baik. Kaderisasi 
yang baik juga mencerminkan visi,misi dan ideologi partai politik. 
Dengan kaderisasi yang baik, tentu parpol mampu menghasilkan 
kader-kader yang berkualitas secara mental dan intelektual sehingga 
mampu menjadi pemimpin dan anggota dewan yang kompoten 
dan berkualitaas. Dengan demikian produk-produk kebijakan 
public yang dihasilkannya mampu menjadi pemecah social dan 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
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“Wajah” Partai Politik
O l e h :  A r i s  M u f l i h
A. Pendahuluan
Pada 21 Mei 1998 merupakan momentum sejarah politik 
nasional yang paling menentukan  bagi masa depan Indonesia, 
peristiwa pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden merupakan 
awal dari pembangunan kembali sistem politik yang demokratis. 
Rezim orde baru tumbang melalui gerakan perlawanan rakyat, 
dengan motor utamanya Mahasiswa.3
Partai Politik merupakan sebuah komponen penting dalam 
suatu sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia sebagai negara 
demokrasi tentu berkaitan langsung dengan partai politik. Fungsi-
fungsi partai politik tentu bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 
Salah satu diantaranya, melahirkan sebuah kader-kader yang akan 
menjadi pemimpin bangsa merupakan salah satu fungsi dari partai 
politik. Selain dari itu, partai politik juga berfungsi dalam menjaga 
iklim kondusif perpolitikan nasional, dan juga menyerap aspirasi 
3 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kekuasaan, Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin 
Makassar, 2015), hlm. 184.
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atau memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat serta 
fungsi-fungsi yang lainnya.
Partai politik tentu memiliki ideologi yang jelas serta tujuan 
yang sama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian 
dari lembaga politik yang searah dengan definisi Partai Politik ialah 
organisasi yang terstruktur berdasarkan ideologi, dan anggota-
anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita atau tujuan 
yang sama. 
Di Indonesia, berdasarkan ideologi yang diterapkan partai 
politik terbagi atas 2, yaitu nasional dan religius. Dan jumlah parpol 
di Indonesia sangat banyak dan tak terbatas namun hanya beberapa 
parpol yang aktif di pemerintahan dan ikut dalam pemilihan umum.
B. Pola Rekrutmen Partai Politik
Pola rekrutmen setiap partai politik di Indonesia berbeda-beda hal 
ini terjadi karena perbedaan ideologi serta AD/ART yang diterapkan 
oleh masing-masing partai. Partai Politik (parpol) sebagai alat untuk 
menghasilkan kader-kader yang berguna bagi pemerintahan dituntut 
untuk lebih selektif dalam merekrut dan melakukan proses kaderisasi 
yang baik yang sesuai dengan patron politik di Indonesia. 
Partai politik sebagai lembaga yang juga mendapat bantuan 
dana dari APBN diminta untuk melakukan pola rekrutmen 
dan kaderisasi yang terbuka dan transparan. Hal ini guna 
menciptakan suatu parpol yang kuat dan bersih. Parpol juga harus 
memperhatikan kualitas seorang kader dibanding dengan jumlah 
kader yang banyak namun tak dijamin akan kualitasnya. 
C. Mekanisme Perekrutan Partai Politik.
Pemimpin terbaik lahir dari suatu proses yang terbaik 
pula, maka parpol dituntut melakukan proses perekrutan yang 
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ketat dengan melakukan berbagai macam tes untuk mengukur 
kemampuan kepemimpin dan kematangan organisasi seorang 
calon kader. Pola rekrutmen yang transparan juga diharap 
untuk menciptakan proses yang murni. Karena tantangan dan 
permasalahan yang akan dihadapi kedepannya sangatlah kompleks. 
Namun permasalahan rekrutmen terkadang disampingkan oleh 
parpol itu sendiri, tanpa menghiraukan tujuan dari perekrutan yang 
ketat. Parpol tidak melakukan sebuah proses perekrutan yang tepat 
dan murni melainkan perekrutan yang instan dengan popularitas 
sebagai hal yang utama dalam menentukan posisi dalam struktur 
kepartaian.
Sebuah parpol mestinya mengikuti segala mekanisme yang 
sesuai dengan AD/ART parpol itu sendiri. beberapa parpol yang 




3. Penugasan Partai dalam jabatan politik
4. Penilaian kader.
  Pola seperti itulah yang diterapkan partai Golkar, 
dengan menempatkan penugasan partai berdasarkan hasil 
dari diklat perkaderan dan dilihat dari penilaian kader 
yang terbuka dan secara demokratis agar citra partai 
di depan publik dapat terjaga dan berintegritas dengan 
menempatkan kader-kader yang potensial dan berkualitas. 
b. Partai Nasional Demokrat.
  Partai NasDem membagi atas 2 (dua) sistem perekrutannya. 
Yaitu : 
1. Sistem perekrutan terbuka 
  Penerimaan kader dilakukan bersifat terbuka, artinya 
melakukan perekrutan yang terbuka untuk umum dengan 
hanya memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) 
dan disetor kepada kantor perwakilan parpol di daerah 
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(DPC, DPD, atau DPW) kemudian diteruskan ke pusat 
(DPP) beserta data-data calon kader untuk pencatatan 
administrasi dan pembuatan kartu tanda anggota (KTA). 
2. Sistem perekrutan tertutup.
  Sistem ini digunakan oleh partai Nasdem dalam 
penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-
jabatan di internal maupun jabatan-jabatan pemerintahan. 
Calon yang mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai 
dengan seleksi partai politik. Perekrutan ini mendapat 
seleksi ketat dan berdasarkan aspirasi dan pilihan para 
kader karena ini bertujuan untuk mengisi pos-pos penting 
dalam struktur partai maupun pemerintahan.
3. Partai Keadilan Sejahtera.
  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai kader yaitu 
partai yang mengandalkan kualitas anggotanya. Keketatan 
organisasi dan disiplin anggota menjadi kekuatan utama. 
PKS sebagai partai dakwah dalam berpartisipasi berupaya 
mendakwahkan Islam dalam upaya mentransformasikan 
bangsa menuji bangsa yang adil dan sejahtera.
  Mekanisme yang diterapkan PKS ialah dengan 
menggolongkan kader sesuai dengan kemampuan dan 
kompetensinya berdasarkan hasil perkaderan. Jenjang 
keanggotaan PKS dibagi atas 6 yaitu :
 Anggota kader pendukung
1. Anggota pemula, yaitu mereka yang baru mendaftar 
di tingkat DPC dan akan mengikuti training orientasi 
partai.
2. Anggota muda, yaitu mereka yang telah terdaftar 
keanggotaannya di tingkat DPD dan telah lulus 
pelatihan kepartaian tingkat dasar satu. 
3. Anggota Madya, yaitu mereka yang telah terdaftar 
keanggotaanya di DPD dan telah lulus pelatihan 
174 Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik
kepartaian tingkat dasar dua.
4. Anggota dewasa, yaitu mereka yang telah terdaftar 
keanggotaanya di tingkat DPW dan telah lulus 
pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
5. Anggota ahli, yaitu mereka yang telah terdaftar 
keanggotaanya di tingkat DPP dan telah lulus pelatihan 
kepartaian tingkat tinggi.
6. Anggota purna, yaitu mereka yang telah terdaftar 
keanggotaannya di tingkat DPP dan telah lulus 
pelatihan kepartaian tingkat ahli.
  Sedangkan Anggota kehormatan yaitu para 
kader yang telah berjasa dalam perjuangan partai 
dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Keadilan Sejahtera. 
Secara umum, pola perektutan partai politik memiliki 
kesamaan namun ada beberapa aspek-aspek yang berbeda 
tergantung dari bagaimana partai tersebut memahami seberapa 
pentingnya pola perekrutan yang telah diterapkan dalam rangka 
menjalankan roda perpolitikan nasional dalam pemerintahan atau 
diluar pemerintahan  dan juga dalam meraih simpati masyarakat 
dalam pemilihan umum.
D. Hilangnya Proses Kaderisasi Ditubuh Parpol
Tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas seseorang mampu 
menarik minat suatu partai politik untuk merekrutnya dalam 
momen-momen politik yang bertujuan untuk meraih dukungan 
sebesar-besarnya tanpa melakukan seleksi ketat atau bahkan 
mengikuti pelatihan atau kaderisasi yang biasa dilakukan oleh 
partai politik dalam rangka merekrut kader barunya.
Perekrutan yang serba cepat atau instan ini telah merusak 
mekanisme kepartaian dalam perekrutan dan juga sistem demokrasi 
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yang dianut oleh bangsa Indonesia. Beberapa tahun belakangan 
fenomena ini kerap terjadi, dimana seorang politisi yang baru saja 
direkrut namun esok hari sudah menjadi pimpinan dipartai tersebut 
bahkan ada yang menjabat ketua partai. Ini telah mencederai 
perjuangan kader-kader dibawah yang telah bekerja susah 
payah dalam menyosialisasikan visi-misi partai serta program-
programnya.
Para kader yang direkrutan secara instan dalam posisi-
posisi yang strategis secara tak langsung telah mengkebiri proses 
kaderisasi yang telah dijalan dan bisa saja membuat partai tersebut 
mengalami kemunduran dan kemerosotan perolehan suara karna 
seorang politisi yang ia baru rekrut tak memahami ideologi, visi 
& misi bahkan AD/ART partai tersebut.
Kemampuan finansial dari seseorang juga mempengaruhi 
partai politik dalam melakukan perekrutan yang instan. Dengan 
tujuan agar politisi yang direkrutnya dapat membiayai sepenuhnya 
kebutuhan partai yang tentu jumlahnya tak sedikit. Bahkan ada 
partai politik di Makassar yang menawarkan kursi Ketua umum 
bagi para politisi yang sanggup menyediakan sebuah kantor untuk 
kesekretariatan partai tersebut. Ini sangat jelas bahwa partai 
politik saat ini hanyalah sebuah kendaraan yang bisa saja dibeli 
untuk mengantarkan seorang politisi tersebut meraih kekuasaan 
di pemerintahan. Padahal hal ini telah diatur didalam UU bahwa 
untuk menjadi pengurus partai haruslah berdasarkan AD/ART 
partai bukan pada finasial kader tersebut.
Pola perekrutan yang instan juga banyak terjadi dalam proses 
pencalonan kepala daerah. Sebuah partai memiliki hak dalam 
mencalonkan atau merekomendasikan calon kepala daerah kepada 
KPU sesuai dengan jumlah perolehan kursi di DPRD sebagai syarat 
yang telah ditetapkan untuk mencalonkan di Pilkada. Banyak 
rekomendasi dikeluarkan oleh partai politik terhadap calon kepala 
daerah yang tak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. 
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Banyak contoh kasus yang terjadi dalam proses Pilkada, seperti 
penentuan jumlah mahar politik yang harus dibayar oleh politisi 
sesuai dengan jumlah kursi partai di DPRD untuk mendapatkan 
rekomendasi dari partai sebagai calon usungan. Dan terkadang 
pihak partai menjelaskan bahwa mahar tersebut digunakan sebagai 
modal bagi partai untuk membantu dalam menyosialisasikan 
politisi yang diusung. Namun nyatanya sosialisasi yang dilakukan 
oleh partai politik tak sebanding dengan jumlah mahar yang 
diterimanya. Bisa jadi mahar politik yang dikatakan sebagai modal 
sosialisasi ini mengalir kepada para oknum pengurus partai yang 
telah mengabaikan aspirasi masyarakat.
Proses pemberian mahar politik sebagai syarat untuk 
mendapatkan rekomendasi ini, secara tak langsung membuat proses 
rekrutan calon kepala daerah ini gagal dalam melahirkan sebuah 
pemimpin yang lahir karena kemampuannya dan telah teruji dalam 
penyeleksian di partai politik. Dan bisa menjadi awal dari lahirnya 
pemimpin korup karena proses rekrutmen tidak transparan.
E. Partai yang Kuat Adalah Partai yang Lahir Akan 
Proses Kaderisasi
Proses kaderisasi sangatlah penting dalam rangka menguatkan 
ideologi kepartaian dalam tubuh para kader, sama halnya dengan 
anak yang berumur 5-6 memerlukan pendidikan dasar untuk 
melatih serta mengembangkan potensi. Kader partai politik 
haruslah paham akan fungsi dan tujuan partai dengan mengikuti 
proses kaderisasi. Tujuan partai pun telah diatur dalam UU 
, bahwasanya partai politik harus menjaga dan memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Partai yang lahir dari proses kaderisasi akan tumbuh pesat 
dan kuat dengan tetap konsisten dalam melakukan rotasi-rotasi 
kepemimpinan dan memberikan ruang bagi para politisi muda. 
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Dengan mengedepankan asas pancasila, yaitu suatu pemimpin yang 
lahir dari hasil kesepakatan dan musyawarah atau perwakilan.
Pengaruh partai politik juga berpengaruh dalam meningkatnya 
partisipasi masyarakat, semakin aktif partai dalam menyampaikan 
aspirasi masyarakat maka semakin aktif masyarakat dalam 
menghidupkan partai. Partisipasi masyarakat yang tinggi secara 
tak langsung mengembangkan proses demokrasi dalam sebuah 
negara. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan seseorang orang 
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu 
dengan jalan memilih para kader partai yang telah mengikuti 
proses kaderisasi dalam menjadi pimpinan negara. Itulah sebabnya 
jika partisipasi masyarakat kurang, bukan karena masyarakat 
yang tak ingin terlibat atau masa bodoh tetapi masyarakat ingin 
melihat bagaimana partai politik memperjuangkan dan menjadi 
penyambung aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.
Pola rekrutmen partai politik akan diatur di dalam Undang-
Undang partai politik saat ini yang akan direvisi. Hal ini telah 
disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional, Ida 
Fauziyah. Menyatakan bahwa peraturan kaderisasi itu sangatlah 
penting agar kader partai yang benar-benar telah berjuang dalam 
menghidupkan partai bisa mendapatkan tempat di partainya. 
“Untuk itu perlu ada jaminan agar kader partai yang lama tidak 
tersingkir dengan adanya kader partai yang lahir karena proses 
yang instan” kata Ida Fauziyah di Semarang Kamis (10/6).
Dalam Undang-Undang partai yang lama, tidak diatur pola 
rekrutmen secara tegas sehingga proses kaderisasi partai politik 
tidak berjalan secara sehat. Padahal, salah satu fungsi partai politik 
ialah kaderisasi. Aturan kaderisasi partai politik itu menjadi salah 
satu materi yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang 
No 2 Tahun 2008. 
Sudah semestinya pemerintah lebih proaktif dalam memantau 
proses kaderisasi ditubuh Partai politik, karena kader yang lahir 
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dari proses kaderisasi yang tegas akan menghasilkan pemimpin 
yang berkualitas dibanding kader yang lahir hanya dengan 
membayar uang Rp. 100.000 kepada pengurus untuk pembuatan 
karta tanda anggota dalam mengendarai partai dalam mengikuti 
pemilihan legislatif. Tentu ini akan merugikan pemerintah dan 
khususnya bangsa Indonesia jika proses kaderisasi terabaikan dan 
perekrutan kader yang “instan” terus berlangsung.
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Asal-Usul Partai Politik 
Modern Abad Ke-19
O l e h :  M a m a n  D a i m a n s y a h
A. Pendahuluan
Politik berbasis partai adalah penemuan transformasi abad ke-
19. Tetapi bukannya partai politik tidak dikenal pada masa sebelum 
abad ke-19, akan tetapi baru setelah abad ke-19 partai muncul 
sebagai organisasi utama dalam politik di banyak negara-negara 
besar. Sebelum abad ke-19 partai hanya bersifat pengelompokan-
pengelompokan biasa, yang dihubungkan dengan dukungan 
terhadap pemimpin atau ide politik tertentu. Seringkali mereka 
disamakan dengan “faksi”, divisi-divisi yang tidak diinginkan yang 
dianggap membahayakan ketertiban disuatu negara. Meskipun 
terdapat banyak isu yang berkembang dan berakar tentang 
keburukan partai politik, selama abad ke-19 partai mengambil 
bentuk yang baik di dalam maupun diluar legislatif di banyak 
negara.
Perubahan-perubahan dalam partai politik ini bertepatan 
dengan sebuah tranformasi politik yang lebih luas. Di seluruh Eropa 
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dan Amerika Utara abad ke-19 terjadi sebuah gerakan yang luas ke 
arah politik elektoral massa. Ketika pemilih tumbuh, tumbuh juga 
kompetisi pemilihan yang diorganisir partai. Karena itu, kehadiran 
banyak partai politik yang bersaing perlahan-lahan dianggap sebagai 
salah satu keunggulan dari sebuah rezim Demokrasi: sebagaimana 
dikatakan EE Schattschneider (1942) pada pertengahan abad ke-20, 
“partai politik menciptakan demokrasi, dan demokrasi moderen 
tak terpikirkan tanpa partai.” Seiring dengan pergeseran ini muncul 
aspirasi-aspirasi baru yang menyoroti aspirasi pemilu sebagai ciri 
paling penting yang membedakan partai politik dengan kelompok 
lain yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik.
Dalam konteks Indonesia, asal mula partai politik dimulai 
ketika pemerintah melalui Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan 
maklumat yang berisi himbauan untuk mendirikan partai politik. 
Maklumat pemerintah yang pertama dikeluarkan pada 3 oktober 
1945 yang mengajak rakyat untuk mendirikan partai.4
Dalam penjelasan singkat Antony Downs (1957), partai 
adalah “tim yang berusaha menguasai aparat pemerintah 
dengan memperoleh jabatan publik melalui pemilihan yang telah 
melembaga”. Meskipun kompetisi pemilu dilihat sebagai kegiatan 
inti bagi partai, dalam deskripsi fungsionalis yang lebih rumit 
partai melakukan lebih dari ini. Mereka melakukan banyak tugas, 
termasuk salah satu daftar, memilih personil resmi, merumuskan 
kebijakan publik, menjalankan dan mengkritik pemerintah, 
memberikan pendidikan politik, dan menengahi antara individu 
dan pemerintah.  Semua ini jauh dari defenisi Edmund Burke akhir 
abad 18 di mana partai adalah “kumpulan orang yang bersatu, 
untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui usaha 
bersama mereka, berdasarkan beberapa prinsip tertentu yang 
mereka sepakati”.
4 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan  Politik Indonesia Kontestasi 
Ideologi dan Kepentingan, Jakarta: Kencana, 2015), hlm.114.
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B.   Partai Adalah Faksi ?
Partai politik seperti yang kita ketahui hari ini memiliki 
akar dalam tanah intelektual yang jelas tidak ramah. Versi dari 
kata “partai”, yang berasal dari bahasa Latin partir (membagi), 
digunakan dalam semua bahasa utama di Eropa pada abad 
ke-18. Pada tahap ini istilah ini paling sering digunakan dalam 
pengertian negatif, secara bergantian dengan istilah “faksi”, 
untuk menggambarkan perpecahan ide atau kepentingan pribadi 
yang mengancam pemerintahan yang damai. Label “partai” tidak 
terbatas pada ranah politik sekuler: ia juga digunakan untuk faksi-
faksi agama yang saling bersaing, baik dalam gereja khatolik atau 
sebagai sebutan untuk sekte-sekte protestan.
Munculnya definisi sekuler dan non-peroyatif yang lambat 
tentang partai terjadi dalam praktek maupun teori politik. 
Sepanjang abad ke-28 dan memasuki abad ke-19, sebagian dari 
mereka yang terlihat dalam apa yang sekarang kita gambarkan 
sebagai partai politik menolak label itu. Pada kenyataannya, banyak 
yang mengklaim adanya landasan moral yang tinggi dalam mencari 
jalan terbaik untuk bangsa, seraya mencaci lawan mereka sebagai 
‘partisan’. Reaksi seperti itu mungkin terlihat paling mencolok 
dalam Revolusi Prancis. Dipengaruhi oleh cita-cita Reusseau 
tentang Kehendak Umum, dan serangannya terhadap asosiasi-
asosiasi yang hanya memecah-belah bangsa, kelompok-kelompok 
saingan mengklaim akan berbicara bagi semua orang. Ironisnya, 
meskipun kelompok-kelompok Revolusioner mengklaim berada 
diatas partai, dikemudian hari komentator prancis yang menolak 
Revolusi melihat kelompok-kelompok ini sebagai contoh utama 
dari akses partisan, sehingga di Perancis salah satu warisan abadi 
Revolusioner adalah bias anti-partai politik disegala spektrum 
politik.
  Dominasi baru partai politik di sebagian besar Eropa abad ke-
19 tampaknya jelas terkait dengan dua perkembangan yang berbeda 
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tetapi salimg terkait: pengalihan kekuasaan politik ke legislatif, dan 
perluasan pemilih. Banyak penulis menekankan prioritas temporal 
dan kasual dari parlementarisasi dalam proses ini: “pertama 
ada penciptaan kelompok-kelompok parlementer, kemudian 
kemunculan komite pemilihan umum, dan akhirnya pembentukan 
hubungan permanen antara dua elemen ini” (Duverger, 1954: 
xxiv. Sartori menggambarkan urutan yang sama: legislatif menjadi 
lebih bertanggung jawab, kemudian partai menjadi lebih penting, 
kemudian persaingan partai mendorong partai untuk mencoba 
mendapatkan keuntungan pemilu dengan merebut pemilih baru 
yang mungkin senang. Akhirnya, kebutuhan untuk memobilisasi 
pemilih yang lebih besar mendorong partai untuk mengembangkan 
organisasi yang lebih formal.
Ketika mencoba untuk menjelaskan mengapa partai 
muncul kapan dan dimana mereka muncul, penting untuk 
mempertimbangkan hambatan kelembagaan bagi pembentukan 
partai sebagaimana juga penting melihat insentif kelembagaan 
untuk kompetisi terorganisir. Hambatan ini dapat dengan mudah 
diabaiakan oleh mereka yang mempelajari munculnya partai-partai 
di Anglo-Amerika, karena partai memainkan peran-peran kecil di 
negara ini. Namun salah satu yang membuat Amerika dan Inggris 
luar biasa pada paruh pertama abad ke-19 adalah sejauh mana 
warga negara mereka menikmati hak untuk membentuk organisasi 
politik dan mengekspresikan pertentangan terhadap kebijakan 
pemerintah.
Kebebasan pers dan hak untuk bebas berkumpul diabadikan 
dalam konstitusi AS, meskipun disini kebebasan pers awalnya 
dipandang cocok satu sama lain dengan tindakan publik terhadap 
mereka yang dianggap menyebarkan pandangan yang berlaku 
dalam Common Law Inggris. Undang-undang sensor Inggris 
dihapuskan pada akhir abad ke-17, tetapi sampai pertengahan 
abad ke-19 hukum fitnah menghambat publikasi komentar yang 
mungkin ditafsirkan sebagai serangan terhadap pemerintah atau 
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partai yang memerintah (Harting, 2001). Tetapi undang-undang 
Inggris memungkinkan kelompok-kelompok untuk mengajukan 
petisi ke parlemen untuk menyampaikan keluhan mereka. Jadi, 
misalnya, meskipun kekerasan yang terkait dengan protes Chartist 
tahun 1930-an itu ilegal, petisi itu sendiri adalah sah dan divoting 
oleh parlemen meskipun akhirnya ditolak. Pada saat pemilih 
sangat kecil, protes Chartist tidak menyebabkan berdirinya partai 
politik, tapi episode ini menunjukkan lingkup kebebasan berserikat 
politik yang relatif luas yang dinikmati warga Inggris pada awal 
abad ke-19.
Di seluruh benua Eropa, larangan terhadap pengorganisasian 
politik dicabut sebentar setelah revolusi tahun 1848-1849, tetapi 
larangan itu dengan cepat diberlakukan kembali setelah revolusi 
ini gagal. Pembatasan seperti itu secara bertahap mereda, tetapi 
sebagian negara sisa-sisa pembatasan itu masih bertahan sampai 
abad ke-20. Misalnya, sampai tahun 1899 hukum Jerman melarang 
semua hubungan lintas-regional diantara asosiasi-asosiasi partai, 
dan sampai tahun 1908 asosiasi politik lokal disebagian besar 
negara Jerman harusmemberitahu otoritas lokal setiap kali mereka 
mengadakan pertemuan publik: perempuan dan anak-anak secara 
hukum dilarang mengikuti seluruh pertemuan tersebut. Jerman juga 
memiliki hambatan hukum jenis lain bagi pembentukan partai: 
hukum yang dimaksudkan untuk mengagalkan pengembangan 
partai-partai tertentu. Terutama, antara tahun 1878-1890, 
undang-undang anti sosialis Jerman melarang publikasi-publikasi 
sosialis atau komunis dan melarang pertemuan publik untuk 
mempromosikan tujuan sosialis dan komunis, meskipun UU 
membolehkan kandidat Sosial Demokrat untuk bersaing dalam 
pemilihan Reichstag dan mendapatkan kursi mereka jika mereka 
menang (Fairbaim, 1996; Turk, 1990, Ruud, 1979).
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C.  Partai Politik sebagai Objek Analisis
 Studi tentang partai politik berkembang jauh lebih lambat 
daripada kemunculan partai politik itu sendiri. Hal ini banyak 
disebabkan karena masih sangat kurangnya pengalaman tentang 
partai politik, tetapi hal ini juga disebabkan karena lambatnya 
pengakuan terhadap partai politik sebagai bagian yang sah dari 
proses pemerintahan. Namun pada saat ini penekanan terhadap 
literatur mulai bergeser, terutama di negara-negara yang sudah 
memiliki banyak pengalaman tentang partai politik. 
Misalnya di Inggris, muncul banyak perdebatan-perdebatan 
yang tajam karena perubahan dalam praktek politik setelah UU 
Reformasi tahun 1830 tentang keunggulan baru partai dalam 
kehidupan parlemen. Salah satu kritisi yang merasa risih dengan 
perubahan ini adalah Lord Brokham, dia adalah seorang politisi yang 
menjabat sebagai menteri Whig selama tahun 1830, menurutnya 
perubahan ini sebagai kemunduran yang tidak bijaksana dari cita-
cita Burkean tentang partai sebagai koalisi tanpa paksaan yang 
dipersatukan oleh prinsip-prinsip yang sama. Dia juga menganggap 
partai politik secara sistematis menjatuhkan setidaknya separuh 
dari orang-orang besar dari pengabdian mereka terhadap negaranya 
sendiri. Meskipun banyak politisi yang menentang perubahan ini 
tetapi ada juga yang mendukung tentang disiplin partai sebagai 
biaya yang diperlukan dalam pemerintahan parlementer. Salah 
satu tokoh yang mendukung yaitu Hendri george, dia adalah anak 
dari perdana menteri dan dia sendiri adalah anggota dari beberapa 
kabinet. Ia berpendapat bahwa “pemerintahan parlementer adalah 
pada dasarnya pemerintahan oleh partai,” dan partai yang kohesif 
melahirkan pemerintahan yang lebih baik, bahkan jika sebagian 
kohesi ini dibeli dengan dukungan yang dapat diberikan para 
menteri kepada para pendukungnya. 
Pengalaman Inggris yang relatif lebih awal dalam menggunakan 
pemerintahan parlementer rupanya banyak pula terlintas dipikiran 
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analis-analis dari negara lain. Menurtnya Inggris dapat ditiru 
seperti Austria atas risalah Early Grey tentang pemerintahan 
parlementer, namun ternyata banyak juga yang merehkan tentang 
pemerintahan yang berbasis partai ini. Seperti contohnya beberapa 
bulan setelah pembentukan kekaisaran Jerman ini, sejarawan 
Jerman yang berpengaruh secara langsung menolak mencontohi 
Inggris, dengan alasan bahwa Jerman mendapatkan manfaat dari 
monarki konstitusional yang berbeda di atas partai. Beberapa 
dekade kemudian para penulis Jerman banyak memperdebatkan 
kebaikan partisipasi partai dalam kehidupan publik. Ada yang 
berpendapat bahwa, masih merasa perlu untuk membela partai 
sebagai bentuk kehidupan publik yang baik dengan nilai edukatif 
dan kreatif. 
Para pengamat Amerika juga menanggapi tentang pemerintahan 
parlementer yang diterapkan Inggris, salah satunya yaitu Woodrow 
Wilson muda (1885), ia menyatakan bahwa pemerintah Amerika 
dapat ditingkatkan dengan kemunculan pemerintahan partai 
yang sesungguhnya, dimana akan ada hubungan yang lebih aman 
antara kongres dan Eksekutif. Respon terhadap pemerintahan 
Inggris ini merupakan awal mula munculnya perdebatan panjang 
dikalangan akademisi Amerika mengenai kelayakan dan kebaikan 
pemerintahan partai yang bertanggung jawab di Amerika Serikat.
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Dikotomi Partai Masyumi 
O l e h :  M u h .  A i d i l  P u t r a
A. Pendahuluan
Kembali merefleksikan ingatan kita tentang akan sejarah suatu 
partai yang lahir dari tangan-tangan pemuka agama dan kini 
hanyalah tinggal nama.Partai  masyumi adalah partai yang dibentuk 
oleh muhammad natsir dan tokoh-tokoh lainnya di Jogjakarta 
pada tanggal 7 november 1945. Sebagai partai yang menjadikan 
Islam sebagai ruh perjuangan,partai ini memiliki tujuan yaitu:1. 
Menegakkan kedaulatan negara dan agama 2. Melaksanakan cita-
cita Islam dalam urusan kenegaraan.Maka untuk mewujudkan apa 
yang menjadi tujuannya,  partai ini memiliki strategi yang berbeda 
dengan partai-partai  lainya yaitu dengan jalur dakwah seperti yang 
tertera dalam asas mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut 
seperti termuat dalam pasal 3 Anggaran dasarnya meliputi:
1. Menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan 
ummat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.
2. Menyusun dan memperkokoh barisan ummat islam untuk 
perjuangan mempertahankan agama dan kedaulatan negara.
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3. Melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, 
perikemanusiaan, sosial, persaudaraan, dan persamaan hak 
menurut ajaran Islam.’
4. Bekerja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam 
lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan negara.5
Dengan menjadikan Islam sebagai identitas, bukan berarti 
partai ini mendiskriminasi agama lainnya diluar dari Islam. 
Karenacita-cita perjuangan partai masjumi tak lepas dari upaya 
menjadikan islam sebagai pijakan yang mengatur kehidupan baik 
individu, masyarakat, dan maupun negara.Visi mensejahterakan 
rakyat dan membangun pemerintahan, dibingkai dalam cara 
pandang islam.Islam itu kalau besar tidak melanda, kalaupun tinggi 
malah melindungi.Demikian Natsir menepis anggapan bahwa jika 
islam berkuasa, maka akan terjadi diskriminasi yang luar biasa.6
Sebagai partai yang masih belia partai ini sudah mampu 
memobilisasi massa yang begitu banyak.Salah satu faktornya adalah 
tidak terlepas dari tokoh-tokohnya yang sangat berpengaruh.
Mentor para aktifis julukan untuk haji Agus Salim, siapa yang 
tidak kenal beliau dialah sosok dibelakang layar yang memainkan 
peranan penting dalam perpolitikan partai masjumi.Beberapa tokoh 
besar lahir dari didikannya mereka adalah Muhammad Natsir, 
Mr.Roem, Kasman singodimenjo dan beberapa tokoh lainnya.
Gelar mentor yang dialamatakan pada diri beliau merupakan hal 
yang pantas,karna tidak bisa dinafikan beliau adalah sosok guru 
yang memilki kemampuan sekaligus kepiawaian dalam bidang ilmu 
politik dan pergerakan,tidak hanya sampai disitu saja beliau juga 
adalah diplomat ulung yang menguasai beberapa bahasa.Sehingga 
dengan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh beliau menempatkan 
dirinya sebagai orang berpengaruh baik dalam lingkup partai 
maupun dalam masyarakat.
5 M.Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, hal.68-69.
6  Artawijaya, Partai Masjumi, hal.24.
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Dengan track rekor yang cukup baik dalam percaturan 
perpolitikan di indonesia,bukan berarti partai ini tidak terlepas dari 
permasalahan-permasalahan yang ada.Lahir ditengah kepungan 
idiologi yang beraneka ragam dengan kepentingan yang berbeda-
beda pula maka keinginan untuk bersaing dan saling menjatuhkan 
semakin besar.Mencari kelemahan satu sama lain dengan 
menyebarkan isu-isu guna menjatuhkan citra suatu partai dimata 
masyarakat.Suatu hal tidak yang mampu dihindari oleh partai 
masyumi adalah dengan adanya indikasi menjadikan demokrasi 
sebagai alat mencapai terwujudnya syariat islam.Masalah ini selalu 
digembor-gemborkan dan dipermasalahkan hingga menimbulkan 
pertanyaan besar,bagaimana bisa partai yang berasaskan islam 
menggunakan demokrasi sebagai tunggangan untuk mencapai 
tujuannya.Dilain sisi demokrasi ini merupakan sistem yang bukan 
dari islam,idiologi yang dimport dari luar kemudian ditiru dalam 
pengimplementasiannya.Mereka beranggapan hal ini merupakan 
sesuatu hal yang rancu, ingin menegakkan syariat islam namun 
menggunakan alat diluar islam sebagai tujuan.
Partai masjumi jelas berkeyakinan, sistem islamlah yang 
mampu mengatur kehidupan umat manusia dalam segala lini, 
sementara demokrasi hanyalah “alat” semata yang digunakan 
untuk memutuskan perkara-perkara yang bersifat keduniaan, 
bukan yang bersifat hukum-hukum islam yang sudah qath’iy.Jika 
demokrasi digunakan untuk merusak hukum islam, maka tak 
ada pilihan lain selain menolak sekuat tenaga, semampunya, agar 
hukum islam yang sudah qath’iy tidak divoting melalui sistem 
demokrasi. “Kedaulatan rakyat dalam, hanyalah di urusan-urusan 
yang tidak ditetapkan hukumnya dengan wahyu,”demikian kata 
Ustadz A.Hassan.7
Dengan begitu besarnya propaganda menjatuhkan namun 
dilain sisi partai ini masih memiliki tempat dihati bagi para 
pendukungnya.Terbukti pada pemilihan pertama ditahun 1955 
7  Artawijaya, Partai Masjumi, hal.15
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partai ini menduduki posisi kedua sebagai partai dengan suara 
terbanyak sesudah PKI.
B.  Dikotomi 1955
Setelah berdiri selama 10 tahun momentum itu pun datang 
dengan digelarnya pemilu pertama pada tahun 1955.Kesempatan 
untuk masuk diranah pemerintahan terbuka lebar didepan mata, 
tinggal bagaimana mendulang suara dan mengumpulkan massa 
sebanyak-banyaknya.Perjalanan yang penuh dengan batu-batu 
krikil dan hadangan sesuatu hal yang tidak mampu dinafikkan.
Pertentangan demi pertentangan silih berganti datang dengan tujuan 
akhir saling menjatuhkan.Strategi yang berbeda diperlihatkan 
partai masjumi dalam mendulang suara yaitu dengan jalur dakwah, 
berbeda dengan lawan politiknya yang lebih memilih menggunakan 
money politik untuk mendapatkan dukungan.
Partai masjumi menjadikan basis massa, kader, anggota, dan 
simpatisan sebagai kekuatan yang menggerakkan mesin politik 
mereka diberbagai daerah.Berbeda dengan partai lain yang 
menjadikan uang sebagai kekuatan, sehingga melakukan politik 
transaksional dengan membeli suara rakyat.Karena mengandalkan 
kekuatan basis massa, maka masjumi tak perlu khawatir dalam 
menghadapi minimnya pendanaan ketika menghadapi pemilu 
pada 1955.Dengan suka rela, rakyat yang sudah mencintai 
platform partai ini bergerak ke bilik-bilik suara untuk memberikan 
dukungan kepada partai ini.Sebaliknya, partai yang mengandalkan 
kekutan uang subuk kasak-kusuk melakukan berbagai cara agar 
memperoleh dana yang cukup untuk menggerakkan mesin partai.
Pada akhirnya,mereka menghalalkan segala cara.Jika ada wakilnya 
di pemerintahan, maka wakil dari partai tersebut digunakan sebagai 
mesin pengeruk uang untuk pendanaan partai.Inilah yang terjadi, 
sebagaimana terjadi pula pada saat ini.8
8  Artawijaya, Partai Masjumi, hal.16-17
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Tidak hanya sampai disitu saja menyebarkan berita-berita yang 
berau sara belum tentu kebenaranya sering sekali dilamatakan 
kepada partai ini,seperti halnya yang pernah dilakukan oleh partai 
PKI kepada partai masjumi.Ditengah kampanya yang tebuka PKI 
meneriakkan dengan lantang “ Jangan pilih masjumi, kalau masjumi 
menang lapangan banteng diubah menjadi lapangan onta”.Dengan 
tuduhan yang tidak benar partai masyumi memberikan respon 
balik dengan  mengeluarkan sindiran “ Jangan pilih PKI, kalau 
PKI menang lapangan banteng diubah jadi lapangan merah atau 
lapangan kremlin. 
Dalam sejarah perkembangan partai masyumi partai ini 
mampu melakukan kerja sama dengan beberapa partai misalnya 
PNI dan PSI, namun sukar berkonsolidasi dengan PKI.Tidak bisa 
dipungkiri perbedaan yang begitu mendasar dari segi idiologi 
membuat partai ini sulit menyatu.Masjumi dengan asas islamnya 
sangat menghargai kepemilikan pribadi berbeda dengan PKI dengan 
komunisnya yang lebih mengedepankan kesetaraan.Masjumi selalu 
menekankan nilai-nilai ketuhanan dalam pengimplementasian 
kehidupan sehari-hari, justru berbanding terbalik PKI dengan 
ateisnya.Dalam pengambilan keputusan ilsam lebih memilih jalan 
musyawarah, PKI keputusan ditangan tirani.
Disuatu momen tokoh dari PKI yaitu Dipa Nusantara Aidit 
mengeluarkan suatu stegmen mengenai Masjumi dan PSI,dia 
mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada tidakan makar yang 
dilakukan oleh beberapa pihak dan ingin memfasiskan sistem 
pemerintahan .Dengan berbagai macam tindakan provokasi dan 
tindakan percobaan kudeta.Namun hal ini menemui kebuntuan 
karena terebentur oleh persatuan nasional rakyat indonesia.Tentu 
hal ini mengherankan ketika kembali pada yang telah lalu justru 
PKI inilah yang sebenarnya melakukan tindakan dan gerakan 
pemecah, Seperti halnya yang lakukan pada PSI. 
Maka pada tahun 1945, setahun sebelumnya pemilu digelar, 
dewan syura partai masyumi mengeluarkan keputusan terkait 
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ideologi komunisme. fatwa partai masyumi tersebut dikeluarkan 
dalam rapat di surabaya pada 23-27desember 1954.Berikut poin-
poin dari keputusan dewan syura tersebut.
1. Nyatalah bahwa falsafah komunisme (historisch-materialisme) 
bertentangan dengan dasar iman kepada qadrah ilahiah.
2. Nyatalah bahwa perjuangan kaum komunis dan pelaksanaan 
komunisme akibat dari falsafahnya itu sepanjang sejarahnya 
adalah bertentangan dan memusuhi hukum syariat islam umat 
islam.
3. Berdasarkan segala yang tersebut itu, nyatalah bahwa 
komunisme itu menurut hukum Islam adalah kufur.
4. Barang siapa yang menganut komunisme dengan pengertian 
kesadaran, dan keyakinan akan benarnya paham komunisme 
yang nyata-nyata bertentangan, menentang dan memusuhi 
Islam, maka adalah ia hukumnya kafir.
5. Seseorang muslim yang mengikut komunisme atau organisasi 
komunisme dengan tidak mempunyai pengertian atas hakikat 
falsafah, ajaran tujuan dan cara-cara perjuangan komunis, 
maka ia adalah sesat dari agama Islam.
6. Orang yang sesat itu wajib diberi pengertian tentang 
kesesatannya dan kekufuran komunisme.Dan orang yang sesat 
itu wajib pula menyadari kesesatannya dan wajib bertaubat 
kepada allah dan kembali kepada agama Islam.9
B. Persaingan dan Berakhir Pembubaran
Semakin dekatnya hubungan PKI dan soekarno berindikasikan 
adanya keinginan mereka untuk membubarkan beberapa partai 
yang dianggap menghalangi jalan mereka untuk mewujudkan 
demokrasi terpimpin yang kata lain dari keotoriteran. ditambah 
lagi dengan pernahnya soekarno melakukan kunjungan kebeberapa 
negara yang menganut paham komunis, diantara lain rusia dan 
9  Artawijaya, Partai Masjumi, hal.72-73
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cina yang semakin memperkuat keinginannya.Tentu hal ini telah 
berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan soekarno diawal-
awal kemerdekaan, memberikan kesempatan untuk mendirikan 
partai sebagai jalan mempertahankan kemerdekaan namun harus 
sirnah ditangannya sendiri. Soekarno beranggapan bahwa semakin 
banyak partai maka semakin banyak pula kepentingan-kepentingan 
artinya kesempatan timbulnya pertentangan semakin besar.
Longgarnya loyalitas seseorang terhadap partainya, aktor 
dengan mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru 
untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politiknya.berpisahnya 
faksi PSII dalam federasi politik Islam Masyumi tahun 1947 tidak 
terleps dari motif kekuasaan. 10
Tekanan yang begitu besar dari pihak lawan dan permasalan 
internal dari kubu partai masyumi membuat partai ini tak menemui 
jalan keluar dan berakhir dengan perpecahan.Pada tahun 1960 
presiden soekarno mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur 
tentang partai.Akhirnya pada tanggal 17 agustus 1960 partai 
masyumi dinyatakan bubar seiring dikeluarkannya keputusan 
presiden no. 200/1960.
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Sejarah Partai Politik dan 
Fungsi Partai Politik
O l e h :  M u h .  S y a f a a t  A m i n u l l a h
A. Pendahuluan
Partai politik pertama-tama lahir di Negara-Negara Eropa 
Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan 
faktor  yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam 
proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan 
dan berkembang menjadi penghubung  antara rakyat  di suatu 
pihak dan pemerintah pihak lain. Pada awal perkembangannya, 
pada akhir dekadenya 18-an di Negara-negara Barat seperti 
Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-
kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula 
bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan 
kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan Raja. Dengan 
meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar 
parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang 
mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang  masa 
pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan 
195Potret Pemilu dan Dinamikanya
dari berbagai golongan masyarakat,kelompok-kelompok politik 
diperlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi 
masa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang 
pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung  (link) 
antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.
Salah satu usaha paling awal untuk meneliti internal partai 
dilakukan oleh Mosei Ostrogorski dalam karyanya Democracy 
and the Organization of Political Parties (1902), yang berargumen 
bahwa keterwakilan kepentingan-kepentingan individu telah hilang 
oleh semakin meningkatnya pengaruh dari mesin partai dan control 
yang diberikan oleh sebuah kaukus dari tokoh-tokoh senior partai. 
Pandangan ini sangat terkenal diekspresikan oleh Robert Michels 
dalam karyanya Political Parties (1962), dalam bentuk hukum 
besi oligarki, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Michels, 
siapa yang berbicara tentang organisasi berarti berbicara tentang 
oligarki. Michels (1876-1936), seorang teoretikus elit terkemuka, 
hendak menganalisis struktur kekuasaan dari partai SPD Jerman, 
di mengatakan bahwa, meskipun partai tersebut secara formal 
merupakan organisasi demokratis, kekuasaan tetap terpusat pada 
tangan-tangan pimpinan partai.11 
Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan 
kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara 
dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Lagi pula partai tidak 
sering memiliki disiplin partai yang ketat, dan pemungutan iuran 
tidak perlu dipentingkan. Partai ini dinamakan patronage party 
( partai lindungan yang dapat dilihat dalam rangka patron-clien 
relationship), yang juga bertindak sebagai semacam broker. Partai 
mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, 
maka dari itu ia sering dinamakan partai massa. Oleh karena itu ia 
biasanya terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik dalam 
masyarakat, yang sepakat untuk bernaung di bawahnya untuk 
11 Andrew Heywood, Politik Edisi keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014), hlm. 426
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memperjuangkan suatu program tertentu. Program ini biasanya 
luas  dan agak kabur karena harus memperjuangkan terlalu banyak 
kepentingan yang berbeda-beda. Contoh : Partai Republik dan 
Partai Demokrat di Amerika Serikat.
Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat timbul pula 
partai yang lahir diluar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan 
bersandar pada suatu asas, ideology, atau weltanschauung tertentu 
seperti sosialisme, fasisme, komunisme, sosial demokrat, dan 
sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih ketat. 
Pimpinan partai yang biasanya sangat sentralitas menjaga kemurnian 
doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan 
terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyimpang 
dari partai yang telah ditetapkan. Maka dari partai semacam itu sering 
dinamakan partai kader, partai ideologi, atau partai asas (sosialisme, 
fasisme, komunisme, sosial demokrat). Ia mempunyai pandangan 
hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman 
pada disiplin partai yang ketat dan mengikat.
Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai jenis ini. 
Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk 
menjadi anggota pimpinan  diisyaratkan lulus melalui beberapa 
tahap seleksi. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian 
ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan ke 
organ-organ partai yang menurut ajaran-ajaran serta keputusan-
keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan . Partai kader biasanya 
lebih kecil dari partai massa. Akan tetapi pembagian tersebut diatas 
sering dianggap kurang memuaskan karena dalam setiap partai 
ada unsur dilindungi (patronage) serta perantara (brokerage) di 
samping pandangan ideologi/asas/pandangan hidup, sekalipun 
dalam takaran yang berbeda.
Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi 
tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya 
adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientitas, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 
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Sedangkan definisi partai politik menurut ilmuan politik yaitu :
1. Menurut Miriam Budiharjo : Partai politik adalah suatu 
kelompok yang teroganisir  yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientitas, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
2. Menurut Cartl J. Friendrich : Partai politik sebagai kelompok 
manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan 
untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan  bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan 
kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil kepada 
para anggotanya.
3. Menurut R.H Soltau : Partai politik sebagai kelompok warga 
negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak 
sebagai kesatuan politik dan dengan mempertahankan 
kekuasaan untuk memilih, bertujuan untuk menguasai 
pemerintahan dan menjalani kebijakan umum organisasi.
4. Menurut Sigmund Neuman : Partai politik adalah aktivitas-
aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah 
serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan 
suatu golongan-golongan lain golongan lain yang mempunyai 
pandangan berbeda.
B. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, Pasca amandemen konstitusi 
tahun 2000, berbagai perangkat hukum dipersiapkan seperti 
UU tahun 2004 tentang pemilihan umum. Bagi Indonesia, hal 
ini merupakan peristiwa penting karena untuk pertama kalinya 
pilpres dilaksanakan. Pada waktu itu pilpres adalah suatu hal baru, 
yang tentunya dirasakan oleh para elit partai politik, kelompok 
keagamaan, kelompok sosial dan segenap warga negara Indonesia.12 
Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai 
12 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 
1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 440.
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perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah 
dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran 
rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain 
merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.
Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak 
Pemerintahan Hindia Belanda mencanangkan politik etis pada 
tahun 1908, dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan 
pelopor berdirinya parpol di Indonesia, yaitu Budi Utomo. 
Kemudian sesudah kemerdekaan, dengan Maklumat Wakil Presiden 
No. X, 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 
1945, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan 
munculnya 25 partai. Menjelang pemilu 1955 (Herbert Feith,1999) 
yang berdasarkan demokrasi liberal, terdapat lebih dari 29 partai 
politik maupun peserta perorangan. Kemudian pada 5 Juli 1959 
diberlakukan Dekrit Presiden, dengan menyederhanakan Sistem 
Kepartaian Indonesia, dengan Penpres No. 7/1959 dan Penpres 
No. 13/1960, mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan 
pembubaran partai politik. Kemudian pada tanggal, 17 Agustus 
1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Tanggal 14 April 1961 
diumumkan hanya 10 partai mendapat pengakuan, masing-masing 
adalah PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katolik, PERTI, 
MURBA, dan PARTINDO (Deklarasi Bogor, 1964). Pada tanggal, 
12 Maret 1966, PKI dibubarkan dan pada tanggal, 20 Februari 1968 
Partai PARMUSI ( Partai Muslim Indonesia) didirikan. Kemudian 
pada tanggal, 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan 
terbentuknya Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, 
Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba. Kemudian tanggal, 13 
Maret 1970, terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang 
terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Dan ada pula kelompok 
fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri 
yang kemudian disebut dengan Golongan Karya.
Alasan Pemerintah menyederhanakan Partai Politik menjadi 
2 Parpol dan Satu Golkar, karena  banyak Partai Politik dianggap 
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tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu 
program pembangunan. Usaha Penyerderhanaan partai ini  baru 
terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh 
hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Selama masa pemerinthan orde baru, Golkar selalu 
memenangkan Pemilu, walaupun secara akumulatif Golkar menang 
pada Pemilu 1997, akan tetapi rakyat tidak puas dengan keadaan 
tersebut, karena pemerintahan saat itu sangat Korup, dengan 
hanya mementingkan KKN konglamerat dan keluarga  Presiden 
Soeharto. Akhirnya mahasiswa, pelajar dan masyarakat bangkit 
melakukan demo kepada pemerintah serta mendesak DPR agar 
melaksakan perubahan secara total di segala bidang. Mahasiswa 
turun ke jalan memprotes KKN, menghendaki reformasi ekonomi, 
dan perubahan politik secara  menyeluruh. Sehingga pada tanggal 
21 Mei 1998 Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. 
Kemudian pada tahun 1999, diadakan pemilu dan menjelang 
pemilu pada saat itu terdaftar 100 peserta Parpol akan tetapi 
yang memenuhi syarat ada 48 Parpol yang lolos verifikasi sebagai 
peserta pemilu. Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif 
dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek 
kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan 
dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 
3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi 
partai kembali bermunculan.
C. Fungsi Partai Politik 
Secara teoretis Parpol setidaknya memiliki lima fungsi yang 
semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang 
demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi 
agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi 
rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik
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1. Artikulasi Kepentingan. Setiap individu ataupun kelompok 
masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan 
masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan 
bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol 
harus bisa memerankan fungsi-nya mengajukan kepentingan-
kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, 
sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh 
kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 
memegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan 
fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat 
seperti itu, maka parpol yang demikian akan memperoleh 
dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu 
menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan 
oleh pemilihnya. 
2. Agregasi Kepentingan. Rakyat sebagai warga negara memiliki 
berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh 
kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan 
publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan 
kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat 
menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi 
rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang 
beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-
alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. 
Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan 
menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu 
memerankan fungsinya akan di tinggalkan. 
3. Sosialisasi Politik. Setiap negara memiliki nilai-nilai dan 
etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara 
yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya 
mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku 
kapada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik 
harus dilakukan secara terus-menerus. Warga negara supaya 
memperoleh sosialisasi politik seperti itu sepanjang hidupnya, 
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sehingga nilai-nilai dan etika politik yang berlaku menjadi 
pribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan 
sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya 
terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku 
kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk 
Indonesia, nilai-nilai dan etika politik yang berlaku adalah 
yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) (Kaelan, 2009; Tim Penerbit Buku Pancasila, 2005). 
Parpol yang tidak mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik 
itu seharusnya tidak dipilih rakyat.
4. Rekrutmen Politik. Parpol memiliki kepentingan untuk 
menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik 
di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan 
kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat 
menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol 
harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen 
politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik 
yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik 
inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemampuannya 
berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak 
bisa berdemokrasi, bagaimana Parpol bisa berdemokrasi dalam 
pengelolaan kehidupan bernegara? 
5. Komunikasi Politik. Melalui komunikasi politik Parpol 
mengkomunikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-
program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. 
Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya 
melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat 
dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia 
secara legal. 
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